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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya
kami dapat menerbitkan Buku Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
dan Asisten Perisalah Legislatif.

Informasi yang ada dalam Buku Himpunan ini antara lain berisi Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 26
Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua
Permenpan tersebut yang terdiri dari Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Dewan
Penwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan formasi
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif, serta pedoman
pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tersebut melalui penyesuaian/inpassing.
Penyusunan peraturan tersebut telah melalui proses yang cukup panjang dan menerima
masukan-masukan dari pihak-pihak yang terkait, antara lain Badan Kepegawaian Negara,

serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kami berharap dengan adanya Buku Himpunan ini dapat memberikan
kemudahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya Perisalah Legislatif, Asisten
Perisalah Legislatif, Pimpinan unit kerja terkait, dan unit yang membidangi urusan SDM

dalam memahami peran tugas jabatan fungsional Perisalah Legislatif maupun Asisten

Perisalah Legislatif, serta melaksanakan pembinaan kedua jabatan fungsional tersebut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu terhimpunnya peraturan ini. Semoga "Buku Himpunan Peraturan Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif" dapat memberi informasi
yang bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 1 Juli 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

ui

INDRA ISKANDAR

NIP.196611141997031001
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MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang risalah

legislatif dan untuk meningkatkan kineija organisasi,

perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Raltyat,

Dewan Penvakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 383^ Tambahan_Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5650);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6037);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rsikyat Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 89);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang



Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimeiksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang seleinjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai

pemerintah dengan peijanjian keija yang bekeija pada

instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap

oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Pungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengain pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang

risalah legislatif.



6. Pejabat Pungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya

disebut Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk untuk

melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.

7. Kegiatan Risalah Legislatif adalah kegiatan yang meliputi

penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen

kelengkapan risalah rapat, pen3aisunan analisis dan

anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan

sistem risalah rapat legislatif.

8. Sasaran Keija Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana keija dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang hams

dicapai oleh Perisalah Legislatif dalam rangka pembinaan

karier yang bersangkutan.

10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka

kredit minimal yang harus dicapai oleh Perisalah Legislatif

sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

11. Tim Penilai Kineija Jabatan Pungsional Perisalah Legislatif

yang selanjutnya disebut Hm Penilai adalah tim yang

dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil keija

dengan tugas yang disusim dalam SKP serta menilai

kineija Perisalah Legislatif.

12. Karya TuUs/Kaiya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh Perisalah Legislatif baik perorangan atau

kelompok di bidang risalah legislatif.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.



BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif termasuk dalam

rumpun manajemen.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Perisal£ih Legislatif berkedudukan sebagai pelaksana

teknis di bidang risalah legislatif pada Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Penvakilan Rakyat

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Ral^rat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at Daerah Provinsi,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Papua Barat, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di

Aceh.

(2) Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif merupakan

jabatan fungsional kategori keahlian.



(2) Jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang

terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama;

b. Perisalah Legislatif Ahli Muda; dan

c. Perisalah Legislatif Ahli Madya.

(3) Jenjang pangkat Perisal^ Legislatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang

ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan

Lcunpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

ditetapkan berdasarkan angka kredit yang Htmililri setelah

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan

Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yaitu

melaksajiakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang

meliputi penyusunan risalah rapat, penjnasunan dokumen

kelen^capan risalah rapat, pen3aisiinan analisis dan anotasi

himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah

rapat legislatif.



Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. iinsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimsuia dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. penyusunan risalah rapat legislatif;

c. pen3rusunan dokumen kelengkapan risalah rapat

legislatif;

d. penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah

rapat legislatif;

e. pengembangan sistem risalah rapat legislatif; dan

f. pengembangan profesi.

(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis

di bidang risalah legislatif serta memperoleh Surat

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau sertiiikat; dan

3. diklat Prajabatan;

b. penjrusunan risalah legislatif, meliputi:

1. penyusunan risalah rapat sementara;

2. penyusunan risalah rapat;

3. validasi risalah rapat; dan

4. otentifikasi risalah rapat;

c. penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat

legislatif, meliputi:



1. pen3aisunan catatan rapat;

2. penyusunan laporan singkat; dan

3. penyusunan himpunan risalah;

d. penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah

rapat legislatif, meliputi:

1. penyusunan analisis himpunan risalah rapat;

2. pen3aisunan anotasi himpunan risal^ rapat; dan

3. validasi anotasi himpunan risalah rapat;

e. pengembangan sistem risalah rapat legislatif, meliputi:

1. pembuatan e-risalah;

2. pembuatan database risalah;

3. publikasi e-risalah; dan

4. pengkajian dan pengembangan sistem;

f. pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang

risalah legislatif;

2. peneijemahan/penyaduran buku dan bahan

lainnya di bidang risalah legislatif; dan

3. penjnasunan buku pedoman/ketentuan

pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang risalah

legislatif; dan

(4) Unsur Penunjang, meliputi:

a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan

fimgsional atau teknis di bidang risalah legislatif;

b. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi

di bidang risalah legislatif;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. ke£uiggota£in dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

e. keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum, modul,

bahan ajar, bimbingan teknis, dan/atau manajerial di

bidang risalah legislatif;

f. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan

g. perolehan ijazah atau gelar kesaijanaan lainnya;
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BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

sesuai dengan jenjang jabatannya, seb^ai berikut:

a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama, meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah

rapat sementara;

2. melakukan inventarisasi hasil transkrip,

kelengkapan, dan bahan rapat untuk penjoisunan

risalah rapat sementara;

3. memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk

penyusunan risalah rapat sementara;

4. mengolah hasil transkrip menjadi risaleih rapat

sementara yang berbahasa Indonesia,

berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan

50 hsdaman;

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai

dengan 150 halaman; dan

d) jumlah halaman nsalah rapat 151 sampai

dengsm 200 halaman;

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200

halaman;

5. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat

sementara yang berbahasa asing, berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan

50 halaman;

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;



c) jumlah halaman lisalah rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200

halaman;

6. mengolah hasil transkrip meiijadi nsaTali

sementara yang berbahasa daerah berdasarkan:

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan

50 halaman;

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

c) jimilah halaman risalah rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai

dengan 200 hcdaman; dan

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200

halaman;

7. menelaah dan menyerahkan risalah rapat

sementara kepada penyelenggara rapat untuk

dikoreksi;

8. melakukan perbaikan risalah rapat sementara

terhadap hasil koreksi penyelen^ara/peserta

rapat untuk menjadi risalah rapat resmi;

9. menjoisun laporan pelaksanaan tugas penyusunan

risalah rapat resmi yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

10. melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang

akan dijadikan sebagai e-risalah-,

11. menginventarisir dokumen softcopy yang akan

dijadikan seb^ai e-risalah;

10



12. melakukan pembuatan e-risalah:

a) risalah rapat sementara;

b) risalah rapat resmi;

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;

d) catatan rapat;

e) laporan singkat; dan

f) himpunan risalah rapat;

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

e-risalahyang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

14. menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risakih;

15. menginventarisir dokumen softcopy e-risalah;

16. membuat sistem database informasi risalah;

17. melakukan pemasukkan e-risalahkedalam

database sistem informasi risalah:

a) risalah rapat sementara;

b) risalah rapat resmi;

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;

d) catatan rapat;

e) laporan singkat; dan

f) himpunan risalah rapat;

18. menyusun laporan pelaksanaan tugas

pemuktahiran database risalah yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

19. melakukan pengumpulan e-risalahyang akan

dipubikasikan;

20. menginventarisir e-risalahyang akan dipublikasi;

21. menelaah dan meminta persetujuan e-risalahyang

11



akan dipublikasikan;

22. melakukan publikasi dalam jaringan

intranet/ internet:

a) risalah rapat sementara;

b) risalah rapat resmi;

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;

d) catatan rapat;

e) laporan singkat; dan

i) himpunan risalah rapat; dan

23. menjrusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-

risoiahdalam jaringan intranet/internet yang

meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan.

b. Perisalah Legislatif Ahli Muda, meliputi:

1. merencanakan pembuatan validasi risalah;

2. memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat;

3. melakukan validasi risalah rapat;

4. menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang

sudah divalidasi kepada pen^;una/penyelen^ara

rapat untuk mendapat pengesahan;

5. membuat klasifikasi validasi risalah rapat

berdasarkan:

a) risalah rapat sementara; dan

b) risalah rapat resmi;

6. membuat klasifikasi validasi risalah berdasarkan

pokok pembahasan;

7. menjoisun laporan pelaksanaan tugas validasi

risalah rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester;

12



8. menyusian catatan rapat berbahasa Indonesia,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) Sjamlebih;

9. menyusun catatan rapat berbahasa asing,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

10. menyusun catatan rapat berbahasa daerah,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

11.menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

catatan rapat yang meliputi:

a) biilanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

12. men3aisun laporan singkat berbahasa Indonesia,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 Jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;
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c) 2 sampal kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jsim lebih;

13. membuat laporan singkat berbahasa asing,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam; dan

e) 4 sampai kurang dari 5 jam;

f) 5 jam lebih;

14. membuat laporan singkat berbahasa daerah,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jeim;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

15. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

laporan singkat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

16. merencanakan pen5rusunan buku himpunan

risalah dalam satu pokok pembahasan;

17. mengelompokkan risalah rapat resmi ke dalam

satu pokok bahasan;

18. menjoisim daftar urutan risalah rapat resmi dari

kelompok risalah rapat berdasarkan waktu

kegiatan;

19. men3nisun buku himpunan risalah rapat;
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20. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

himpunan risalah rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester;

d) tahunan;

21.melakukan pemasukksin e-risalahkedalam

database sistem informasi risalah:

a) risalah rapat sementara;

b) risalah rapat resmi;

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;

d) catatan rapat;

e) laporan singkat;

f) himpunan risalah rapat;

22. menjoisun laporan pelaksanaan tugas

pemuktahiran database risalah yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester;

d) tahunan;

23. melakukan pengumpulan e-risalahyang akan

dipublikasikan;

24. menginventarisir e-risalahyang akan

dipublikasikan;

25. menelaah dan meminta persetujuan e-risalahyang

akan dipublikasikan;

26. melakukan publikasi dalam jaringan

intranet/ internet:

a) risalah rapat sementara;

b) risalah rapat resmi;

c) rissdah rapat yang sudah divalidasi;

d) catatan rapat;

e) laporan singkat;

f) himpiinan risalah rapat;
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27. menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-

risalahdalam jaringan intranet/internet yang

meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan.

c. Perisalah Legislatif Ahli Madya, meliputi:

1. melaksanakan otentifikasi risalah rapat; ^
2. melaksanakan otentifikasi risalah rapat per pokok

bahasan;

3. men5aisun catatan rapat berbahasa Indonesia,
*

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 Jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam; «

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampm kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

4. menjoisun catatan rapat berbahasa asing, ^
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1jam; \
b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam; ^
e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

5. menyusun catatan rapat berbahasa daerah,

berdasarkan lamanya waktu rapat:
•

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan
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f) 5 jam lebih;

6. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

catatan rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

7. menyusun laporan singkat berbahasa Indonesia,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 j£im;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

8. membuat laporan singkat berbahasa asing,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

9. membuat laporan singkat berbahasa daerah,

berdasarkan lamanya waktu rapat:

a) kurang dari 1 jam;

b) 1 sampai kurang dari 2 jam;

c) 2 sampai kurang dari 3 jam;

d) 3 sampai kurang dari 4 jam;

e) 4 sampai kurang dari 5 jam; dan

f) 5 jam lebih;

10. menyusim laporan pelaksanaan tugas pembuatan

laporan singkat yang meliputi:

a) bulanan;
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b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

11. merencanakan penyusunan buku himpunan

risalah dalam satu pokok pembahasan;

12. mengelompokkan risalah rapat resmi ke dalam

satu pokok bahasan;

13. men3ajsim daftar urutan risalah rapat resmi dari

kelompok risalah rapat berdasarkan waktu

kegiatan;

14. menyusun buku himpunan risalah rapat;

15. menyusim laporan pelaksanaan tugas pembuatan

himpunan risalah rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester;

d) tahunan;

16. merencanakan pembuatan analisis himpiman

risalah rapat;

17. membuat analisis himpunan risalah rapat;

18. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan

analisis himpunan risalah rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulein;

c) semester; dan

d) tahunan; dan

19. merencanakan pembuatan anotasi himpunan

risalah rapat;

20. membuat anotasi himpunan risalah rapat;

21. membuat validasi anotasi himpunan risalah rapat;

22. melakukan pembuatan e-risalah:

a) analisis risalah rapat;

b) anotasi himpunan risalah rapat;
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23. melakukan pemasukkan e-rtsoZahkedalam

Database Sistem Informasi Risalah:

a) analisis risalah rapat;

b) anotasi himpunan risalah rapat;

24. melakukan publikasi dalam jaringan

intranet/intranet:

a) analisis risalah rapat;

b) anotasi himpunan risalah rapat;

25. melsikukan kegiatan pengkajian sistem, yang

meliputi:

a) penyusunan risalah rapat;

b) pembuatan validasi risalah;

c) pembuatan catatan rapat;

d) pembuatan laporan singkat rapat;

e) pembuatan himpunan risalah rapat;

f) pembuatan analisis risalah rapat; dan

g) pembuatan anotasi himpunan risalah rapat;

dan

26. melakukan kegiatan pengembangan sistem.

(2) Perisalah Legislatif yang melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai

angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Perisalah Legislatif yang melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.
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Bagian Kedua

Hasil Keija

Pasal 8

Hasil keija tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif sesuai denganjenjang jabatan, sebagal berikut:

a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama, melipuQ:

1. laporan rekapitulasi rapat;

2. laporan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan,

dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat

sementara;

3. laporan pemeriksaan hasil inventarisasi bahan rapat

untuk penyusunan risalah rapat sementara;

4. dokumen risalah rapat sementara berbahasa

Indonesia;

5. dokumen risalah rapat sementara berbahasa asing;

6. dokumen risalah rapat sementara berbahasa daerah;

7. berita acara penyerahan risalah rapat sementara;

8. dokumen konsep risalah rapat yang sudah diperbaiki;

9. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per bulan;

10. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per

triwulan;

11. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per

semester;

12. laporan pembuatan himpunan risalah rapat per

tahun;

13. kertas keija pengumpulan dokumen softcopy yang

akan dijadikan sebagai e-risalah;

14. daftar inventaris dokumen softcopy yang akan

dijadikan sebagai e-risalah;

15. laporan pembuatan e-risalahrapat sementara;

16. laporan pembuatan e-risoZoh rapat resmi;

17. laporan pembuatan e-risalah rapat yang sudah

divalidasi;
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18. laporan pembuatan e-risoioh catatan rapat;

19. laporan pembuatan e-riscUah laporan singkat;

20. laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper bulan;

21. laporan pelaksaneian pembuatan e-risalahper triwulan;

22. laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper

semester;

23. laporan pelaksanaan pembuatan e-risalahper tahun;

24. laporan hasil telaahan kumpulan dokumen softcopy e-

risalah;

25. daftar inventaris dokumen softcopy e-risalah;

26. dokumen kajian sistem database informasi risalah;

27. laporan pemasukkan e-risalah rapat sementara ke

dalam database sistem informasi risalah;

28. laporan pemasukkan e-risalah rapat resmi ke dalam

database sistem informasi risalah;

29. laporan pemasukkan e-risalah rapat yang sudah

divalidasi ke dalam database sistem informasi risalah;

30. laporan pemasukkan e-risalah catatan rapat ke dalam

database sistem informasi risalah;

31. laporan pemasiikkan e-risalah laporan singkat ke

dalam database sistem informasi risalah;

32. laporan pemasukkan e-risalah himpunan risalah rapat

ke dalam database sistem informasi risalah;

33. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran

database risalah per bulan;

34. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran

database risalah per triwulan;

35. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran

database risalah per semester;

36. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran

database risalah per tahun;

37. kertas keija kegiatan pengumpulan e-risalahyang akan

dipublikasikan;

38. daitar inventaris e-risalah yang akan dipublikasikan;
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39. laporan hasil telaahan e-risalahyang akan

dipublikasikan;

40. kertas kerja pubUkasi risalah rapat sementara dalam

jaringan intranet/internet;

41. kertas kerja publikasi risalah rapat resmi dalam

jaringan intranet/internet;

42. kertas kerja publikasi risal^ Tap^ y^g "sudalr

divalidasi dalam jaringan intranet/internet;

43. kertas kerja publikasi catatan rapat dalam jaringan

intranet/ internet;

44. kertas keija publikasi laporan singkat dalam jaringan

intranet/internet;

45. kertas kerja publikasi himpunan risalah rapat Hglnm

jaringan intreinet/intemet;

46. laporan pelaksanaan publikasi Hnlnm jaringan

intranet/internet per bulan;

47. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per triwulan;

48. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per semester; dan

49. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per tahun.

b. Perisalah Legislatif Ahli Muda, meliputi:

1. laporan rencana pembuatan validasi risalah rapat;

2. kertas kerja pemeriksaan kelengkapan validasi risalah

rapat;

3. laporan hasil validasi risalah rapat;

4. berita acara penyerahan risalah rapat yang sudah

divalidasi;

5. daftar klasifikasi risalah rapat sementara;

6. daftar klasifikasi risalah rapat resmi;

7. daftar klasifikasi validasi risalah berdasarkan pokok

pembahasan;

8. laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per bulan;
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9. laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per

triwulan;

10. laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per

semester;

11. laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per tahun;

12. dokumen catatan rapat berbahasa Indonesia;

13. dokumen catatan rapat berbahasa asing;

14. dokumen catatan rapat berbahasa daerah;

15. laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per

bulan;

16. laporan pelaks€Lnaan pembuatan catatan rapat per

triwulan;

17. laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per

semester;

18. laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per

tahun;

19. dokumen laporan singkat berbahasa Indonesia;

20. dokumen laporan singkat berbahasa asing;

21. dokumen laporan singkat berbahasa daerah;

22. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per bulan;

23. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per triwulan;

24. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per semester;

25. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per tahun;

26. laporan rencana penyusunan buku himpunan risalah

dalam satu pokok pembahasan;

27. kertas keija hasil pengelompokan risalah rapat resmi

ke dalam satu pokok bahasan;

28. laporan penyusiman daftar urut risalah rapat resmi

dari kelompok risalah rapat berdasarkan waktu

kegiatan;
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29. buku himpunan risalah rapat;

30. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per bulan;

31. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per triwulan;

32. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per semester;

33. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per tahun;

34. laporan pemasukkan e-risalahrapat sementara ke

dalam database sistem informasi risalah;

35. laporan pemasukkan e-risalahrapat resmi ke dalam

database sistem informasi risalah;

36. laporan pemasukkan e-risalahrapat yang sudah

divalidasi ke dalam database sistem informasi risalah;

37. laporan pemasukkan e-risalahcatatan rapat ke dalam

database sistem informasi risalah;

38. laporan pemasukkan e-risalahlaporan singkat ke

dalam database sistem informasi risalah;

39. laporan pemasukkan e-risalahhimpunan risalah rapat

ke dalam database sistem informasi risalah;

40. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran

database risalah per bulan;

41. laporan pelaksan£Lan pembuatan pemuktahiran

database risalah per triwulan;

42. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran

database risalah per semester;

43. laporan pelaksanaan pembuatan pemuktahiran

database risalah per tahun;

44. kertas keija kegiatan pengumpulan e-risalahyang akan

dipubikasikan;

45. daltar inventaris e-risalahyang akan dipublikasikan;

46. laporan hasil telaahan e-risalahyang akan

dipublikasikan;
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47. kertas kerja publikasi risalah rapat sementara dalam

jaringan intranet/internet;

48. kertas keija publikasi risalah rapat resmi dalam

jaringan intranet/internet;

49. kertas keija publikasi risalah rapat yang sudah

divalidasi dalam jaringan intranet/internet;

50. kertas keija publikasi catatan rapat dalam jaringan

intranet/ internet;

51. kertas keija publikasi laporan singkat dalam jaringan

intranet/ internet;

52. kertas keija publikasi himpunan risalah rapat dalam

jaringan intranet/internet;

53. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intreinet/intemet per bulan;

54. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per triwulan;

55. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per semester; d£in

56. laporan pelaksanaan publikasi dalam jaringan

intranet/internet per tahun.

c. Perisalah Legislatif Ahli Madya, meliputi:

1. laporan hasil otentifikasi risalah rapat;

2. laporan hasil otentiiikasi risalah rapat per pokok

bahasan;

3. dokumen catatan rapat berbahasa Indonesia;

4. dokumen catatan rapat berbahasa asing;

5. dokumen catatan rapat berbahasa daerah;

6. laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per

bulan;

7. laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per

triwulan;

8. laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per

semester;

9. laporan pelaksanaan pembuatan catatan rapat per

tahun;
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10. dokumen laporan singkat berbahasa Indonesia;

11. dokumen laporan singkat berbahasa asing;

12. dokumen laporan singkat berbahasa daerah;

13. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per bulan;

14. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per triwulan; - - =

15. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per semester;

16. laporan pelaksanaan pembuatan laporan singkat rapat

per tahun;

17. laporan rencana pen5rusunan buku himpunan risalah

dalam satu pokok pembahasan;

18. kertas kerja hasil pengelompokan risalah rapat resmi

ke dalam satu pokok bahasan;

19. laporan penyusunan daftar urut risalah rapat resmi

dari kelompok risalah rapat berdasarkan waktu

kegiatan;

20. buku himpunan risalah rapat;

21. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per bulan;

22. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per triwulan;

23. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per semester;

24. laporan pelaksanaan pembuatan himpunan risalah

rapat per tahun;

25. laporan rencana pembuatan analisis himpunan risalah

rapat;

26. dokumen hasil analisis himpunan risalah rapat;

27. laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan

risalah rapat per bulan;

28. laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan

risalah rapat per triwulan;
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29. laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan

risalah rapat per semester;

30. laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan

risalah rapat per tahun;

31. laporan rencana pembuatan anotasi himpunan risalah

rapat;

32. buku anotasi himpunan risalah rapat;

33. laporan hasil validasi anotasi himpunan risalah rapat;

34. laporan pembuatan e-risalah analisis risalah;

35. laporan pembuatan e-risalah anotasi himpunan

risalah;

36. laporein pemasukkan e-risalah analisis risalah ke

dalam database sistem informasi risalah;

37. laporan pemasukkan e-risalah anotasi himpunan

risalah ke dalam database sistem informasi risalah;

38. kertas keija publikasi analisis risalah rapat dalam

jaringan intranet/internet;

39. kertas keija publikasi anotasi himpunan risalah rapat

dalam jaringan intranet/internet;

40. dokumen kajian sistem penyusunan risalah rapat;

41. dokumen kajian sistem validasi risalah;

42. dokumen kajian sistem catatan rapat;

43. dokumen kajian sistem laporan singkat;

44. dokumen kajian sistem himpunan risalah rapat;

45. dokumen kajian sistem emalisis risalah rapat;

46. dokumen kajian sistem anotasi himpunan risalah

rapat; dan

47. dokumen pengembangan sistem.

Pasal 9

Dalam hal suatu unit keija tidak terdapat Perisalah Legislatif

yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

Perisalah Legislatif yang berada satu tingkat di atas atau satu
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tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit keija yang berseingkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas Perisalah

Legislatif yang berada satu tingkat di atas jenjang

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling

besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit

setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampircin I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

b. Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas Perisalah

Legislatif yang berada satu tingkat di bawah jenjang

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling

besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir

kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif yaitu pejabat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif dilakukan melalui:

28



a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain;

c. penyesuaian {inpassing); dan

d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif melalui pengangkatan pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, hams memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Saijana (Sl)/Diploma IV (DIV)

bidang ekonomi, manajemen, hukum, ilmu

administrasi, dan sosial;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusvm oleh Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif melalui

pengadaan Calon PNS.

(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3
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(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang risalsih

legislatif.

(5) Perisalah Legislatif yang belum mengikuti dan/atau tidak

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dan jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Saijana (SI)/Diploma IV (DIV);

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang risalah legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda;

dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Ahli Madya.
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(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams

mempertimbangkan kebutuhan iintuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan

jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang menetapkan angka kredit.

(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Asisten Perisalah Legislatif yang memperoleh ijazah

Saijana (Sl)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat ke dalam

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif;

b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina; dan

c. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a.

(2) Asisten Perisalah Legislatif yang akan diangkat menjadi

Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan angka kredit dari ijazah Saijana (Sl)/Diploma

IV (DIV), ditambah paling banyak 65% (enam puluh lima

persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan,

dan pengembangan profesi dengan tidak

memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
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Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian {Inpassing)

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Pungsional Perisalah

Legislatif melalui penyesueuan {mpassing) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integzitas dan moralitas yang balk;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Saijana (Sl)/Diploma IV (DIV);

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang risalah legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun;

dan

f. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Pungsional Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri

ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih

melaksanakan tugas di bidang risalah legislatif

berdasarkan keputusan Pejabat yang Berweneing.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Pungsional Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan

yang akan diduduki.

(4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)

dalam Jabatan Pungsional Perisalah Legislatif, tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturgm Menteri ini.

(5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian [inpassing]

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1

(satu) kali selama masa penyesuaian [inpassing).
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(6) Tata cara penyesuaian [inpassing] ditetapkan lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf d hams memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina; dan

b. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hams mempertimbangkan kebutuhan untuk

jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-imdangan.

BAB VIII

KOMPETENSI

Pasal 18

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif hams memenuhi standar kompetensi sesuai

dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Perisalah Legislatif meliputi:
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a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural.

(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat

fiingsional Perisalah Legislatif wajib dilantik dan diambil

sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BABX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

(1) Pada awal tahun, setiap Perisalah Legislatif wajib

menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu)

tahun beijalan.

(2) SKP Perisalah Legislatif disusun berdasarkan penetapan

kineija unit keija yang bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

kegiatan sebagai turunan dari penetapan kineija unit.

(4) SKPyang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hams mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh

atasan langsung.
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Pasal 21

(1) Penilaian kineija Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang

didaseirkan sistem prestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian kineija Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

dilakukan berdasarkan perencanaan kineija pada tingkat

individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan

memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang

dicapai, serta perilaku PNS.

(3) Penilaian kineija Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif,

dan transparan.

(4) Penilaian kineija Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

atasan langsung.

Pasal 22

(1) Penilaian kineija sebagaimana dimaksud pada Pasal 20

ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap

tahun.

(2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai

salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau

kenaikan jabatan.

(3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan

pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

(1) Perisalah Legislatif setiap tahun wajib mengumpulkan

angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan,

pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan

jimilah angka kredit paling sedikit sebagai berikut:

a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Perisalah Legislatif

Ahli Pertama;
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b. 25 (dua puluh lima) untuk untuk Perisalah Legislatif

Ahli Muda; dan

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk untuk

Perisalah Legislatif Ahli Madya.

(2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, tidak beriaku bagi Perisalah Legislatif yang

menduduki pangkat tertingp dalam jenjang jabatan" yang

didudukinya.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 24

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan

kenaikan jabatan dan/atau pangkat Perisalah Legislatif,

untuk:

a. Perisalah Legislatif dengan pendidikan Saijana

(Sl}/Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini;

b. Perisalah Legislatif dengan pendidikan Magister (S2)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Perisedah Legislatif dengan pendidikan Doktor (S3)

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai

Perisalah Legislatif, yaitu;

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka

kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub

unsur pendidikan formal; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.
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Pasal 25

(1) Perisalah Legislatif Ahli Pertama, yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Perisalah Legislatif Ahli

Muda, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 4

(empat) berasal dan sub unsior pengembangan profesi.

(2) Perisalah Legislatif Ahli Muda yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Perisalah Legislatif Ahli

Madya, angka kredit yang disyaratkan paling banyak 6

(enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

(1) Perisalah Legislatif yang memiliki angka kredit melebihi

angka kredit yang disyaratkEin untuk kenaikan jabatan

dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka

kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan

jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Perisalah Legislatif yang pada tahun pertama telah

memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa

pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan

seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20%

(dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit

yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau

pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas

jabatan.

Pasal 27

Perisalah Legislatif Ahli Madya yang menduduki pan^at

tertinggj dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua

puluh) angka kredit dari kegiatan penyusunan analisis dan

anotasi himpunan risalah, pengembangan sistem risalah, dan

pengembangan profesi.
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Pasal 28

(1) Perisalah Legislatif yang secara bersama-sama membuat

Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang risalah legislatif,

diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh

persen) bagi penulis uttoa dan 40% "(empat puluh

persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen)

bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua

puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam peniladan kineija,

Perisalah Legislatif mendokumentasikan hasil keija yang

diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya.

(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,

setiap Perisalah Legislatif wajib mencatat,

menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan

mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan

Angka Kredit (DUPAK).

(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
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(4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai

bahan pertimbangan dalam penilaian kineija Perisalah

Legislatif.

BAB XII

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usiil penetapan angka kredit Perisalah Legislatif diajukan

oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

risalah di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Madya di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia;

b. Sekretaris Daerah Provinsi kepada Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Madya di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at Daerah

Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at Aceh,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
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c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Ralq^at Republik Indonesia

untuk angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Madya di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

d. Pejabat Administrator "yahg membidangi "kepegawaiair

pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan R£i]Q^at Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rjil^at Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi risalah di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Ral^rat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia untuk angka kredit bagi Perisalah

Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda

di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Ral^at Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia;

e. Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah I'rovinsi, Sekretariat Dewan Perwaikilan

Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka

kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah

Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan

Perwaikilan Ralqrat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan

Perwakilan Radtyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua Barat; dan
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f. Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit

bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah

Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralgrat Kabupaten/Kota di

Aceh.

Bagiein Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pas£d 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah

Legislatif Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakjrat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat di Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat di Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Ralq^at Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah
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Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda

di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Ralqrat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan angka

kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah

Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan RalQ^at

Papua Barat; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan

angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan

Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di

Aceh.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:

a. Tim Penilai Pusat bagi:

1) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia untuk angka kredit bagi Perisalah Legislatif

Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik
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Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Papua,

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralsyat di Papua

Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota di Aceh;

2) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi

Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah

Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Ral^at

Republik Indonesia;

b. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal

Majelis Permusyawaratan Ral^at Republik Indonesia,

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif

Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di

lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

c. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi untuk

menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli

Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Raltyat Papua Barat; dan

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi

Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif
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Ahii Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ral^at Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 33

(1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidangi risalah, unsur kepegawaian dan

organisasi, serta Perisalah Legislatif,

(2) Susunan keanggotaan "nin Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap an^ota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hams beijumlah ganjil.

(4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, paling rendah Perisalah Legislatif Ahii Madya

atau pejabat Administrator.

(5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada

instansi masing-masing.

(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Perisalah

Legislatif.

(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

dari jabatan/pangkat Perisalah Legislatif yang dinilai;

b. memilild keahlian serta kemampuan untuk menilai

kineija Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; dan

c. aktif melakukan penilaian kineija.

(8) Apabila jimilah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari

Peris£dah Legislatif, maka anggota Tim Penilai dapat

diangkat dari PNS lain yang memilild kompetensi untuk

menilai kinerja Perisalah Legislatif
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(9) Dalam hal Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf b belum dapat terbentuk, penilaian

angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan

Perisalah Legislatif Ahli Muda dapat dilakukan oleh Tim

Penilai di Instansi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(10) Dalam hal Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf c belum dapat terbentuk, maka

penilaian angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama

dan Perisalah Legislatif Ahli Muda dapat dilakukan oleh

Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(11) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada Pasal 32 huruf d belum dapat terbentuk,

penilaian angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama

dan Perisalah Legislatif Ahli Muda dilakukan oleh Tim

Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai

Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain

terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(12) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif ditetapkan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Repubiik Indonesia untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Ral^rat Repubiik Indonesia dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Repubiik

Indonesia untuk Tim Penilai Instansi;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilsu

Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai

Kabupaten/Kota.
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Pasal 34

Tata keija Tim Penilai Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan

Perwaldlan Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan

Instansi Pembina.

BAB XIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dfllflm

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 36

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi

Perisalah Legislatif dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan

kebutuhan jabatan.

(3) Selain memenuhi syarat kineija, Perisalah Legislatif yang

akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus

mengikuti dan lulus uji kompetensi.
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BAB XIV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

Perisalah Legislatif diikutsertakan pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau

pertimbangan dari Tim Penilai.

(3) Pelatihan yang diberikan bagi Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam

bentuk:

a. pelatihan fiingsional;

b. pelatihan teknis; dan

c. pelatihan manajerial.

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Perisalah Legislatif dapat mengembangkan kompetensi

melalui program pengembangan kompetensi lainnya

terkait bidang risalah legislatif.

(5) Program pengembamgan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam

bentuk:

a. maintain rating;

b. seminar;

c. lokakarya; atau

d. konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi

Pembina.
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BAB XV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PERISALAH LEGISLATIF

Pasal 38

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif dihitung berdasarkan beban keitja yang

ditentukan dari indikator antEira lain:

a. jumlah alat kelengkapan majelis atau alat

kelengkapan dewan;

b. jumlah rapat;

c. jenis rapat; dan

d. volume waktu rapat.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif diatur lebih lanjut oleh Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat

persetujuan dari Menteri.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

(1) Perisalah Legislatif diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan

Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena alaafln

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai
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dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir

yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit

dari pengembangan profesi.

BAB XVII

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Bagian Kesatu

Instansi Pembina

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keaihlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tugas Instansi Pembina

Pasal 41

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif yang bertanggung jawab

untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. men5rusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

49



c. men5aisun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

d. menyusun standar kualitas hasil keija dan pedoman

penilaian kualitas hasil keija Perisalah Legislatif;

e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/kaiya

ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan

Fungsional PerisalaHLe^slaQf; ~

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif;

h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;

i. menyelen^arakan uji kompetensi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan

fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif;

1. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Lembaga Administrasi Negara;

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; dam
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r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna

dalam rangka pembinaan karier Perisalah Legislatif.

(3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah

pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif setelah

mendapat akreditasi dan Instansi Pembina.

(4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf

1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r,

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif secara berkala sesuai

dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji

kompetensi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Penvakilan

Rakyat Republik Indonesia.

BAB XVIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

(1) Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif wajib memiliki 1

(satu) organisasi profesi.
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(2) Perisalah Legislatif wajib menjadi anggota organisasi

profesi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi Instansi Pembina.

(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjnjsun

kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan

Instansi Pembina.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif dan hubungan keija Instansi Pembina

dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perisalah

Legislatif diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,

Perisalah Legislatif dapat dipindahkan ke daiam jabatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
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Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatsin Fungsional Perisalah Legislatif

berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan

sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif ditetapksui.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

melalui penyesuaian (inpassinp) seb^aimana dimaksud

dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk p£iling lama

2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan

Fungsional Perisalah Legislatif diatur dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Penvakilan Rakyat Republik

Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASl

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESL\,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1418

Salinain Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASl

Kepala Biro Hukvim, Komunikasi, dan Informasi Publik,

uryatman
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LAMPIRANI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REPORMASI BIROKRASI REPUBUK INDONESIA

NOMOR 26TAHUN 2017

TENTANG JABATAN PUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

RIRCIAH REOIATAir JABATAIV TUHOBIOIIAL KBAHUAH

PERISALAH LEGISLATIF OAH AHOKA KREDITlfTA

RIMCIAH KBQIATAH TUOAS

NO tnrsuit SUB UHSUR KBOIATAH BATUAM HASIL

ISBTIAPI

AROKA

KRBDIT

PBLAKSAITA

1 a 3 4 6 7 8

I. Pendidifcan A. Pendidikan sekolah dan 1. Doktor (S3) Ijazah yang
terakreditasi

200 Semua Jenjang

mendapat ijazah
2. Magister (82) 150 Semua Jenjang

3. Sarjana (SI)/ Diploma IV 100 Semua Jenjang

B. Pendidikan dan pelatihan
fungsional Perisalah Legislatif
dan mendapat Suiat Tanda

1. Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 Semua Jenjang

2. Lamanya 641 - 960 jam 9 Semua Jenjang

Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPL)
3. Lamanya 481 - 640 jam 6 Semua Jenjang

4. LEunanya 161 - 480 jam 3 Semua Jenjang

5. Lamanya 81 - 160 jam 2 Semua Jenjang

6. Lamanya 30 - 80 jam 1 Semua Jenjang

7. Lamanya kurang dari 30 jam 0.5 Semua Jenjang

C. pendidikan dan pelatihan
prajabatan dan memperoleh

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan PNS Sertiflkat 2 Semua Jenjang

dan pelatihan 2. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas Golongan
III

Sertifikat Semua Jenjang

3. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas Golongan
IV

Sertifikat Semua Jenjang

II. Penyusxman Risalah
Rapat

A. Penyusunan Riaalah Rapat
Sementara

Mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat
sementara

Laporan 0,007 Perisalah l^^slatif Ahli
Pertama

Melakukan inventarisasi hasU transkrip, keiengkapan
dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat
sementara

L^Mran 0,008 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

Memeriksa hasil inventarisasi bafaan rapat untuk
oenyusunan risalah r£u>at sementara

Laporan 0,009 Perisalah Le^slatif Ahli
Pertama



ij*
OS

H . i

RO UK8UR SUB UNSUR KBOIATAH SATDAR HASIL

IBBTIAPI

ANOKA

KRBDIT

PBLARSAHA

1 a 3 4 6 7 8

Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat
sementara vane berbahasa Indonesia berdasarkan :

a. jiimlah halaman risalah rapat paling kurang 50
halaman

dokumen 0,028 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan
100 halaman

dokumen 0,039 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

c. jtimlah hfllflman risalah rapat 101 sampai dengan
ISO halaman

dokumen 0,048 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan
200 halaman

dokumen 0,05B Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

e. jumlah halaman risalah rapat diatas 200
halaman

dokumen 0,068 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat
sementara vans berbahasa asing berdasarkan :

a. jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50
halaman

dokumen 0,036 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan
100 halaman

dokimien 0,046 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan
150 halaman

dokumen 0,056 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan
200 halaman

dokumen o.oel? Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

e. jumlsQi halaman risalah rapat diatas 200
halaman

dokumen 0,07s Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat
sementara yang berbahasa daerah berdasarkan ;

a. jumlah halaman risalah rapat paling kurang 50
halaman

dokumen 0,02 7 Perisalah Le^slatif Ahli
Pertama

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan
100 halaman

dokumen 0,035 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan
150 halaman

dokumen 0,0^ Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

d. jumlah halaman risalah rapat 151 dengan
200 halaman

dokumen 0,035 Perisalah Le^statif Ahli
Pfi-toTnn

e. jumlah halaman risalah rapat diatas 200 dokumen 0.067
1

Perisalah Legislatif Ahli

Menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara
kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi

berita acara O.Olj? Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

B. Penyuminan Risalah Rapat Melakukan perbaikan risalah rapat sementara
terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat
untuk menjadi risalah rapat

dokumen konsep
risalah rapat

0,0!6 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama
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Menyusun laporan pelaksanaan tugas peayusunan
risalah rapat yems meliputi;

a. bulanan laporan 0.0 IS Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

b. triwulan laporan 0,015 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

c. semester laporan 0,019 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

d. tahunan laporan 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

C. Validaal Risalah Rapat Merencanakan pembuatan validasi risalah rapat program kegiatan 0,021 Perisalah Legislatif Ahli Muda

Memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat laporan 0,031 E^risalah Legislatif Ahli Muda

Melakukan validasi risalah rapat laporan validasi 0,034 Perisalah Legislatif Ahli Muda

Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah
divalidasi kepada pengguna/penyelenggara rapat
untuk mendapatkan pencesahan

berita acara 0,023 f^risalah Legislatif Ahli Muda

Membuat klasirikaai sederhana validasi risalah rapat

a. risalah rapat sementara daflar klasifikasi 0.023 Perisalah Lesislatif Ahli Muda

b risalah rapat resmi dAftar klAMifikaiu 0.022 Perisalah Leeislatif Ahli Muda

Membuat klasifikasi sederhana validasi risalah rapat
berdasarkan pokok pembahasan

Haftnr klasifikasi 0,022 Perisalah Legislatif Ahli Muda

Menyusun laporan pelaksanaan tugas validasi risalah
rapat yang meliputi;

a. bulnnan laporan 0,026 Perisalah Legislatif Ahli Muda

b. triwulan laporan 0,027 Perisalah Legislatif Ahli Muda

c. semester laporan 0,030 Perisalah Legislatif Ahli Muda

d. tahunan laporan 0,030 Perisalah Legislatif Ahli Muda

D. Otentifikasi Risalah Rapat Melaksanakan otentifikasi risalah rapat dokumen 0,052 Perisalah Legislatif Ahli Madya

Melaksanakan otentiiikasi risalah rapat per pokok dokumen 0,052 Perisalah Legislatif Ahli Madya

m. Penyusvinan

Dokumen

A. Penyusunan Catatan Rapat Menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia
berdasaricao lamanya waktu rapat:
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a. kurang dari 1 jam dokumen 0,037 Perisalah Legjslatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

b. 1 Mwipai kurang dari 2 jam dokumen 0,057 Perisalah Le^slatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

c. 2 immpai kurang dari 3 jam dokumen

r
o*

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

d. 3 sampai kurang dari 4 jam dokumen 0,094 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

c. 4 Hfimpai kurang dari 5 jam dokumen 0,11^

1

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisaiah Legislatif Ahli

Madva

f. 5 jam letnh dokumen 0,140 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

Menyusun catatan rapat berbahasa asing
berdaaaiican lamanya waktu rapat: 1

a. kurang dari 1 jam dokumen o.osp Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

b. 1 sampai kurang dari 2 jam dokumen 0,0715 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

c. 2 sampai kurang dari 3 jam dokumen 0,0^

1

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

d. 3 sampai kurang dari 4 jam dokumen 0.110

1

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

e. 4 sampai kurang dari S jam dokumen 0,1:^ Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

f. 5 jam lebih dokumen 0,1^
11

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

Menyusun catatan rapat berbahaaa daerah
berdasarkan lamanya waktu rapat: 1
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a. kurang dari 1 Jam dokumen 0,053 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Periaaiah Legislatif Ahli

Madva

b. I sampai kurang dari 2 jam dokumen 0.080 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

c. 2 sampai kurang dari 3 Jam dokumen 0,109 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

d. 3 sampai kurang dari 4 jsun dokumen 0,123 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

e. 4 sampai kurang dari 5 jam dokumen 0,143 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

f. 5 Jam lebih dokumen 0,163 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

Met

caU

lyusun laporan petaksanaan tugas pembuatan
itan rapat yang meliputi:

a. bulanan laporan 0,027 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

b. triwulan laporan 0,027 Perisalah Le^slatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

c. semester laporan 0,034 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

d. tahunan laporan 0,035 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

B. Penyusiinan Laporan Sin^cat Menyusun laporan singkat berbahasa [ndonesia,
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a. kurang dari 1 Jam dokumen 0,018 Perisalah Le^latif Ahli
Muda/Perisalah Le^slatif Ahli

Madva

b. 1 samptu kurang dari 2 JfUQ dokumen 0,033 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva
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c. 2 Bainpai kurang dari 3 jam

d. 3 sampai kurang dari 4 jam

4 aampai kurang dari 5 jam

5 jam lebih

Menyusun laporan singkat berbahasa aaing,
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a. kurang dari 1 jam

8ATUA1IHAS1L

IBETTAPI

dokumen

dokuznea

dokumen

dokumen

dokumen

ANGKA

KRKPIT

0,058

0,073

0.102

0,116

0,036

PBLAKaAHA

8

Perisalah Legialatif Ahli
Muda/Perisaiah Legialatif Ahli

Madya
Perisalah Legislatif Ahli

Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madva

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva
Perisalah Legislatif Ahli

Muda/Perisalcth Legislatif Ahli
Madya

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva
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b. I sampai kurang dari 2 jam dokumen 0,055 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

c. 2 sampai kurang dari 3 jam dokumen 0,070 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

d. 3 sampai kurang dari 4 jam dokumen 0,100 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

e. 4 sampai kurang dari 5 jam dokumen 0,120 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

f. 5 jam lebih dokumen 0,144 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

Menyusun laporan singkat berbahasa daerah,
berdasarkan lamanya waktu rapat:

a. kurang dari 1 jam dokumen 0,040 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

b. 1 sampai kurang dari 2 jam dokumen 0,058 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

c. 2 sampai kurang dari 3 jam dokumen 0,070 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Periaalah Legislatif Ahli

Madva

d. 3 sampai kurang dari 4 jam dokumen 0,095 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

e. 4 sampai kurang dari 5 jam dokumen 0,115 Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

f. 5 jam lebih dokumen 0,148 Perisalah Le^slatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madva

Menyusun laporan pelaksanaan tugM pembuatan
laporan singkat yang meliputi:
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Penyusunan Himpunan Risalah
Rapat

KSGIATAir

a. bulaitan

b. triwulan

semester

d. tahunac

Merencanakan penyusunan buku himpunan risalah
dalam satu pokok pembahasan

Men^lompokkan risalah rapat Resmi ke dalam satu
pokok pembahasan

Menyusun daftar urut risalah rapat resmi dari
kelompok risalah rapat t>enlasaiican waktu kegiatan

Menyusun buku himpunan risalah rapat

Menyusun laporan pelaksanaan tiigas pembuatan
himminan rinlah ranat vang TTirliniiH:

a. bulanan

b. triwulan

semester

d. tahunan

SATUAH HASIL

tSETIAPt

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

pn^ram kegiatan

kelompok Risalah
Resmi

Konsep Buku
Himpunan Risalah

Buku Himpunan
Risalah Rapat

laporan

laporan

laporan

laporan

ANOKA

RREDTT

0,026

0,026

0,039

0,095

0,096

0,0f3

0.(

0,095

0,0125

0,035

O.dsA

PELAK8ANA

8

Perisalah Legialatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madya
Perisalah Legislatif Ahli

Muda/Perisalah Le^slatif Ahli
Madya

Perisalah Le^slatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madya
Perisalah Legislatif Ahli

Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madya
Perisalah Legialatif Ahli

Muda/Pcrisalah Legislatif Ahli
Madya

Perisalah Legislatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madya
Perisalah Legislatif Ahli

Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madva

Perisalah Le^slatif Ahli
Muda/Perisalah Legialatif Ahli

Madya
Perisalah Lei^Iatif Ahli

Muda/I^risalah Legislatif Ahli
Madya

Perisalah Le^siatif Ahli
Muda/Perisalah Legislatif Ahli

Madya
Perisalah Legislatif Ahli

Muda/Perisalah Legislatif Ahli
Madya
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IV. Penyusunan Analisia
dan Anotasi

Himpunan Risalah
Rapat

A. Penyusunan Analisis Himpunan
Risalah Rapat

Merencanakan pembuatan analisis himpunan risalah
rapat

program kegiatan 0,145 Perisalah Legislatif Ahli Madya

Membuat analisis himpunan risalah rapat buku 0,476 Perisalah Legislatif Ahli Madya

Merlyusun laporan petaksanaan tugas pembuatan

a. bulanan laporan 0,038 Perisalah Legislatif Ahli Madya

b. triwulan laporan 0,038 Perisalah Legislatif Ahli Madya

c. semester laponm 0,053 Perisalah Legislatif Ahli Madya

d. tahunan laporan 0,053 Perisalah Legislatif Ahli Madya

B. Penyusunan Anotasi Himpunan
Risalah Rapat

Merencanakan pembuatan anotasi himpunan risalah
rapat

program kegiatan 0,157 Perisalah Legislatif Ahli Madya

Membuat anotasi himpunan risalah rapat buku 0,600 Perisnlnh Legislatif Ahli Madya

C. Validasi Anotasi Himpunan Membuat validasi anotasi himpunan risalah rapat anotasi yang sudah 0,628 Perisalah Legislatif Ahli Madya

V. PengembangRH
Sistem Risalah

A. Pembuatan e-Risalah Melakukan pengumpulan dokumen so ftcopy yang
akan diiadikan sebasai e-Risalah

iaporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

Mcnginventarisir dokumen softcopy daftar inventarisir 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pi^rtniTiA

Melakukan pembuatan e-risalah:

a. risalah rapat sementara dokumen 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertamfl

b. risalah rapat resmi dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

c. risalah rapat yang sudah divalidasi dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

d. Catalan rapat buku 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
IVrtflma

e. laporan singkat dokumen 0,016 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

f. himpunan risalah rapat dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

g- analisis himpunan risalah rapat dokumen 0,090 Perisalah Legislatif Ahli Madya

h. anotasi himpunan risalah rapat buku 0,608 Perisalah Legislatif Ahli Madya
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B. Pembiutan Database Risalah

£

KBOATAN

Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-
risalah yang meliputi:

bulanan

b. triwulan

semester

d. tahxman

Menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah

Menginventarisir dokumen softcopy e-risalah

Membuat sistem database informasi risalah

Melakukan pemasukan e-risalah ke database
Sistem Informasi Risalah;

a. risalah rapat sementara

risalah rapat resmi

risalah rapat yang sudah divalldaai

d. catatao rapat

laporan singkat

BATUAir HASIL

tSETIAPl

U^ran

laporan

laporan

laporan

laporan

daftar inventarisir

sistem intranet Risalah

dokumen

dokumen

dokumen

buku

dokumen

AKQKA

mra|T

),oib

5,01I3

0.0lie

0.0

o,oi«

),oi4

0,2
f

0.011

O.OM

O.Oll

0,011

reLAKSAMA

Perisalah Legislatif Ahli
PfrtHTTIA

Perisalah Legislatif Ahli
PtTtntn^

Perisalah Legislatif Ahli

Perisalah Legislatif Ahli

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Le^slatlf

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda
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f. himpunan risalah rapat dokumen 0,018 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/PeriMlflh Legislatif

Ahli Muda

g- analisis himpunan risalah rapat dokumen 0,053 Perisalah Legislatif Ahli Madya

h. anotasi himpunan risalah rapat buku 0,053 Perisalah Legislatif Madya

Menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran
database risalah yang meliputi:

a. bnlnnan laporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertania/Perisaiah Legislatif

Ahli Muda

b. triwulan laporan 0,013 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

c. semester laporan 0,015 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

d. tahunan laporan 0,015 Perisalah Le^slatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

C. Publikaai e-Risalah Melakukan pengumpulan e-rlsalah yang akan
dipublikaaikan

laporan 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

MengiRventarisir e-risalah yang akan dipublikaaikan daitar inventarisir 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Menelaah dan meminta persetujiian e-risalah yang
akan dipublikaaikan

laporan persetujuan 0,010 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda
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Melakukan publikaai dalamjaringan
intranet/ internet:

a. risalah rapat sementara

b. risalah rapat resmi

risalah rapat yang sudah divalidasi

d. catatan rapat

laporan aingkat

himpunan risalah rapat

analisis himpunan risalah rapat

h. anotasi himpunan risalah rapat

Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikaai e-
risaiah dalamjaringan intranet/internet yang
meliputi:
a. bulanan

b. triwulan

semester

BATUAH HA8IL

ISBTIAPt

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

laporan

laporan

laporan

AlfGKA

KRBDTT

O.OID

0,0

0,0

0,010

o,op

0.010

0,030

0,0&0

0,011

0.<|30

0.( Q2

PELAKSANA

Perisalah Legjslatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Le^slatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli Madya

Perisalah Legislatif Ahli Madya

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda

Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah Legislatif

Ahli Muda
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d. tahunan laporan 0,022 Perisalah Legislatif Ahli
Pertama/Perisalah L^slatif

Ahli Muda

D, Pengkajian dan Pengembangan
Siatem

Melakukan kegiatan pengkajian sistem, yang
meliputi:

a. Sistem penyusiman risalah rapat naskah 0,445 Perisfdah Legislatif Ahli Madya

b. Sistem pembuatan validasi risalah naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya

c. Sistem pembuatan catatan rapat naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya

d. Sistem pembuatan laporan singkat naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya

e. Sistem pembuatan himpunan risalah rapat naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya

f. Sistem pembuatan analisis himpunan risalah naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya

g- Sistem pembuatan anotasi himpunan risalah naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya

Melakukan kegiatan pengembangan sistem penetapan

DenOTimhanran

1,046 Perisalah Legislatif Ahli Madya

VI. Pengembangan
Profesi

A. Pembviatan Kaiya Tulia/Kaiya
Ilmiah di bidang Risalah.

1. Kaiya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang risalah

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarVnn secara naaional

Buku 12,5 Semua Jenjang

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh
lembaga pengetahuan Indonesia (LII^)

Makalah 6 Semua Jenjang

2. Kaiya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang risalah yang tidak
dipublikasikan;

a. dalam bentuk buku Buku 8 Semua Jenjang

b. dalam bentuk makalah Makalah 4 Semua Jenjang

3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagsisan sendiri dalam bidang risalah
yang dipublikasikan
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a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara naaional

Buku 8 Semua Jenjang

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan Indonesia (LIPI)

Makalah 4 Semua Jei^)ang

4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang risalah
yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi
di perpustakaan instansi yang bersangkutan.

a. dalam bentuk buku Buku 7 Seroua Jenjang

b. dalam bentuk makalah Makalah 3.^ Semua Jenjang

5. Tulisan ilmiah populer di bidang risalah yang
disebarluaskan melalui media massa

Naskah 2 Semua Jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan atau ulasandalam pertemuan di bidang
risalah

Makalah 2.S Semua Jenjang

B. Menteijemahksn/menyadur
buku dan bahan lainnya di
Bidang Risalah

1. Teijemahan/ saduran di bidang risalah

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan

secara nasional

Buku 7 Semua Jenjang

b. dalam bentuk makaJah ilmiah tin^cat
nasional

Makalah

'1
Semua Jeitjang

2. Menetjemahkan/menyadur di bidang risalah

a. dalam bentuk buku Buku 7' Semua Jenjang

b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh
Instansi yang berwenang

Malrnlah 2.i Semua Jenjang

C. Membuat buku pedoman, 1. Membuat buku pedoman terkait bidang risalah Pedoman ei Semua Jenjang

ketentuan pelaksanaan, atau
ketentuan teknis tericait Risalah

2. Membuat ketentuan teknls terkait bidang risalah Juklak
•

Semua Jenjang

3. Membuat ketentuan pelaksanaan terkait bidang
risalah

Juknis 3 Semua Jenjang
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VII. Penunjang kegatan
Perisalah

A. pengajar atau pelatih pada
pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Bidang
Risalah

Mengajar/melatih di bidang risalah setiap 2 Jam
pelatihan

Laporan/Materi 0,4 Semua Jenjang

B. peran serta dalam seminar,
lokakaiya, atau konferensi
terkait Bidang Risalah

1. Mengikuti kegiatan
seminar/lokakaiya/konferensi tericait bidang
risalah,setiap kali, sebagai:

a. Pemrasaran Materi 3 Semua Jenjang

b. Moderator/ Pembahas / Narasumber Laporan 2 Semua Jenjang

c. Peserta Laporan 1 Semua Jenjang

2. Menpkuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah
atau delegasi dalam pertemuan oasional atau

a. Ketua Laporan 1,5 Semua Jenjang

b. Anggota Laporan 1 Semua Jenjang

C. keanggotaan dalam organisasi Menjadi anggota organisasi profesi Nasional:
profesi

1 Pengurus aktif Tahun 1 Semua Jenjang

2 Anggota aktif Tahun 0,75 Semua Jenjang

D. keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Kineija Jabatan
Pungsional Perisalah Legislatif

1 Ketua SK 1 Semua Jenjang

2 Anggota SK 0,75 Semua Jenjang

E. Memperoleh ptagam penghai^saan 1. Tanda jasa/kehormatan satyalancana kaiya
atau tanda jaaa/kehonnatan

a. 30 (tiga puluh) tahun Setiap pingMTi 3 Semua Jenjang

b. 20 (dua puluh) tahun Setiap piagam 2 Semua Jenjang

c. 10 (sepuluh) tahun Setiap piagam Semua Jenjang

2. Tanda penghargaan

a. Regional/ intemasional Setiap piagam 3 Semua Jenjang

b. Nasional Setiap piagam 2 Semua Jenjang

c. Lokal Setiap piagam I Semua Jenjang

F. Memperoleh gelar kesaijanaan
lainnya

Gelar kesaijanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidane tueas :

1 Saijana / Diploma IV Setiap ijazah 5 Semua Jenjang
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2 Pum-a Saijana (S2) Setiap ijarAh 10 Scmua Jei^ang

3 Doktor (S3) Setiap ijacah 15j Seznua Jei\jang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASl BIROKRASI REPUBUK INDONESIA.
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NBGARA

DAN REFORMASI BIROKRASl REPUBUK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

JUMLAH AlfGKA KREDIT KUHULATIF lOHIMAL

UimiK PBHQAROKATAR DAR KBRAIKAR JABATAR/PARGKAT
PBRI8ALAH LBOI8LATIP DBRGAR PERDmiKAR 8ARJARA (Sl| /DIPLOMA IV

RO UR8 VR PBRSBRTASB

JBRJARO JABATAR/GOLORGAR RUARO DAR ARGRA RRBDIT

AHUPBRTAMA AHLI MUDA AHLIMADTA

zn/« m/b m/c m/d IV/a IV/b IV/c

1 UNSUR UTAMA ;

A. PENDIDIKAN

1. Pendidikan

100 100 100 100 100 100 100

2. Diktat

B. PENYUSUNAN RISALAH

C. PENYUSUNAN DOKUMEN

KELENGKAPAN RISALAH RAPAT

D. PENYUSUNAN ANAUSIS DAN

ANOTASI HIMPUNAN RISALAH

E. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH

P. PENGEMBANGAN PROFESI

2 80% -

40 80 160 240 360 480

2 UNSUR PENUNJANG :

KEGIATAN YANG MENDUKUNG

PELAKSANAAN TUGAS PERISALAH
LEGISLATIF

i 20% 10 20 40 60 90 120

JUMLAH 100% 100 150 200 300 400 550 700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASl REPUBUK INDONESIA.

ttd

ASMAN ABNUR
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1 1 f

UH8UR

UNSUR UTAMA:

A. PENDIDIKAN

I. Pendidikan

2. Diktat

B. PENYUSUNAN RISALAH

C. PENYUSUNAN DOKUMEN

KELENGKAPAN RISALAH RAPAT

D. reNYUSUNAN ANALISIS DAN

ANOTASI HIMPUNAN RISALAH

E. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH

F. PENGEMBANGAN PROFESI

UNSUR PENUNJANG:

KEGIATAN YANG MENDUKUNG

PELAKSANAAN TUGAS PERISALAH

LEGISLATIF

JUMLAH

LAMPIRAN m

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REPORMASI BFROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISIATIF

JUMLAH ANOKA fCREDIT KDHULATIF MnfmAL

UlfTUR PBRQAMOKATAII DAN KEHAIKAM JABATAN/PAROKAT
PBRISALAH LEQI8LATIP DEHOAJT PBHDIDIKAHPAflCA SARJAHA (S3)

PBRSBNTASB AHUPBRTAMA

m/b

150

k80%

S 20%

100% 150

JBHJAHG JABATAH/QOLOHOAH RUAHQ DAN ANGKA MHCnrr
AHUlfUDA AHLIHADYA

m/e

150

40

10

200

m/d IV/a IV/b

150 150 150

120 200 320

30 SO 80

300 400 550

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUHUK INDONESIA.

ttd

ASMAN ABNUR

IV/e

150

440

110

700



LAMPmANIV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

JUMLAH AKOKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

DirrUK PBNOANOKATAN DAN KBNAIKAN JABATAN/PANOKAT

PBRISALAH LBOI8LATIF DBNOAN PBNDIDIKAH DOKTOR (S3)

NO UN8UR PUUBNTASB

JENJANQ JABATAN/GOLONGAN RUANO DAN ANOKA KREDIT

AHUMUDA AHLI MADYA

m/c m/d IV/a IV/b IV/c

1 UNSUR UTAMA :

A. PENDIDIKAN

1. Pendidikan

200 200 200 200 200

2. Diklat

B. PENYUSUNAN RISALAH

C. PENYUSUNAN DOKUMEN

KELENGKAPAN RISALAH RAPAT

D. PENYUSUNAN ANALISIS DAN ANOTASI
HIMPUNAN RISALAH

E. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH

F. PENGEMBANGAN PROFESI

2 80% -
80 160 280 400

2 UNSUR PENUNJANG :

KEGIATAN YANG MENDUKUNG

PELAKSANAAN TUGAS PERISALAH

LEGISLATIF

s 20% - 20 40 70 100

JUMLAH 100% 200 300 400 550 700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBUK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBUK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERISAlAH LEGISLATIF

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

NO
GOLONGAN

RUANG
UAZAH/STTB YANG SETINGKAT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

<1TAHUN 1TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH

1 Ill/a Saijana (Sl}/DipIoma IV 100 112 125 137 148

2 Ill/b
Saijana (Sl)/Diploma IV 150 162 174 1 186 197

Maj^ster (S2) 150 163 177 188 199

3 lU/c

Sarjana (Sl)/Diploma IV 200 224 247 271 294

Maltster (S2) 200 226 249 1 273 296

Doktor (S3) 200 228 251 275 298

4 ni/d

Sarjana (Sl)/Diploma IV 300 322 345 368 391

MaRister (S2) 300 325 347 1 370 393

Doktor (S3) 300 327 349 : 372 395

5 IV/a

Sarjana (SI)/Diploma IV 400 434 468 1 502 536

Magister (S2) 400 437 471 505 539

Doktor (S3) 400 440 474 508 542

6 IV/b

Sariana (Sl)/DipIoma IV 550 584 618 652 686

Magister (S2) 550 587 621 1 655 689

Doktor (S3) 550 590 624 658 692

7 IV/c Sarjana {Sl]/DipIoma IV s.d Doktor (S3) 700 700 700 ' 700 700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

' ttd

ASlJfAN ABNUR



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH

LEGISLATIF



SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PER.\TURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI

JABATAN FUNOSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk xnelaksanakan ketentuan Pasal 38
ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif perlu disusun Pedoman Penyusunan
Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
_ 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwalalan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

6. Peraturan Men ten Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Perisalah Legislatif (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1417);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan
oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas
pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat PL adalah PNS yang
diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.

5. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat
JFPL adalah jabatan yang mempunyai ruang Ungkup tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di
bidang risalah legislatif.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur
sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PL
dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

8. Jam Keija Efektif adalah jam keija yang secara nyata digunakan
untuk menyelesaikan pekeijaan dari kegiatan unsur utama.

9. Alat Kelengkapan Dewan/Majelis adalah unit keija dari struktur
organisasi kesekretariatan dewan/majelis yang menyelen^arakan
rapat-rapat.

10. Jumlah Rapat adalah banyaknya rapat yang diselenggarakan oleh
setiap Alat Kelengkapan Dewan/Majelis dalam 1 (satu) tahun.

11. Instansi Pembina JFPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

12. Pimpinan Instansi Pembina JFPL adalah Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedonxan dflTflm
penyusunan Formasi JFPL.

Pasal 3 r ~ —

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan JFPL
sesuai dengan beban keija yang dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian
jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangl^t.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini meliputi:
a. tata cara penyusunan, penghitungan dan penentuan Formasi JFPL;

dan

b. tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFPL.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN
FORMASI JFPL

Pasal 5

(1) Formasi JFPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan
dengan menghitung beban keija organisasi.

(2) Pengangkatan PNS dalam JFPL pada dasamya disebabkan
lowongnya Formasi jabatan tersebut sesuai jenjang jabatan.

(3) Lowongan Formasi JFPL tetjadi apabila ada :
a. perubahan struktur organisasi;
b. kebutuhan formasi jabatan;
c. pejabat PL pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia;

dan/atau
d. peningkatan volume beban keija.

Pasal 6
Penetapan kebutuhan PNS dalam JFPL dihitung berdasarkan beban kerja
yang ditentukan dari indikator antara lain:
a. jumlah Alat Kelengkapan Dewan/Majelis;
b. jumlah rapat;
c. jenis rapat; dan
d. volume waktu rapat.
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Pasal 7

Tata cara penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing
jenjang JFPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakj'at Republik Indonesia ini.

Pasal 8

Tabel penghitungan Formasi masing-masing jenjang JFPL sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 9

Contoh format penghitungan Formasi JFPL sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JFPL

Pasal 10

Tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFPL sebagai berikut:
a. setiap instansi pengusul menyusun Formasi JFPL.
b. PPK instansi pengusul mengajukan usulan Formasi JFPL kepada

menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara dan Pimpinan Instansi Pembina.

0. dalam hal pengajuan usul Formasi JFPL, PPK instansi pengusul
dapat melakukan konsultasi dengan Pimpinan Instansi Pembina
JFPL.

d. berdasarkan tembusan usul Formasi JFPL sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Pimpinan Instansi Pembina JFPL membuat surat
pertimbangan penetapan Formasi JFPL kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk penetapan Formasi JFPL
pada instansi pengusul.

e. Formasi JFPL ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
berdasarkan usul dari PPK instansi pengusul, setelah
memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan
Pimpinan Instansi Pembina JFPL.

f. menteri yang bertan^ung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi menetapkan Formasi JFPL yang
disampaikan kepada PPK instansi pengusul.
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g. PPK instansi pengusul setelah mendapat penetapan Formasi JFPL
sebagaimana dimaksud dalam humf f menyampaikan penetapan
Formasi JFPL antara lain kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;
3. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
4. Pihak yang berkepentingan. _

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rak>'at Republik
Indonesia ini raulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei2018

SEKRETARIS JENDERAL.

INDRAISKANDAR
NIP. 196611141997031001
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LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN FORMASI JFPL

Penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing jenjang PL
pada setiap Alat Kelengkapan Dewan/Majeiis di Instansi Pengusul
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menginventarisir seluruh kegiatan risalah legislatif yang terdiri dari
unsur, sub unsur, dan butir kegiatan masing-masing jenjang
jabatan PL, yang dapat dinilai dengan Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam kolom 2, 3, dan 4 Lampiran H yang menipakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderai Dewan
Perwakilan Rak>'at Republik Indonesia ini.

2. Menginventarisir nilai Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan
masing-masing jenjang jabatan, yang besaran Angka Kredit tersebut
telah sesuai standar Jam Keija Efektif yang diperlukan untuk
menyelesaikan setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam
kolom 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderai Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

3. Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 2,
ditetapkan setahun sebesar 1250 jam, berdasarkan jam kerja dinas
37 jam 30 menit daJam satu minggu dikurangi waktu luang.

4. Menghitung Konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan
berdasarkan standar Jam Ketja Efektif, perlu diketahui terlebih
dahulu besaran Angka Kredit Tambahan (AKT), untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dengan tahapan
sebagai berikut:

a. Menetapkan Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk setiap
Kenaikan Jabatan dan/atau Pangkat.

1) PL Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a
dengan Angka Kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi
Penata Muda Tingkat I golongan ruang lll/b harus
mempunyai Angka Kredit 150, sehingga diperlukan Angka
Kredit Tambahan (AKT) sebanyak 50;
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2) PL Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang
Ill/b dengan Angka Kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan

pangkat menjadi PL Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang III/c harus mempunyai Angka Kredit 200, sehingga
diperluksm Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak 50;

3) PL Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c dengan Angka
Kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tin^at
I golongan ruang ill/d harus -mempunyai Angka Kredit 300^
sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak
100;

4) PL Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang Ill/d
dengan Angka Kredit 300, untuk dapat naik jabatan dan
pangkat menjadi PL Madya, pangkat Pembina golongan ruang
IV/a harus mempunyai Angka Kredit 400, sehingga
diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak 100;

5) PL Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan
Angka Kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b harus mempunyai Angka Kredit
550, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 150;

6) PL Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
dengan Angka Kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c harus mempunyai
Angka Kredit 700, sehingga diperlukan Angka Kredit
Tambahan (AKT) sebanyak 150;

b. Menetapkan Konstanta (Kt).

Berdasarkan besaran Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka
dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang
jabatan yaitu dengan cara, An^ca Kredit Tambahan (AKT) untuk
setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat dibagi hasil
perkalian antara standar Jam Keija Efektif (1250 jam) dengan
masa keija dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai
berikut:

Kt = AKT: (1250 x 4)

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per
jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

AKT = Angka Kredit Tambahan untuk setiap kenaikan
jenjang jabatan dan/atau pangkat.
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1250 = Jumlah standar Jam Keija Efektif dalam 1
(satu) tahun.

4 = Jumlah tahun masa keija dalam pangkat
secara normal untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, yaitu 4 (empat) tahun.

Dengan demikian penghitungan Konstanta (Kt) untuk PL adalah
sebagai berikut:

1) Konstanta (Kt) PL Pertama, pangkat Penata Muda (Ill/a)
sampai dengan Penata Muda Tingkat I (Ill/b) = 50 ; (1250 x 4)
= 0,010; (terdapat pada kolom 6 pada Tabel 1 Lampiran II)

2) Konstanta (Kt) PL Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan
Penata Tingkat I (Ill/d) = 100 ; (1250 x 4) = 0,020; (terdapat
pada kolom 6 pada Tabel 2 Lampiran 11)

3) Konstanta (Kt) PL Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai
dengan Pembina Tingkat I (IV/b) = 150 : (1250 x 4) - 0,030.
(terdapat pada kolom 6 pada Tabel 3 Lampiran II)

5. Menghitung Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) adalah
dengan cara membagi Angka Kredit Butir kegiatan (AKB) dengan
Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
standar Jam Keija Efektif (terdapat pada kolom 7 pada Lampiran
II), atau dengan menggunakan formula sebagai berikut:

WPK = AKB : Kt

Keterangan:

WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan dalam 1
(satu) tahun;

AKB = Angka Kredit Butir kegiatan masing-masing dalam 1
(satu) tahun;

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan
berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

6. Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap
jenjang jabatan PL dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan
hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/
pengalaman dan penghitungan dari instansi. (terdapat pada kolom
8 pada Lampiran II)

7. Menghitung Waktu Penyelesaian Volume (WPV) masing-masing
kegiatan untuk setiap jenjang jabatan PL dengan cara mengalikan
Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) dengan volume (V)
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masing-masing butir kegiatan untxik setiap jenjang jabatan PL
(terdapat pada kolom 9 pada Lampiran II), atau dengan formula
sebagai berikut:

WPV = WPK X V

Keterangan:

WPV = Waktu Penyelesaian Volume masing-masmg "kegiatSff
dalam 1 (satu) tahun

WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir kegiatan dalam 1
(satu) tahun.

V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun,

8. Penentuan Formasi setiap Butir Kegiatan (PFK) (terdapat pada
kolom 10 pada Lampiran II) dengan formula sebagai berikut:

Formasi JFPL = JWPW : 1250

Keterangan:

Formasi = Jumiah PL masing-masing jenjang jabatan yang
JFPL diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di

bidang risalah pada Instansi Pusat dan/atau Instansi
Daerah.

7^VPV = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1
(satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Jumlah standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu)
tahun.

9. Penghitungan jumlah Formasi JFPL didasarkan atas penghitungan
Formasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JFPL
(Formasi JFPL) memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak
dapat ditetapkan Formasi untuk jabatan PL.

b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JFPL
(Formasi JFPL) memperoleh nilai dibelakang koma 0,50, atau
lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) Formasi untuk jabatan PL

Contoh :

Kegiatan risalah legislatif pada suatu Alat Kelengkapan
Dewan/Majelis dalam setahun adalah sebagai berikut:
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1) Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan pen3rusunan
risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah
rapat, serta pengerabangan sistem risalah rapat legislatif
dalam 1 (satu) tahun untuk jenjang Pertama adalah 2.454,87.
Maka Formasi JFPL untuk jenjang Pertama adalah :

Formasi ^ y WPV 2.454.87
X orang = = 1.96orang

1.250 1.250

s 2 orang (pembulatan ke atas)

Jadi jumlah Formasi JFPL untuk jenjang Pertama adalah 2
orang.

2) Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan penyusunan
risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah
rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah
rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif
dalam 1 (satu) tahun untuk jenjang Muda adalah 1.569,68.
Maka Formasi JFPL untuk jenjang Muda adalah :

Formasi _ y ^ypy 1.569.68
X orang = ® 1.25 orang

1.250 1.250

= 1 orang (pembulatan ke bawah)

Jadi jumlah Formasi JFPL untuk jenjang Muda adalah 1
orang.

SEKRETARIS JENDERAL,
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LAMPIjRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FOkMASI JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

TABELI

PENGHITDNGAN KORMASI JKPL PERTAMA

NO SU* IINSIIR
BirnR KRCIATAN <DfTF.NTIlKAN
BtttDASAKKAN IINSUR trTAMAl

AN(;ka
KRCUn'

(AKB)

KONSTANTA

(Kl)

aAin

WAKTU

rKNYf.lJ'MIAN
BimR

KRGUTAN

WPK)

AKBiKl

VOLdMr

K»^IATA
DALAM 1

(SAtTi)
TAIUtN "

(V)

"«i

>!

WAKTU

PKNVF.I.UAIAN
VOt.l)M»;

KtlGIATAN

(WF>)

WPKiV

fRNrNTllAN
JIIMIAM

K>RMASI

(fnrauil
jm.)

j:wrY
l.tvi

1 3 4 s « 7 B « 10

1. rtnyusonan Risalah
Rapel

A. PcnyiBunnn Rinlah
Sementara

Mcngooniinastksn Iwgiaian pcn>-usiinBn
risalah nipai semnttafS 04)07 0.010 0.7ft ft 0,000 0.000

Meliikukan mvcnUruuBt hasii Irwiskrip.
kclengkapan dan hthan rnpnt unftik
penvusunan risaith scmcniara

aooR 0411ft OJO e ft,000 e4NX»

Mcmeriksa liasil invcntiirisasi hobsn rapal
iintuk pcnyiKunan riMlah rapal scmwilani 0.009 0.01B e.9ft ft

1

0.000 04X10

Mengolah htsil intnxkrip tncn^t risnloh rapat
setncntura yang berbahksa Indonesia
berdasarkan.

a
juinlah hul.-iman risalah nqni puling
kuninK SOhalanun

&028 aolo 2jn 0 9M0 04)00

b.
jumlah halaintin risaLthrapal 51 tampai
denean lOOhAtaraan 0439 0.010 3.90 ft 04N» 04KI0

t.
iumlnh halaman rvaiah rapal 101
sampoi dengati 1$n hulainan

A.04I OOIO 4.M 0 0,000 0.000
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NO tlNSUR fiimtmsiiR
BITIR KKtJIATAN J1)l TTJ«TliKAN
BEROASARKAN t'NSl'K UTAMA)

ANRKA

KREorr

(AKR)
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(Kt)

iLOin

WAKTtI

rKNYill.F.SAIAN

BlTiR

KEGIATAN

(WPK)

AKB: K<

VlH.tiMK

Kt'XaATAM

DALAM 1

(SATI'>
TAItUN •

(V)

WAKTl!

Pr.NVRLKSAIAN

VOI-I'MK
ki;gi.m'an

(WPV)

wrKkV

PF-NENn^AN

JKMLAIi

n)RMASi

(ForniaM
JFPI.)

V *vrY
1.25(1

1 2 3 4 <1 c 7 B 9 i»

d
juinlah halantaii riMlah rapai 151
smii|wi dengnn 200 hnlnmtm

0.098 0.010 5.00 0 0^ 0,000

e
jirmlah lialamanrisai^i rapal dwUis 200
lifllnnian

0.06S 0JI10 6J0 0 04)00 0.000

Men

seme

gnlah hasil Iniiuknp menjadi risalah ropat
niara>'ung liertu^a^a ssing hcrdasarkan .

a.
Jiimlali In^man risalah rapal paling
kurans 50 halantaii

aoM &OIO J.60 § aooo 0,000

l>.
jumlah haluman ri.salal) rapal SI sampai
(icngon 100 lialaman

0.046 n.eio 4M 0 fMMO aooo

c.
jumlah halaman ri%alali rupat 101
satnpai dcngon I50lminmati

a056 0.010 5.W 0 aooo 0^000

d.
Jumlali halaman risalah rapat 151
liampaidcngan 2(H> liatamsii

a067 o.oin 6.70 0 0^ 0.000

0,0(M)
e.

jumlah halaman risalah rapal dtaiiK 200 a078 0.010 7JTO 0 0^

Men

seme

(olaii hasil trunskrip menjadi nsalali tapsi
ntara yang hcrbaltasa ^ae^ berUasarkan .

a.
jumlah halaman risalah rapal iwiing

0.027 0.010 2.70 0 njxm 04MI0

b.
jumlah lialaman rnalah nipal 51 sampai
doiKnn lOOhutaman

0.0» 0.010 3M 0 0.900 0,000

c.
jumlah halaman risalah rapnt 101
sainiial dcngan 150 halanim

O.UM R.0I0 4M 0 O.OUO 0,000

d.
jimiloh haluman risulcih rapal 151
sampai dcn^ 200 halaman

0.0S5 o.oio 0 0,000 ejmo

e.
jumlah haiaman risalah rapaldiatos200 0M7 aoio 6.70 e OflOO ojxn

Men

s«nK

diko

claah dan nicnwrahkan risalah raprt
ntara kquda pcnycloiggara rapal laituk
-cksi

0.017 0.010 1.70 0 0,000 0,000
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JfPLj

y\vpY
l.»n

1 2 y 4 5 6 T n 9 10

». hHiibualan

DauUiasc Kisalnli

Mentiiaoh kumpulan dokumen softcnp^- c-
hsali^

0.<II4 0.010 1.40 0 (tjm 0.000

McnginvcnUrisir dokuincn softcopy c-risa'ah <1.014 n.oiR 1.40 0 0.000 0.000

Memhuai sistein diilahasc inrorina«i rtsalnh A.200 n.oio 20.00 ft (kooo 0,000

Mclakukan pcmasukan c-risalah kc djilam
claubosc SIstem Inronnnst Risnlah.

a. ri»lah rapai M.-ini*niara 0.011 V.fliO I.IO 0 oooo IUN»

h risniah rafKit icsmi O.OII

O.Otl

OJ)IO 1.10 0 n.uoo 0.000

c risftlnh mpftt yang stidah ctivnltdasi 0.010 I.IO 0 0,000 0.000

d. Catalan rapat 0.0M 0.010 I.IO 0 0.000 0,000

c. iaporan sing,kat 0.011 0.010 I.IO 0 0,000 0.000
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0.010 aolo 1.00 0 (VOOO 0.000

Men^Rvcntonsir c-risalah yang akan
0.010 aoift 1.00 9 0.060 0,000

Menelsoh dan mcminla pcnetujinn e-nsaWi
yangakan dipiiMtkastkon

0.010 0.010 iM 0 OMR 0,000

Mclakukan publtkasi dalom Jaringan

a risalah rapal semcntara 0.010 0.010 1.00 0 0^ 0,000

b. fisalah rapal re5mi 0.010 0.010 1.00 0 0,000 0,000
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ANCKA

KU»n-

(AKB>

KONSTAWTA

(Kl)

V.OIO

WAKTti

PRNVF.l,>:SAiAS
BlITIR

KKr;iATAN

«WPK)

AKB2KI

voi.l'ME

KEGIATAN
DAI.AM (

(SATIt)
TAiim*)

(V)

WAKTli

PRNV|-.I.KiiAiAN

VOi.»ME

KCCiATAN

(wrx)

WPKiV

rtMKNIT^AN
JIfMMII

FORMASI

(Kormiii
JFM.)

^ WPV

I 3 4 S A 7 R 9 in

V. nsalah npai yong suiah divslktati 0.010 MIO IM 0.000 0.000

d. camun nipAl 0.010 0.010 1.00 0 ^ 0.000 0.000

c. laporan singMt 0.010 OJ)iO i.oo 0 OiKIV 0.000

r. himpinun nsalah rapM OHIO 0.010 1.00 0 0.000 0.00U

i2sli-.§

yiisim tsponinpelaksdtuHn iugM(Mrtikui

iu(i:

a. bulanm O.Oti 04>I0 1.10 n 0.000 0.000

b Iriwulan 0.010 0.010 1.00 "» ( 0.000 0.000

c. semster 0.023 0.010 2^0 0 0.000 0^

d. tahiman 0.022 0.010 2J0 0 0^ 0.000

0^

v>vpv

1.2.VI

wm
I.2S0

0

••inilHtUtaH
OPeriMUh
URbiiilf
Pcrtaait

KETERANGAN :

*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan rcaiitas kegiatan yan^ dilaksanakan.



TABEL 2

PENGIliTUNGAN FORMASI JFPL MUDA

NO Mie IINtHtR
BilTIH KIU;iArAN (DITKNTUKAN
8ERDASAKKAN l^KSl^K I'TAMA)

ANGKA

KRFDIT

(AK8)

KONSTANTA

(Kt)

0.020

WAKTl'

pi:mvi:l£saun

msTIR

kkgiatan

(WPK)

AKB:Kt

VOI.IiMF.

KKCIATAN

DAtAMI

(SATII)
lAIU'N*

«V)

WAKTi:

PCNVCLESAIAN

voi.iiMr.
KRiiATAN

(WPV)

WPK t V

FF.NKNTUAK

FOKMAKI

(Nnnairi
iFPU

"i- WPV

uw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I'cnyiiMinan RhMlah
Kapal

A. Vaiidasi Risalah

Rapat
Mun:n<.-a»akoti {lenibialuii vulkbisi risoiah
rapot

U.D2I (1.020 1.05 0 0.000 o.otio

MctneriksB kclai^aimn vaiidasi risuluh ra{iat U.03i O.OM 1.55 0 0.000 0,000

Mclakukan va!ida.sihsnlah rapol 0.034 0.020 1.70 0 0,000 0,000

Mcnclaah dan menyerahkan nsalah rapal yai%
suilah divalidasi kcpada
|)cngginia/i>cnyclc«g£ani rnfxitunluk
mendapatkanpcnRcsnlun

0.023 a020 I.IA 0 0^ 0.000

Mcmbual klasiflkosi sedcHiana vaiidasi risatah
rapal berdasarkan

a. risalah rapal scmcnIatB 0.023 0.020 1.15 0 0000 0^

b risalah rajwi rosini 0.022 0.020 1.10 0 oooo 04>00

Merr

rapa

bual klasillkasi Mrdcrhatu vaiidasi rimloh
hcrdasarfcan pokok ponhahasaii

0.022 0.020 i.to 0 0^ 0,000

Mcnyusiin Ic^mraii pclaksunnun uigasvjlidajii
nsoiali rapul vane melimili:

a hiilftnon 0.026 0.020 IJO 0 0^ 0,000

b Iriwulan 0.027 ao2u U5 0 0,000 0,000

t. SOIIKSIO^ 0.030 ao2o 1.50 0 0,000 0,000

d. lahuiuin 0.030 ao2o t-W 0 0^ oooo

n Pcnyusuimn
IXikumcn

A. PntyiisiBKm Cattun
Ropat

Mcnytisun Catalan rajxu Iwiniiisa btdonvsia
bcrdflsarkan lamanya wakhi rupal

Kclcngkapon
RisfllfihRapat a. kurangdan 1 tam 0.037 0.020 1.85 0 0,000 04M0

b. 1 sampfti kiimngdari 2 jam 0.057 0.020 2.8S 0 0,000 0.000

c. 2 sanifKiikiitmig iluri 3 jam o.wm U.02U 4.00 0 0,000 0.000

d 3 sanipai kiirang dnri 4 Jmn O.OW 0.030 4.70 0 0.000 0,000



<o
K>

T ^ r r^' 'VTt

NO

!

UN»tiR SUB UNSim
MTIIR K»X:UTAN (mTKM-fXIKAN

BERDASARKAN |iNS1<n UTAMA)

ANC1CA

KRUm'

(AKBI

KCmSTANTA

(KO

0.020

WAKTIt

PKN>T.I.RiAIAN
BItTtR

KEVIATAN

(WTKJ

AKBiKl

VOUiMR

KEfilATAf'

IiAIjVM I
(SA11I)

TAIIIW

(n

WAK'nt

PRNVCI.KSAIAN
vrM.IIMK

KiX:iATAN

WPK ( V

PF.H»Uyn!AN

JUMIAIi

FORMA.SC

(FaniMi
JFPI.)

»T>-
1J.S0

1 2 3 •1 5 6 7 s 9 10

e 4 &ampQi kunuig (Jufi5 jsm 0.119 0.020 5.95 0 0.000 0.00(1

r. 5 jam kbili Q.I40 0.020 7.00 0 0.000 0.000

Menyusiin catatari repot hertvihasaasmg
heniasarkaii lanMtn>-a wakfti rapal;

a. kurangdon 1 Hint aoso OJI20 2_W 0 0.000 0.000

b 1 «impei kuraiigdari 2 jam 0.OT5 0.020 3.75 0 UJWO 0^

c. 2 smnpui kuratig dori 3 jam ao9o 0.020 4.50 0 04HW 0,000

d. 3 umpai kurnng dun 4 jam 0.110 0.020 5.S0 0 0.000 0.000
1

c. 4 sampni kuinns dori S jam ai30 00^ 6-W 0 0.000 o.o(m

r S juin k'bih aiM 0.020 7..50 0 OJMW 0.000

Menyusun catatun rapoi bcrbahau daerah
heidosarkan lniiian>^ wakiu nipal:

a. kurangdari ! |am 0.0» 0.020 165 0 0,000 0.000

h. 1 sampai kuranE dori 2 jam oow 0.020 4.00 0 0JM10 OJKKI

c. 2 sampai kuran^ dari 3 jam 0.109 0.020 5.45 0 0.000 0,000

il. 3 satnpai kumng dari 4 jam 0.123 0.020 «.I5 0 o,ono 0,0IW

C- 4 sampai kurnng dari 5 jam 0.143 0.02U 7.15 0 OJMM 0.000

r. 5 jam Icbih 0.I43 0.020 &IS
»

OJMO 0/KKI

Mk'nytemin laporaii pebtksanaan tt^as
pemhiiaion cntfllon rapnt ^nngmcliptil:

a bulatum B.0r7 0.020 IJ5 0 0.000 0,000

b. triu-utan a027 0.020 U5 0 0.000 0,000

c semester 0.034 0.020 1.70 0 0.000 0,000

1 J. lahunan i 0.0)5 0.020 1.75 0 0,00(1 04Km



u>

Nt» t'NSHIt Sim UNSIIR
BirriR KWilATAN (OHTNTIfKAN
BrRDASARKAN tlNSCR DTAMA)

ANCKA

KREnrr

(AKR)

KONSTANTA

(Kl)

ao2o

WAKTIi

PENVKLRKAIAN

KtHIR

KRnUTAN

(>»TK>

AKtt : Kl

VOM>MK

KKGIATAN

RAMM 1

(SATIl)
TAIMIN*

(V)

WAKI'U

pr,NYi:i.F.SAiAr«

VOI.UMK

KEGIATAN

(wrv)

WI**V

FFAFNTirAN

Jl!MI.Aif

FORMASI

(Formul
jvn.)

rwi'v

I.IMI

1 2 3 4 $ c 7 n 9 10

B. Penyusunan lj|toran
SinskM

McnyiLsun liiftoransin^kai Ivrbaliasa
Indonvsiu, bcninsarkan hnnunya wuktu t[i(>nt:

0 iiurangdari 1 jam n.018 0.020 0.90 0 (koon 0.000

Iv 1 .utnpai kurang dnri 2 jum A.OJJ 0.020 i.A.5 0 0.000 0.000

c. 2 Mtmpuikuraiig dsri J jain A.OSIt 0.020 2.90 e 0.000 0,000

d ^ sotnpai kufaiig dari 4 jam 0.073 0.02U 3.61; 0 0.000 fl.OOO

i: 4 sumpni kuning dati 5 jam 0.102 0.020 MO 0 0.000 0.000

f 5 |am Icbih 0.1 IS ao2o S.90 0 0.000 Q.(Nm

Mcir

bcrili

^usim laporan singkal hertaltau umg.
isarkan bmanya wakni rapat;

a. kurangdari 1 jam 0.U33 0.020 0 0^ 0.000

b 1 sampni kurang daii 2 jam 0.US5 0.020 2.75 0 0.000 0.000

c. 2 sttinpat kiinuig dari 3 jam n.070 0.020 3.50 0 0.000 0.000

d 3 sampai kuranp,tiari Ajam aioo 0.020 5.00 0 0.000 0.000

c. 4 sompoi kurang dan 5 jam H.I20 0.020 6.00 0 oooo fl.OOO

1.

Men

benii

5 jum Icbih 0.144 0.020 7J0 0 aooo 0,000

(wun laporansntgkal berbaliasaUacnih.
tsarkan tainanya waktu nipat

n. kuraiig dari 1jam 0.040 0.020 2.00 0 0^ e,uoa

b 1 sampai kurang dari 2 jam aoffi 0.020 2.90 0 0.000 aooo

c. 2 sampai kurang dori 3 jam 0.070 a020 3.50 0 0.000 0.0U0

cl 3 sampai kurang dari 4 jam IM»S 0.020 4.75 n 0,000 0^

c, 4 sampai kurang dari 5 jam 0.t15 ao2o 5.75 0 OOKM fl.000

f. 5 jam Ichih 0.14S ojno 7>fO 0 04KI0 (MWO

Men

pem

ytium laporznpcluksainiai) tuga
niatait laporansin^^at ynngmcliputi;



NO UNStlH StiBIINSUR
BCTtR KECUIAN (Drn:NTI<KAN
BI'.KDASAKKAN ttNSKR DTAMA)

ANUKA
KRF.OIT

(AKB)

KONiCTANTA

<Ki)

0.020

WAKTU

iiUTiR

Kr.CIATAN

(WPK)

AKB:K«

VOLIlMr.

KI'.tilAlAN

nAlAfkl 1

(SATI')
TAUl'N *

(V)

WAKTI!

P»;NVT.ti:.SAUN

\'OU<MK
KCCIIATAN

(WP\T

WPK 1 V

PRNKN'niAN
J(<MI.AM

rtlRMASt

(Formiiti
jrrL)

r ^vpv
IJ50

1 2 i 4 5 6 7 9 •J in

a. bulaiitm 0.026 0.020 IJO 0 0^ 0.000

b. Iriwulan 0.026 0.020 IJfl 0 0^ 0.000

c. setneslcr ao» 0.030 1.99 0 O.UOO 0.000

d tahiinun 0.0JS 0.020 1.M 0 0.000 0,000

C Penyusutuin
Himpmun fUsulah
Rapel

McrcnconaUn penyusunan huku htmpMnan
risulah Ualam sulii pukok pembahasan n.095 an20 4.7S 0 0.000 0,000

Mcngclompokkun risalirfi lupiii Rcsmi kc
dalam saiii pokok pcmlwhoMn

aow 0.020 4J0 0 OJXN) 0.000

Menyubun daflsr unit risalnh mpai rc.<Dni dari
kelninpok risolah ispal beidasarian waktu
kcgwlan

oou 0.020 l.«9 0 0.000 0.000

Muny-usunhuku hiinpunaii riaalnh npnl (kOVt 0.020 4.90 0 ojloe 0,000

Meir

piiTri
rni'lt

^-usunlaporsn pelaksanuan tugos
waUinhimpunan risalali rapal >'auK
Mill:

n. bulanan 0.025 0.020 IJ5 0 ^ 0.000 ejMO

b. iriwulwi ao2S 0.D30 1.25 0 0.000 0,000

c sancstcr 0.0J5 0.020 1.75 0 1 0.000 0,000

d. tohunan 0.034 0^20 1.70 0 0,000 04N»

III Pengcfnbangan
Sistcni flisialoh

A PcmbiHitin iJalalvBC

RImMi
Mclakukan penusukim c-risalah kc dabm
dni^>ine Sisicm Inrcirmasi Risulah;

a risalah rapa( scinciitani aoii ao3o 0.5S 0 0.000 0,000

\y lisalah nipei rcsmi aoii <MI20 O.A.'i 0.000 0,000

c risalah n^w(yang stidnhdivalk^i 0.011 0.020 0.t5 0 0,000 0.000

d Miatan rtpnt o.nn 0.020 0.55 0 fljmo 0.000

c. laporan sm^at U.OII 0.820 0i« 0 n.000 <i.O(H)

r htnipiauti risalxli rapal i avis 0.020 0.9U 0 1 0,000 0,000



vo

NO UNSim SUB UNIiUK
ni'TIR KE(;UTAN (DrrrNTIIKAN
BKRI>ASANKAN UNSUR IITAMA)

ANCKA

KHrniT

(AKB)

KWSTANTA

(Kl)

0.(»0

WAKTl!
rt;Nvei,»:sAiAN

miTiH

KRCIATAr*

(WTK)

AKB : Ki

VOI.UMK

KKGIATAN

DA1.AM 1
(SAT1I)

TAHUN*

m

WAKTtr

P»i<(YKI.»»AIAN

^•Ol.tiMF.

KEGIATAN

»wr\i

WPK « V

M:M^niAN

Jl MMM
POKMA.'SI

(FomiHi
jFri.)

wrv

1.250

1 2 3 4 5 6 7 8 «» fO

Mciiyusun laporaii pciaLsnnaanlugas
pcmuktahtrnn dataNiK risaloh)'!ing mcltpuii'.

a biitnnaii 0^13 0.020 0i» 0 0^ IIJMHI

h. iriwuliin o.niJ 0.020 0.«5 0 0.000 0,000

c. semester 0.015 ao2o 0.75 0 0.000 0.000

a. tahuiKtn O.OIS 0.020 0.75 0 0,000 0,000

B. Pubtikosi c-RisaliUi Mclakukaii pungumpulan c-risulah akaii
dipiiblikiuikan

O.UlO 0.020 0.50 0 ojm QJKW

MenKiiivenlarb>fT«-ri»alah yongakuii
dipuhlikasiknn

o.um 0.020 0J50 0 o.oor> 0.000

MciK-laah dun mcininta pcnctitiunn e-hMlah
yang akan dlpuMfkasikan

n.oin n.020 0.50 0 0,IKI0 0.000

Mclnkukon pubiikaMdalam jaringan
iiiiTuncl/iiitcmct.

R. risalflh Tupa(scinentura O.OIU n.020 0.50 0 0,000 OJWO

b. risalah mpal rcsini 0.010 0.020 n.50 0 0.000 0.000

c. risalalirapulyang sudahdivaltdasi 0.010 U.020 0.50 0 0,000 0,000

d. catatttn rapat O.fllO ao2o 0.50 0 0.000 0.000

e. iapman singkai o.nio 0.020 a50 0 0.000 0.000

r. hinipunaii risalsh rapat o.oto 0.020 0..^ 0 0.000 0.000

Menyiaun laporan pcleksanaan fugas puUikasi
cHisalah dalani jannean intrenet/inumd yang
niclipuli:

a. bulajtan 0.011 0.0M Oj;5 0 aooo 0.000

triwulan 0.010 0.020 0.50 0 0.000 OJNIO

c scmcsicr 0.022 0.020 f.lO 0 0.000 0.000



NO ItNStfN S(1B ItNSltN
BUm KRGIATAN<nrrTN'nrKAN
BFJtDASAKKAN (INSUR IITAMA)

ANGKA

KBEDIT

lAKB)

KONSI'ANTA

(Ktl

0.920

WAKTll
nNYPXFXAM.N

Bl'TIH

KKGUTAN

(wrK)

AKB;Kt

voi.iiMr.

K»X.iA1'AN

DAMM 1

(sahi) I
TAIIt-'N •

rv} i

WAKTV

P»:NVr.l.».K.MAN
VOIJIMK

KKCtATAN

(WP^»

WPK > V

PKNF.Nn<AN
JUMI,AII

FimMASI

(Faniiati

jrw.}

5.\vp>'
IJMI

1 2 J 4 5 « 7 » 9 10

d. tehuiMn 0.022 0020 1.10 0 (MKn o,om

(umo

v^m-

1JM

•MW
U50

Cl

fimbBhilan
0 Prrhaiati
{.iTEllhiltf

Muda

KETERANGAN :

*) Volume kegiatBn dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan rcaiitas kegiatan yan^ dilaksanakan.



TABEL J

PENGHITUNGAN FORMASI JFPL MADYA

N<) tiNSl^R SI>U tiNMiR
BUTIR KE(;iATAN (DITKN H'KAN
RKRIIASAHKAN llNSlJt U'i'AMA)

ANGKA

KRRorr

(AK8)

KONSTANTA

(Kl)

<Ut30

WAKttl
PRNVEI-ESAIAN

BI'IIR

K»X:iATAN

(»PKJ

AKB:Kl

KMilATAN

DAtAM 1

(SATIM
TAIIUN*

Ol

WAKni

PKNVRI.F.SAIAN

voirMc
KCUUTAN

\VPK*V

ri;Nt2«iTtiAN

FORMASI

(famaii

JFM.)

^wrv

1 2 S 4 S * 7 1 9 in

'
Pcnyusimoji Rhwlah
Kapat

A
OlenUrtkasi Rbnliih

RapM
Mclaksanakan memifikaiii risalah rapat 0.052 0.«30 1.73 0 0,000 0,000

Mclaksanakon olcniirikasi rbalah lapol per
pokok baiiasun 0.0S2 a<uo 1.73 n 0,000 0,000

II. I'cnyustinnn
r>()kumcii

Kclcngkopan
Risalah Rap«t

A
pHtyusonan Caiatan
Rai^

Menvusun laialw) rapnt heihalviM ImkMKsio
licrdasarkan lamanya Vi-aktu ropac

a. kitruiigdari 1 mm 0.037 0.030 1.23 0 0,000 0.000

b. 1 sampai kiiraitgdari 2 jam 0.057 0.0M 1.90 0 0.000 04)00

c 2 sampai kuiang dari 3 jam 0.0S0 0.0J0 7.61 n ojaoa OJWO

d. 3 sampai kiinrng dari 4 jam 0.094 0.030 3.13 0 0,000 OJMW

e

f.

4 sampai kiiraiig.dari 5 jam 0.119 0.030 3.97 « 0,000 0^

S jam lebih 0.140 0.030 4ii7 0 0,000 O.0OO

Men

bcrdf

yustm u8(atnn lapHt herbaltasa asing
»iirkai« lamanya waktu rapnt:

a ktiraiigdnri 1 jam o.ose 0.030 1.67 0 OJMO 0,000

h. 1 sampai ktiraiigdari 2 jam 0.075 0.030 X50 0 0,000 04M)0

c.

d

2 sampai kurang dari 3 jatn 0J)90 o.ejo 3.00 Q 0.0U0 0.000

i sampai kiirang dari 4 jam 0.110 a«30 3.67 0 ttJMO 0^

e. 4 sampai kiirang dari 5 jam O.IM 0.030 4.33 n OJMO 04)00

(. S.jum lobilt O.ISO R.030 X.00 n 0,000 0.000

Men

hadi

^isurt caiatan rapat bcrhaliasa doerah
isarkan lamuiiya waktu rapai:



so
oo

NO imnvR Sl>B(lN6|lS
Riniil KMilATAN (DIITN I IIKAN
OrJtOASARKAN llTAMAi

ANCKA

KREorr

(AKR)

KONSTANTA

(Kt)

ojua

WAKTJI

PKNYRI.ESAUN
0I)11R

KCCUTAN

(WPK)

AKHiKt

VOI.IiMe

KftGIATAN
DAMM 1

(SATUl
TAIKIN '

•V)

WAKm

" PE.NYKL.F5AIAN
VOLl'ME

KEGIATAN

OVpvj

wrK « V

l'»:«KNTrAN

JUMIAK

rORMASI

{F'nrmiisi
JKri-)

-^y/ry
1

i t 3 4 5 « 7 > 9 l()

a. kwanji doii Tjam 0.AS3 ft.U30 1.77 0 0.000 (klMMl

b 1$ampaikurangdari 2 jam OJWO O.UJO 2.67 0 0,000 0,000

c 2 sumpni kuning dart 3 jam 0.109 0.0J0 3M 0 0^ 0,000

d 3 sampni kursne dan 4 jam 0.I2J n.»io 4.10
«

0400 OJNM

c. 4 sampai kunin^ dari 5 jam U.I4J 0.030 4.77 0 0^ 0.000

r 5 jam Icbih airj 0.030 5.43 0 0.000 0.000

Mcnyusun laporan pclaksanaan lui^i
pemhuBtan CRUtton rapat yonB mcliputi:

a. hulanan 0.027 0.030 0.90 0 0.000 0,000

l>. iriwutan 0^2? aojo ave 0 0^ 0.000

c actncsier 0.634 <1030 1.13 0 0^ IMNW

d. tahunan O.UJ.t 0.R30 1.17 0 0.000 0.000

B.
PcnyiHunan I^poran
Sinsksi

Mcnyunin luponui singkal bcrbaitasa
Indmcsia, hndasartJin lumanya mktufrapnc

a kurangdari 1jani ' OJ>IN 0.030 0.60 Q 0.000 Q,o(m

b. 1 sampai kunrngdan 2 jam | 0.03J a«30 I.IO 0 ; fl.000 0,000

c. 2sampai kunmg dori .'̂ .tam | &058 04130 1.93 0 0.000 0.000 .

d. 3 sampai kuntng dari 4 jam 0.07J 0.030 2.43 0 0,000 0.00O

e 4sumpoi kumngdari 5jam ' 0.t02 U.AJt) 3.40 0 0,000 aooo

(. 5 jam lebih U.MS 0.030 3.W 0 0,000 0.00tl

Mcn>-usuii taporan singkot berbuhasa oaing.
hcrdaxarkiin lamanya waklu rapol.

a. kurang liari 1 jam 0.033 0.030 I.IO 0 oooo 0.000

h. 1sampai kurang dari 2jam ' 0.055 0.030 ija 0 ^ 0,000 0,000



so
NO

N«> I'NMIR |iN.S(tR
BirriR KKCtATAN rt>ITENTIIKAN
BKKItASAUKAN HNSilR t>'IAMA)

ANGKA

KRKDir

(AKB)

KONSTANTA

(Kl)

luun

WAklli

PENVKIJ-.SAIAN

BiiriR

KKO'IATAN

fWPK)

AKD;Kl

von M».

kFX;iATAN
UAI.AM 1

(SATlii
TAIH,IN •

(V)

WAKTU
ENVn.HSAIAN

VOI.IlItlF.

KF.UIATAK

(WPVJ

wfK X y

pr.NKNn'A\

^'MRMAKI

(F«rnia«i

jrn.j

V^pv
IJ.*0

t 2 S 4 5 ft 7 8 10

C. 2 sain^iai kuiuiig dari 3 jam 0.U70 0.030 2J3 0 0.000 o.(mo

d 3 sampai kiiroiigdan 4 jam aim 0.030 3J3 0 H.01I0 0.000

c. 4 satiipai kiitnn^ dnri 5 lam 0.120 o.aw 4.00 0 0.000 0.000

f 5 jam Icbih 0.144 0.030 4.80 0 0.000 0,0011

Men

berd

trusun lapi>ran singkalhcrbahasadacruli.
isarknn lamaoya waktu rapntr

a.

b.

kurang daii 1 join 0.040 0.030 tJ3 0 0.000 0.000

0.0001.sam}4ikiiomgtiari 2 jam 0.0511 0.030 1.93 0 0.000

c. 2 sampoi kiiruitgdari 3 jam 0.070 ao3o 2J3 0 0.000 0.000

d 3 sampai kurang dati 4 jam 0.099 0.030 3.17 0 o.noo 0.(H)0

e. 4 sampiii kiiranRitari 5 jam 0.11.^ 0.030 3.83 0 (1.000 0.000

f 5 jam Icbih U.I48 0.030 4.93 0 0.000 0.000

Men

pm
yusun laporan pelaksunaan lugas
-Kiauin laporaiisingkalyang mcliputi

a biilflnaii 0.026 aQ30 0.S7 0 0.000 0,000

h Iriwulan 0.026 (um 0JI7 0 0.000 0.000

c. semester a039 0.030 IJO 0 ojaoD 0^

d. latiunaii 0.038 0.030 »J7 0 OJMO 0,000

c PenyusuriHi
Himpunai) Risalah
Kapat

If

sncanakan pcnyuninanbuku hiinpuiisn
ih dalain satu pok(ri:ponbahasan 0J)95 0.030 3.17 0 04)00 0.000

Mcngubtnpokkoii tisulali rapat l^csmi kc
dalamsatu pokok pcmtialtas^ui

0.096 0.030 .\20 0 0^ 0.000

Mcnyiisim dallar unit risahili meat icsmidari
kclompc^ risakh nipatbcrdnsai^anwaklu
kcgiaian

a03J 0.030 t.lO 0 OJMO 0.000

MenyusunInikuhimpunan nsalah nipai 0.098 0.030 3J7 0 ajwo 9,000



NO ItNStlll M)B UNSim
BirriH KK(;iATAN (UITKM'I-KAN
Bi':KDA.SARKAN UNSUK I'TAMA)

ANCKA

KRROfT

(AKB)

KONSTTANTA

(K«)

OJIM

WAK11I

pI';nvri.I':saian
BliTIR

KKGtATAN

nvMC)

AKBsKl

VOI.VtMK

KF.(;tATAK

DAMM i

(RATV)
TAIHIN*

(V)

WAKTU

reNYr.i,E.^\UN
VOMiMK

KEGIATAN

(WPVJ

WPK*V

MSNKNlliAN

J|tMi.Atl

fORMASI

(VArmaxi
Jfl'l.)

>WPV

1 2 3 4 X « T 8 « 10

Men

pern

mcli

yvsunla|>oran pclakstmaan Uigas
Hiatanhimpiman risaiah rapat >iu%
puli:

a. bulanan 0.025 0.030 0J3 0 0.000 0,000

b. iriwulan 0.025 0.030 083 0 0.000 0.000

c. semester 0.035 0.030 1.17 0 ojmo 0.000

(I. tahunan o.aM 0.030 1.13 0 0^ 0,000

III. l^nyimDwn
AnalisK dan

Anotasi Himpunan
Rtsulali Rapat

A Penyustnm Analisb
Himpunan Risaiah
Rupal

Mcfcncanakan pembuHar analisB himpunan
risaiah raptrt 0.145 00130 4JU 0 0,000 fl.000

Mcn^nalanalisia himpunan risnlah rapot 0.476 0.030 I5.S7 0 0^ 0,000

Mcnyusun lapoian pdaksanaan Uigas
pembuotsn himptman rtsfdah rapM y»ig
mclirwli:

a. hulanan 0.0M a030 tJl 0 0.000 OvOOO

b. iriwvlan 0.038 e.030 IJ7 0 0^ 0,0U0

c sonciMer OJMO 0.030 1.77 0 ojm 0^

d lahunan 0.0S3 A.030 1.77 0 9M» O/NIO .

» rcnyusunim Anotasi
MhnjHiian Riralnh
Rapal

Mcrcncanokanpcmbiiatan anotoi hiinpunan
riMlab rapal

ai57 &030 SJ3 0 ojm 0,000

Mcmbiol anotasi liimpitnaD rialah nipat A.«00 0.030 20.00 0
1

ojm ojKm

C. Vaiidasi AnolaKi

Himpunan KeuJah
Rapsi

MenibuiU voiidBsiaiKRasitiimpuiiM risaiah
rapal 0.628 (1.030 2a9i 0 0.000 0.000



NO UNStm StIBIiNStIR
BiniR KuaATAN (i>m:rrn<KAN
BFRDASARKAK tINSI'R UTAMA)

ANUKA

KRiunrr

<AKB)

KOKSTANTA

(Kl>

o.<nu

WAKTlt

PP.NYKl.l»AIAN

H|!TIR

KFXilATAN

<WI*K)

AKII:Kt

V0I.«IMV.

KrXilATAN

t>AI.AM 1

(SATl!)
TAiriJN *

(V>

WAKTl;

rKNYF.I.f^\IAN
Vni.UMK

KKCIATAN

mpv)

wrK 1V

PKNENTtAN

rCHtMASI

(Knrmixi
JfPt.)

ijwn
IJilO

1 2 3 4 s « 7 II 7 ICI

tv i'engembangim
Sistcm Riiatah

A. Pcmbuotan o-KiMtah Mclakukan panhuaton c-risalah

& analisis himpunan risulah rapal 0.090 0.030 3.00 0 0.000 0.000

b. snotui himpiinan risafah rapat 0M8 0.030 20.27 0 0^ 0j)00

B. Pcmbuotaii Dalabasc

Rmlflli

MeUAukan petnasuLsn c-i isalah kc dulam
dalubase Sislcm litrorniasi Risalah.

a analisis himpunan ri.salsh rapal 0.0S3 0.030 1.77 0 0,000 0,000

b. QiiMO-sj fiiiiipunan riralah ropal 0.053 0.030 1.77 w 0.U0Q 0,000

C. Publikasi e-Risaiidi McUtukan [wblikasi daiamjnringan
intranct/inlcmcl:

a. analisis himptinan risalAhrnpnl 0.030 0.030 i.no 0 0,000 0.000

b. anotasi himpunan nsalah tapul 0.090 0.030 3.00 0 0,000 0.006

D. Pcn{|^Jian daii
Pengemlwngm
SiAem

Mvlokiikon kcgialiui pcni^kajiaii sislcnv yang
melipuli:

a. Sistcm pcaiyusuiian rbalah rapol 0.445 0JI30 I4JU 0 0^ 0,000

to. Sistcm pcmtMtBluii validasi lisnlah 0.44S 0.030 t4JU n 0.000 0.000

c. .Sl.stempeinhufltati calalan nipat 0.445 OJOO 14.83 u 0.000 0.000

d Sisictn pcinhuaian lapnran singkat 0.445 0.030 14.83 e narao 0,000

c
Sistcm pcmbtiaiaii himpunanrisalah
rapal

0.445 0.030 I4JU 0 OJIOO 0,000

r
Si»lcm pcmlHBlanaiHilisis himptirw
risalalt rapal

0^ OJUO 14.83 e 0,000 OJMO

8
Sistcm pcmbuatan lUKnaKi himpuMui
risalali rapat

0>45 0.030 I4J3 0 OJWO 0.000



•T trr'ff

o
K>

NO i>i>et« MiB tmsi«
BlITIR KKGIATAN (tlll'RN'niluUS
BEBDASARKAN IINSUR LTTAMA)

ANCKA

KRKDnr

(AKB)

KONSTANTA

(Kt)

WAKTtI

KNVKI.t?iAUN
miTIR

KEGIATAN

(WI>K>

AKB 1 Kl

VOl.UMK
KtXJlA'I'AN

OAIAM 1

(SATllJ
TAHUN »

(V) ,
1

1

WAKm

PrNYF.I.RSAIAN
\mi'ME

KKfilATAN

(wr\->

WPKiV

P»«»^TtiAN
JItMLAII

PORMASt

JPPI.I

>WPV

UM>

1 2 i 4 s 6 7 « to

Mcbikukan kcgnlan poiBembariBv siidem 1.046 lUOU 34jr 0 0JMW oooo

JtJMIAII 0^

rwrv ,
USD 1.250

0

Pteibwlahiii
n Prrhntah

i.«cMi0r
Madv*

KETERANGAN :

*) Volume kcgiatan Hftlam i tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRAISKANDAR j

NIP. 196611141997(531001 -

1 .. -



o
u>

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAICYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JFPL PERTAMA

TAHUN 2018

FORMASI JABATAN

JW IINSUR SUB UNSim
HtrriK KKUIATAN <l)m;MTtJkAN
RKRDASARKAK UNSIIR UTAMA)')

AISUKA

KKKDIT

(AKtt)

kONSTANTA

(Kt>

001D

WAKTt!

PKNYKI.KSAIAN

BtH'IR

KEOIATAN

(WPK)

AKn:Kl

VOM'Mt
KfXIIATAN

DAI.AM 1

(SATII>
TAlltlN")

tV)

WAKTV

PFJ«Yr.l.F.SAIAN

VOl.l'MK
Kli'.filATAN

(WPV)

WPKiV

ft:Nf>n'AN

Jl'MIwMI

FOHMASI

(Fnrmaid
JFPH

>;wry
l.2.<W

1 2 3 4 s 6 7 t 9 10

1. Pcnytisunan Rkuilah
Kflpai

A. Penyusunan Risalah
Rapnt Scnwntora

MengoorJinasiUn kegiaton pcnyusumn
risnlah rapot scmciilani

0.007 0.010 0.70 5 3.50 O.W»

Mclakukan inv-mlarim'ti ha<:il Iranskrip.
kckitgkapan dan hnhan raput unluk 0.008 0.010 0.80 100 aaoo (UK

Mcincdksa hssil iiivcntansAxi hi^n rapal
(iniuk penvusuiuin risabh mpat scmcnlara

0.009 0J>I0 0.90 100 9t.D0 • 0J!7 •

Mcngolahhastl tninskripmenjadirisalahrapal
scmenUrD vant; hcrhultasa Indonesia

a
jiimlohhfllaman risiilHii niputpaling

0.028 0.010 IM 12 J3.<i0 OCB

b.
jumlah lialamanrisalalirapat siimpiii
dcngan lOOhalnmnn

0.039 0.010 3.90 32 I24J0 aio

c
jumlalt iinliiinnn ri&alali rnpal U)1
sampui dengan 150 lialaman

0.04R Oi)IO 4jm JO 144.00 0.12



2

1 ' T T« » f T

NO imsiHi SUB URStiR
BimR Kr.(;uTAS rorrcNTi'KAN
DERDASARKAN UNSU8 IITAMA}*»

ANGKA

KREDIT

(AKD)

KCmSTANTA

|K«

0.010

WAKTll

rKMYKUXAIAN

BIITIR

KlbClATAN

(WPK)

AKBsKi

VOM=MF

KRCIATAN
OALAM 1

(SATlf)
TAIHW "

WAKTll

PKNVEU.eSAIAN

VOIAIMf;

kCGUTAN

(wr\'i

WFK**

W.N»>ITI'AN
J(IMI.AII

K(WMA.SI

(Famail
JFPt)

r\\f\
lJUW

t 2 3 4 .1 « 7 s 9 Ifl

d.
jumlahitalanutn risalah rapot ISI
SBinpni dcngan 200 liolaman o.on 0.010 JL80 6 um 0.0)

«.
Juniloli lialanMn ris^alah rnpat diabB 200
halamnn

OOM 0.010 6J0 0 0.00 04KI

Mcngolah lusif tiansknp mcnjadi lisolsii rapat
sancniarn yung bertMho.iaasing hctxinsariuin .

r

a.
jumbh halatnan rixalah rapat paling
kunrng 50 halaman

0JU6 aolo J.60 2 7.20 tUli

b.
jumlah halaimn ri«i1ah rapal S1 sanipai
dcngan lOOhalainan aU46 0.010 4M 3 9M njol

C-
jumlah haiainan risalah nipat 1Dl
sampQicknigan 150 hulaman 0.056 0.0f0 S.60 1 S.60 OM

d
jumlah halanwn riuluh rapoi tSI
sainpoi dengati 200 halaman

0.067 0.010 6.70 0 0.00 lUMI

e.
jumlah haiainan rnoloh rapot diaias 200
halantan

0.078 0.010 TJO 0 J.fl OM

Mcngolah hasil nvBknp menjadi nsaWi repat
semcitUia yang berhahssa docrah hcntossitan;

a.
jumlah halamiin malah rapot palmg
kurnne SO haloman

0.027 OAIO 2.7B 0 0.00 am

b.
jumlah halaman risalah rapat 51 sampal
dcngaa 100 halaman

0.03S 0.010 X50 0 9M OM

c.
Jumlahhalamanrisalah rapal Idl
sampsi dcngan ISOItalaman

0.046 0.010 4.60 0 0J» OM

d.
jumlah hatamait risalah rapal 151
liampoident^n 200 halaman 0.0&5 0.010 .

1
9M tun

e.
jumlah halaman risalah rapat dbitas 200
lulamnn

0.067 0.010 6.70 0 OM cuw

Mcnclaahdan nKnymlikaii risalahnpM
seincniara kcpada pcnyclcnggara rapai iintidt
dtkorefcsi

0017 0.010 1.70 100 ITOM 0.14

A ' A .a



o

NO tiNSI'R SUB UNStlB
Hli'riR KEGIATAN (DlltNTtiKAN
BCRDASARKAN UNSUR l)TAMA)*>

ANCKA

KRCDIT

(AkB>

kokstanta

(Kt)

Oillfl

WAKTIJ

PCNVEI.K.SAIAN

RtrriR

KF.{itATAN

(WPK)

AKBiKi

VOLl'MF.

KECIATAN

DAIAM 1

(SAHJ)
TAIU'N**)

<v>

WAKTli

ri:NVEi.rjsAUN

VOLUME

KKC^UTAN

(wrv)

WPKxV

P»:Nr.NTI'AN

JirMMII

FORMASI

4FBrmii<d
jm.)

VWPV
IJSO

i 2 3 4 5 ft 7 8 9 10

D. Pcnyusunan Risalah
Rapix

Mek^ttkiin perlwikan risalnh rapnl semcntam
icrhadap hosil korck.*!! penyclcngguro/pcscnu
lapiH unluk incniaili hsatah rupai

o.eic 0.010 1.60 SO 8U.00 aw

Mcnyustin laporan peM:safuan lugM
pcnyusunanrisalnhmpnl mchpuli

a. iHiiaiinn 04115 o.oto I.SO 12 IlkOO . OlOI

b. Iriwulan 0.015 aolo 1.50 4 6.00 0.00

c. stcmeslLT aoi9 0.010 1.90 2 3jm 0.00

d lalninaii 0.017 0.010 1.70 t.70 IMK>

\{ rcnecmhangan
SisicfTi Risalah

A Punbualan c-

Risfllah
Mclakukan pengumiMilan dokumen sullcopy
v-ang nkon dijiKlikHn sdxigai e-Risn(sh

0.0U 0.010 IM 5 650 ft.Bi

Mcnginvrntarisir ilnkumcii snikopy aot3 O.UIO IJO 100 130.00 0.10

Mdakukan peinbuotan c-rualah:

lOU 130.00
0. risululi rapal semeiKara 0.013 0.010 IM 0.10

h. hsaloh rapal resmi 0.017 0.010 1.70 100 i704W n.u

C- risalnh repal yung sudati divslkiasi aoi7 0.010 1.70 100 l7tU» 0.14

d. Catalan rapat 0J»i7 0.010 1.70 100 170^ B.I-4

c. laporun aingkal 0.016 o.nio 1.60 100 160.00 II.IJ

r himpunan risalah nipai 0.0i? 0.010 1.70 4 6.80 R4»l

Men

pem

/usun laporan pclal:sanaan lugas
xnlan <Misalali >'angmdipiiii:

a. bularmn 0.013 0.010 1.30 U i5.m Mi

b Iriwukm 0.013 ooto 1.30 4 SL20 •jn

c. scinrai«r 0.o» 0.010 IJO 2 3.60 (un



o
On

NO IINU)R sue IIKSI1R
BI'TIR KKGIA 1 AN (IIITKM (IKAN
K».Rt>ASAKKAN |'^Sl'K IMAMA)*)

AfKttiA

KReoiT

(AK»)

KONSTANTA

(KO

OOlft

WAKT1I

P»7(TEI.K.SAIAN
BUTIR

KKGtATAN

AKS: Kt

1'Ot.UMC

KF.GIATAN
DAMM 1

JSATID
TAHIIN**)

fV)

WAK'm

prNrKM;sAiAN

VOLUMK
RmtATAN

tWPV)

WM<*V

PfNKNTl'AN

FORAIASI

(Knrnasl
4»TI.)

rvfr\
uso

1 i 4 S 6 7 • 1 9 10

d. tahiman o.nis 0.010 ijn 1 I.SO n.im

». Pcmbuolan Dalabne

Risalsh

Mcnclatn kiimpulaii dokomen soOcopy o>
nsaiah

MM 0.010 1.40 too l40iW ail

Mcnginvcntonsir tiokunKn iwitcopy e-nsalah aoM U.OIO 1.40 100 I4Q4M ft.li

Mrmbufll sistem dalabsM inlarniaiti risolah 0.300 0.010 20.00 1 zaoe am

Met

daiai

kukan pomasukan e-risalah ke dafam
«sc SiMm infomiasi Risatah;

a. nsaiah rupai sciTvtrtara 0.011 0.0 ift I.IO 20 22.00 IUt2

b rirtaluh nipat icwni 0.011 0.010 1.10 26 22.00 0.)U

c. rranloh rapal yang sudah divalidasi 0.011 0.010 I.IO 20 22.00 IUI2

d. Catalan rapai 0.011 0.010 1.10 20 22.00 lUU

e

i:

taponin singkal O.Oil flJ»iO i.in 20 22.no 0.02

ftjnhimpunan ri&aiah rnpai O.OIS <1.010 1.80 0 0.00

Mciiyti'iun laporan pclak-samtanuigas
pennikUihiraRrfaulMse ri.sBlah vans melipiHi:

a. buianan 0.013 o.oio IJO 12 I5.M n.oi

b trrwiilan aoi3 0.010 IJO 4 9.20 am

c. suincslcf 0.019 aolo 1.90 2 3.00 0.00

(1. tahiinan 0.015 0.010 liW 1 I.W n.oo

C. Pubiikasi c-Risalali Mclokukait pcngunpulan c-nsalah yutg akan
clifHiblikasikim 0.010 0.010 1.00 0 &00 am

McngmveniarLurc-ruakdi yang akut
dipuhlikasikan

oj)io 0.010 1.00 0 aoo 0.00

Mcncliiahdan mcmima pcrsctujuan e^isalah
yang akan drpublikasikan 0.010 0.010 1410 0 0.00 lUW

Melakukan publikasi dalam jnnngon
imrancl/irlcmcl. 1



o

NO UNSUR irPiSUR
BiniR KfiCMTAN lUinCMTUKAN
IIIJKDASAKKAN UNSt'K titAMA)*)

an(;ka

Kiir.nn'

(AKII)

KCWSTANIA

iKi)

n.Dtn

WAKTII

PENYEI.KSA IAN

HltTIR

KPGIATAN

(WPK)

AKB:Kt

VOiXIMK
KBt^lATAN

IMtAM 1
{SATJIJ

TAIirN**)

(VJ

WAKTti
p^•;NVf:t,^SAlA^

VOl.t'MK
KEGIAI'AN

<WVV)

WPKlV

r»;MasniA)s

f'ORMASt

tfnriniist

vwrv

I.1MI

1 2 i 4 5 6 7 8 10

a. ri.sHlnhrapsi sctncntars 0.010 0.010 1.00 20 20.00 O.IU

h. riiKilat)nipni rasmi 0.010 0.010 1.00 20 20.00 0.»2

c. riialah rap«t yangsudaii divalidaiu 0.010 aolo 1.00 20 20.00 Q.ta

(1 catatan rapat O.fllO 0.010 1.00 20 20.00 1X01

c. laponin singkal o.nio 0.0 Ifl t.oo 20 2aoo >1.02

f. himpunan risal^ rapat fl.OlO U.01U 14)0 0 0.00 lun

Men

e-ris

yusun laporaii pclskksanAiin publik^i
)lah dalamjaringan intnmct/4mcnia yang
-Niit:

a. bulanan 0.0 il 0.010 i.io 12 IJJIO <UII

b. triwutim 0.010 0.010 1.00 4 4JN) lUKI

c. semester 0.022 0.010 2.20 2 4.40 OJW

d. lahimon 0.022 0.010 2.20 i 2.20 (UHI

Jumlah
2_'MJ.92

I.2.W
1.88

Total FormasiJFPL Pertama pada AJat Kelengkapan Dewan/Majelis*) untuk Tahun 2018 adalah ;

Formasi _ y 2.343,92
JFPL X orang = = 1.88 orang

1.250 1.250

= 2 orang (pembulatan ke atas)

*) disesuaikan dengan Alat Kelengkapan Dewan/Majelis yeuig akan dihitung kebutuhannya.



Jika pada tahun 2018 terdapat 2 orang Perisalah Legislatif Pertama, 1
orang akan masuk menjadi Perisalah Legislatif Pertama dari Asisten
Perisalah Legislatif Penyelia pada tahun 2019, serta diperkirakan ada 1
orang akan naik menjadi Perisalah Legislatif Muda, dan 1 orang akan
pensiun dari Jabatan Perisalah Legislatif Pertama pada tahun 2019.
Dengan demikian jumlah Lowongan Formasi JFPL (LFJFPL) Pertama
pada tahun 2019 adalah:

LFJFPL = TFJFPL - (JPLP + APL Masuk - JPLP Naik
= 2-(2 + l-l-l)
= 1 orang

LFJFPL

TFJFPL

JPPLP

APL

Lowongan Formasi JFPL
Total Formasi JFPL

Jumlah Perisalah Legislatif Pertama
Asisten Perisalah Legislatif

JPLP Berhenti)

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIR 196611141997031001
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH

LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/

INPASSING



SEKRETARTS .lEXDERAL

DEVV^N PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK P>D0NXS1A

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10TAHUN2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PERISALAH LEGISLATiF MELALUI PENYESUAIAN//JVPASS/iVG

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksginakan ketentuan Pasal

16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif, perlu disusun Pedoman
Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif Melalui
Penyesuaian/ Inpassing-,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang Pedoman Pengangkatan Ke dalam
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Melalui Penyesuaian/ Inpassing;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang

109



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

_ 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Neg^a
Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raltyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Riimpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1417);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Keija Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2018;
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MEMUTU8KAN:

Menetapkan : PERATURAM SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI PENYESVAIANflNPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Penvakilan Rak>^at
Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat PL adalah PNS yang
diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.

4. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat
JFPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di
bidang risalah legislatif.

5. Kegiatan Risalah Legislatif adalah kegiatan yang meliputi
penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan
risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah
rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

6. Penyesuaian//npassm^ JFPL adalah pengangkatan ke dalam JFPL
dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang teiah dan masih
melaksanakan tugas di bidang risalah guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam jangka waktu tertentu.

7. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh instansi
pembina JFPL yang bertugas melaksanakan seleksi administrasi
dan wawancara.

8. Angka Kredit dalam penyesuaian/inpassing adalah satuan nilai
kumulatif yang diperoleh seorang calon PL dari hasil seleksi yang
ditetapkan oleh Tim Penguji untuk Penyesuaian/Jripassin^ JFPL.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di
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instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

lO.Pejabat yang berwenang yang selanjuiuya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ll.Instansi Pembina JFPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik lnrinni»Rifl yang
selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI.

12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

BABn

MAKSUD, TUJUAN. DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan Penyesuaian/ Inpassing JFPL.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini bertujuan agar proses Penyesuaiein/Inpassing JFPL
beijalan secara efektif, teratur dan profesional.

Pasal4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini meliputi:
a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian//npassmg JFPL;
b. prosedur Penyesuaian/Znpassing JFPL; dan
c. pengangkatan.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/I/VPASS/iVG JFPL

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing JFPL harus didasarkan pada
ketersediaan formasi JFPL.

(2) Penghitungan ketersediaan formasi JFPL mengacu pada Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengenai Pedoman Penyusunan Formasi JFPL.
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Pasal 6

Penyesuaian/Inpassing JFPL ditujukan bagi:
a. PNS yang pemah memiliki pengalaman dan masih menjalankan

tugas di bidang risalah legislatif yang akan diduduki berdasarkan
keputusan PyB; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
dan Pejabat Pelaksana yang memiliki kesesuaian antara jabatan
terakhir yang diduduki dengan JFPL yang akan didudukinya.

Pasal 7

Pengangkatan melalui Penyesuaian/ Inpassing JFPL harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijasah paling rendah Saijana (SI) atau Diploma IV (DFV);
e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/a;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang risalah

legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai baik tingkat

sedang maupun berat;
h. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya;
1. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan
j. mengikuti dan lulus seleksi administrasi dan wawancara.

Pasal 8

(1) PNS yang akan mengikuti Penyesuaian//npassin^ JFPL harus
melengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:
a. fotokopi ijaz^ pendidikan terakhiryang telah dilegalisir;
b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah

dilegalisir;
c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir

yang telah dilegalisir;
d. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah

dilegalisir;
e. daftar riwayat hidup;
f. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai

pelaksanaan tugas di bidang risalah legislatif secara kumulatif
paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh
PyB;

g. surat pemyataan yang menyatakan:
1. bersedia diangkat menjadi PL;
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lairmya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
4. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang risalah

legislatif secara aktif.
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h. Surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak
sedang menjalani hukuman disipUn tingkat sedang maupun
berat.

(2) Format surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e,f,g, dan h
dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II,
III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Ral^at Republik Indonesia
ini.

BAB IV

PROSEDUR PENYESUAIAN//;VPASSj7^G JFPL

Pasal9
Prosedur Penyesuaian/Inpassing JFPL terdiri dari:
a. pengusulan oleh instansi pengguna; dan
b. seleksi administrasi dan wawancara.

Bagian Kesatu
Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 10

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan Penyesuaian//npassrng JFPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh PPK Instansi
Pengusul kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina JFPL.

(2) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melal^kan seleksi PNS yang
diusulkan untuk diangkat melalui Penyesuaian/iTipassing JFPL.

(3) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
membentuk Tim Penguji untuk melakukan seleksi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ba^an Kedua
Seleksi Administrasi dan Wawancara

Pasal 11

(1) Seleksi administrasi dan wawancara dilakukan oleh Tim Penguji.
(2) Jumlah Tim Penguji disesuaikan dengan kebutuhan

penyelenggaraan seleksi administrasi dan wawancara, dengan
susunan sebagai berikut:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.

(4) Anggota Tim Penguji terdiri dari unsur kepegawaian, organisasi dan
tata laksana, persidangan, serta unsur jabatan fungsional.

(5) Dalam kondisi tertentu, Tim Penguji dapat melibatkan pihak di luar
Instansi Pembina.

114



(6) Tugas Tim Penguji meliputi:
a. melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian berkas

usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul dengan
persyaratan Penyesuaian//r^assmg JFPL;

b. melakukan wawancara terhadap PNS yang akan dilakukan
Penyesuaian / Inpassing JFPL;

c. memberikan penilaian terhadap hasil seleksi administrasi dan
wawancara; dan

d. melaporkan hasil penilaian seleksi administrasi dan wawancara
terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/Inpassing JFPL
kepada Sekretaris Jenderal Dewan PerwaJdlan Rakyat Republik
Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina JFPL.

Pasal 12

Tim Penguji melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian
persyaratan berkas usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul
dengan hasil verifikasi sebagai berikut:
a. jika tidak memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL,

maka Tim Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan
kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak
memenuhi persyaratan Penyesuaian//npassmg JFPL.

b. jika memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL, maka Tim
Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan kepada
Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan memenuhi
persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFPL, dan akan diproses untuk
mengikuti wawancara.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan wawancara JFPL dilaksanakan oleh Instansi
Pembina secara mandiri atau bekeijasama dengan instansi lain.

(2) Wawancara diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun.

Pasal14

PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi dan
wawancara Penyesuaian/Inpassing JFPL, dapat diusulkan menjadi PL
melalui proses pengan^catan perpindahan dari jabatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal15

(1) Setelah peserta mengikuti seleksi administrasi dan wawancara,
Instansi Pembina akan mengumumkan hasil seleksi administrasi
dan wawancara melalui website www.dpr.go.id.

(2) Instansi Pembina menyampaikan surat rekomendasi pengangkatan
bagi PNS yang dinyatakan lulus kepada Instansi Pengusul.
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(3) Surat rekomendasi seb^airaana dimaksud pada ayat {2) dibuat
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Pemakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan seleksi administrasi dan wawancara
ditanggung oieh Instansi Pengusul berkoordinasi dengan Instansi
Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Jenjang PL ditetapkan setelah PNS lulus seleksi administrasi dan
wawancara serta ditetapkan Angka Kredit oleh Instansi Pembina.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
pendidikan, masa keija daiam pangkat dan golongan ruang
terakhir.

(3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada tabel angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1
(satu) kali pada saat Penyesuaian/Inpassing JFPh.

BAB VI

PENGANGKATAN

Pasal 18
Pengangkatan PNS dalam JFPL melalui Pcnyesuaian/Inpassing JFPL
dilaksanakan sebelum berakhimya masa Penyesuaian/Jr^ossmg JFPL.

Pasal 19

(1) PPK Instansi Pengusul menetapkan keputusan pengangkatan
Penyesuaian/Inpassing JFPL PNS.

(2) PPK Instansi Pengusul menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada Instansi Pembina serta
ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) PPK Instansi Pengusul menyampaikan rekapitulasi pengangkatan
Penyesuaian/Mpassmgr JFPL kepada Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR /
NIP.196611141997031001^



LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESVAlAn/INPASSING

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Naxna lengkap

2. NIP

3. Pangkat/GolonganRuang

4. TMT pangkat

5. Tempat dan tanggal lahir

6. Jenis kelamin LaJki-laki/Perempuan *

7. Instansi

8. Alamat rumah

Kode Pos:

9. No. Telepon Rumah;

Kantor:

HP;

10. E-mail :

2. Pendidikan

NO. JENJANG

NAMA SEKOLAH/

PERGURUAN

TINGGI

JURUSAN / PROGRAM
STUDI

TAHUN

LULUS

1

1

2

3
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3.

4.

5.

NO.
NAMA KURSUS/

PELATIHAN

LAMANYA

KURSUS/
PELATIHAN

TEMPAT

KURSUS/
PELATIHAN

TAHUN

1 3 •• •• ' .4, '

1

2

3

4

Riwairat Jabatan Strnktural

NO.
NAMA

JABATAN
ESELON

NOMOR

KEPUTUSAN

T.M.T

JABATAN

URAL\N

TUGAS

JABATAN

(•••So;
1

2

3

4

Riwa'rat Jabatan Fungslonal

NO. NAMA JABATAN
NOMOR

KEPUTUSAN

T.M.T

JABATAN

URAIAN

TUGAS

JABATAN

3.

1

2

3

6. Tanda Jasa/Penghargaan

NO.

NAMA TANDA

JASA/
PENGHARGAAN

NOMOR

KEPUTUSAN

TAHUN

PEROLEHAN

INSTANSI

YANG

MEMBERIKAN

•

1

2 -•
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NO.

NAMA TANDA

JASA/
PENGHARGAAN

NOMOR

KEPUTUSAN
TAHUN

PEROLEHAN

INSTANSI

YANG

MEMBERIKAN

3

7. Pengalaman Keija di Bidang Risalah Legislatif

NO.
PEKERJAAN/KEGIATAN DI BIDANG

RISALAH LEGISLATIF
JABATAN TAHUN

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenamya
sebagaiinana bukti pendukung terlampir, dan apabiia dikemudian
hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima
segala tindakan yang diambil oleh Instansi Petnbina Jabatan
Fungsional Perisaiah Legislatif.

(tempat, tanggal, bulan. tahun)
Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001
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LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEVVAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI PENYESVAIAN/INPASSING

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibaw^ ini,
Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menerangkan bahwar
Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang/TMT
Unit Keija

Yang bersangkutan memiliki pengalaman keija atau jabatan di bidang
risalah legislatif selama ( ) tahun, yaim pada tahiin .... s/d
....pada... *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(terapat, tanggal, bulan, tahun}
Yang membuat keterangan,

Pvb

*) Diisi sesuai dengan unit keija.
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SEKRETARIS JENDERAL,

INDRAISKANDAR
NiP. 196611141997031001



LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARiS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAK\'AT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PEmESUMM^/INPASSJNG

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Bersedia diangkat dalam JFPL.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang risalah

legislatif.
4. Bersedia melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetsihui,
Jabatan Atasan Langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRAISKANDAR
NIP. 196611141997031001 ^
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LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI PENYESVAIAN/INPASSING

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang/TMT
Unit Kerja

Yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dengan
tingkat hukuman disiplin tingkat sedang, maupun berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Jabatan Atasan Langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP;

SEKRETARIS JENDERAL,

/

INDRA iSKANDAR -
NIP. 196611141997031001 3-
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LAMPIRAN V

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI PENYESVAIAN/JNPASSING.

KOP SURAT

REKOMENDASI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENYESUAIAN///VPASS/iVG

KE DALAMJABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

NOMOR

Berdasarkan surat usulan dari nomor tanggal
maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

hal

NO NAMA NIP
PANGKAT/

GOL.RUANG

JENJANG

JABATAN

ANGKA

KREDIT

1.

2.

3.

dapat disesuaikan/diinpassing dalam JFPL.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS JENDERAL DPR R1

TEMBUSAN

Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
Kepala BKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan-*)
Pejabat yang beru'-enang menetapkan angka kredit;
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4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian
Keuangan daerah yang bersangkutan;*)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001
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LAMPIR^N VI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI PEmESVAlAN/iNPASSJNG.

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/IVPASSLVG DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

NO.
GOU

IJAZAH/STTB
YANG

SETINGKAT

ANGKA KREDIT DAN MASA KERJA
KEPANGKATAN

RUANG < 1

TAHUN

1

TAHUN

2

TAHUN

3

TAHUN

> 4

TAHUN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ill/a Saijana

(SI/Diploma IV)
100 106 118 130 142

2 Ill/b Saijana
(SI/Diploma IV]

150 154 165 178 190

Magister {S2) 150 155 168 181 195
3 m/c Saijana

(SI/Diploma IV}
200 214 237 261 285

Magister (S2} 200 214 239 264 290
Doktor {S3) 200 216 241 268 294

4 Ill/d Saijana
(SI/Diploma IV)

300 309 332 356 380

Maeisier (S2) 300 310 334 359 385

Doktor (S3) 300 311 336 363 390

5 IV/a Saijana
(SI/Diploma IV)

400 415 450 486 522

Maeister (S2) 400 416 453 490 527

Doktor (S3) 400 418 456 494 532
6 IV/b Sarjana

(SI/Diploma IV)
550 558 593 629 665

Magister (S2) 550 559 595 632 670

Doktor (S3) 550 560 598 636 674

7 IV/c Sarjana
(SI/Diploma IV)

700 710 731 765 798

Magister (82) 700 711 733 768 803

Doktor (S3) 700 712 735 771 807

SEKRETARIS JENDERAL,
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 10 TAHUN

2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PERISALAH LEGISLATIF MELALUI

PE^YESVAIAN/INPASSING



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAWLAN RAKVAT

REPUBLIK INDONESU

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 10

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF MELALUl

PENYESUAIAN / INPASSING

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penetapan angka kredit
untuk penyesuaian jabatan fungsional
Perisalah Legislatif dan untuk
menindaklanjuti ketentuan dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran VI
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional
Perisalah Legislatif melalui
Penyesuaian/ Inpassing;

b. bahwa berdasarkan pertimbaiigan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

_ _ Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . ^

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1417);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Keija Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
7Tahun 2018;

MBMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN

2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH
LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/ZiVPASS/TVG.

Pasal I

Mengubah Lampiran VI Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perisalah
Legislatif melalui Penyesuaian / Inpassing sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
RalQ'at Republik Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Ralg^at Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus2018

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH

LEGISLATIF MELALUI

PENYESVAIAN/INPASSING.

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/WASS/;VG DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

NO.
GOLONGAN

RUANG

IJAZAH/STTB
YANG

SETINGKAT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

< 1

TAHUN

1

TAHUN

2

TAHUN

3

TAHUN

> 4

TAHUN

1 2 , 3 4 15 6 7 8

1 Ill/a Saijana (SI)/
Diploma IV

100 112 125 137 148

2 Ill/b Saijana (SI)/
Diploma IV

150 162 174 186 197

Magister (S2) 150 163 177 188 199

3 III/c Sarjana (SI)/
Diploma IV

200 224 247 271 294

Magister (S2) 200 226 249 273 296

Doktor (S3) 200 228 251 275 298

4 Ill/d Saijana (SI)/
Diploma IV

300 322 345 368 391

Magister (S2) 300 325 347 370 393

Doktor (S3) 300 327 349 372 395

5 IV/a San'ana (SI)/
Diploma IV

400 434 468 502 536

Magister (S2) 400 437 471 505 539

Doktor (S3) 400 440 474 508 542

6 IV/b Sarjana (SI)/
Diploma IV

550 584 618 652 686

Magister (S2) 550 587 621 655 689

Doktor (S3) 550 590 624 658 692

7 IV/c Sarjana (SI)/
Diploma IV s.d
Doktor (S3)

700 700 700 700 700
t

SEKRETARIS JENDERAL.

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



5UKU HIMPUNAN PERATURAN

lABATAN FUNGSIONAL PERISALAH'

.EGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH

cmci ATTC 3 2018

ASISTEN PERISALAH

LEGISLATIF
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PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

PERISALAH LEGISLATIF



MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESU

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang persiapan

pen5njsunan risalah legislatif dan untuk meningkatkan

kineija organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Raltyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ral^at

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 383, Tambahan Lembaran Negsira Republik

Indonesia Nomor-5650); _

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

DisipUn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Keija Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 89);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan

Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan peijanjian keija yang bekeija pada

instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat seb^ai Pegawai ASN secara tetap

oleh pejabat pembina kepegawai£ui untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengaui pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah

jabatan yang mempunyai ruang ling^p tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di

bidang persiapan pen3aisunan risalah legislatif.
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7. Pejabat Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang

selanjutnya disebut Asisten Perisalah Legislatif adalah PNS

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan

risalah legislatif.

8. Kegiatan Persiapan Penyusunan Risalah Legislatif adalah

kegiatan yang rneliputi perek^an. pembuat^ tf^sknpT

dan pelaporan hasil transkrip legislatif.

9. Sasaran Keija Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana keija dan target yang akan dicapai oleh

seoreuig PNS.

10. Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang hams

dicapai oleh Asisten Perisalah Legislatif dalam rangka

pembinaan karier yang bersangkutan.

11. Angka kredit kumiilatif adalah akumulasi nilai angka

kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Perisalah

Legislatif sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan

jabatan.

12. Hm Penilai Kineija Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim

yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang

berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil

keija dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai

kineija Asisten Perisalah Legislatif.

13. Karya Tulis/Kaiya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yeuig

disusun oleh Asisten Perisalah Legislatif baik perorangan

atau kelompok di bidang persiapan penyusunan risalah

legislatif.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
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BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif termasuk

dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua

Kedudvikein

Pasal 3

(1) Asisten Perisalah Legislatif berkedudukan sebagai

pelaksana teknis di bidang persiapan penj^sunan risalah

legislatif pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Raltyat Republik

Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Penvakilan Daerah

Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,

Sekretariat Dewan Perwakilan Raltyat Papua Barat,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rai^at Kabupaten/Kota di Aceh.

(2) Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
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(2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang

terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Asisten Perisalah Legislatif Terampil;

b. Asisten Perisalah Legislatif Mahir; dan

c. Asisten Perisalah Legislatif Penyelia.

(3) Jenjang pangkat Asistwi Perisalah Legislatif sebagaimana-

dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan

peraturan penindang-undangan.

(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif ditetapkan berdasarkan angka kredit yang

dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang

menetapkan Angka Kredit.

BABIV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Perisaleih Legislatif yaitu

melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan

risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan

transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif.
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Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif yang dapat dinilai angka kreditnya,

terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. perekaman;

c. pembuatan transkrip;

d. pelaporan; dan

e. pengembangan profesi.

(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis

di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif

serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan

dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. diklat Prajabatan;

b. perekaman, meliputi:

1. persiapan perekaman;

2. pelaksanaan perekaman; dan

3 penyerahan dan penyimpanan perekaman;

c. pembuatan transkrip, meliputi:

1. persiapan transkrip;

2. pelaksanaan transkrip; dan

3. penyerahan dan penyimpanan transkrip.

d. pelaporan, meliputi:

1. pelaporem perekaman; dan

2. pelaporan transkripsi; dan
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e. pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Karya Tulis/Kaiya Ilmiah di bidang

persiapan penyusunan risalah legislatif;

2. peneijemahan/penyaduran buku dan bahan

lainnya di bidang persiapan penyusunan risalah

l^slatif; dan

- 3. penyusunan - buku _ pedoman/ketentuan

pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang persiapan

penyusunan risalah legislatif.

(4) Unsur Penunjang, meliputi:

a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di

bidang persiapan pen3aisunan risalah legislatif;

b. p>eran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di

bidang persiapan penyusunan risalah legislatif;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. Keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum/

modul/beihan ajar/bimbingan teknis dan/atau

manajerial di bidang persiapan penyusvman risalah

legislatif;

f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

g. perolehan ijazah/gelar kesaijanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai

berikut:

a. Asisten Perisalah Legislatif Terampil, meliputi:

1. melakukan kegiatan penelaahan jadwal rapat

dewan per masa sidang;
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2. melakukan pengenalan lokasi d£in fasilitas teknis

tempat rapat sebelum melakukan kegiatan

perekaman rapat;

3. mengumpulkan data dan bahan untuk persiapan

rekaman rapat;

4. melakukan kegiatan penyusunam kodefikasi dan

pemberian label pada kaset/compact disk/media.

rekam;

5. menyusun rencana keija sesuai dengan jadwal

rapat per masa sidang;

6. menyusun rencana kebutuhan media rekam dalam

rangka pelaksanaan rapat;

7. melakukan perekaman rapat dengan kaset

berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

8. melakukan perekaman rapat dengan alat rekam

suara digital berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

9. melakukan perekaman rapat dengan alat rekam

audio visual berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

10. melakukan perekaman rapat dengan alat voice to

text berdasarkan:

a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

11. melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan

urutan, nama, dan jumlah pembicara rapat

berdasarkan:
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a) rapat dengan waktu singkat;

b) rapat dengan waktu sedang; dan

c) rapat dengan waktu lama;

12. melakukan validasi terhadap labeling rekaman;

13. melakukan kegiatan validasi serta klarifikasi

urutan dan nama pembicara rapat;

14. mengindentiiikasi waktu dan klarifikasi nama

pembicara rapat;

15. menjoisun serta melengkapi tambahan data dan

bahan rapat tertulis;

16. menyerahkan hasil rekaman rapat dilengkapi

bahan rapat dan data pendukung untuk dilakukan

transkrip;

17. melakukan alih media rekaman dari alat keija

rumit;

18. melaksanakan kegiatan duplikasi hasil rekaman;

19. melakukan penyimpanan hasil rekaman rapat;

20. mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip;

21. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman;

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman; dan

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;
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2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah hcdaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) juml£Lh halaman transkrip rapat diatas 200

halaman; dan

22. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija rumit:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jiunlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jimilah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman; dan

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 s£unpai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman treinskrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

23. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Daerah dari alat keija sederhana:
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a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

deagan-150 halamai]^;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 semipai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman;

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

24. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Daerah dari alat keija rumit:

eO berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halemian transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan
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5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 hedaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

25. melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil

trsuiskrip rapat;

26. melakukan penyimpanan transkrip rapat;

27. melakukan penyerahan hasil transkrip dilengkapi

bahan rapat dan data pendukung sebagai bahan

pembuatan risalah sementara;

28. menjrusun laporan peiaksanaan tugas perekaman

rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

29. men3nisun laporan peiaksanaan tugas perekaman

rapat per alat kelengkapan majelis atau alat

kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;
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30. menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

rapat yang dilaksanakan selama

1 (satu) tahun di seluruh alat kelengkapan majelis

atau alat kelengkapan dewan;

31. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat yang meliputi:

a)—bulanani

b) triwulan;

32. men3rusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat per alat kelengkapan majelis atau alat

kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan.

b. Asisten Perisalah Legislatif Mahir, meliputi:

1. menentukan kualitas hasil rekaman dari alat keija

sederhana berdasarkan:

a) kualitas hasil rekaman jelas; dan

b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;

2. menentukan kualitas hasil rekaman dari alat keija

rumit berdasarkan:

a) kualitas hasil rekaman jelas; dan

b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;

3. merencanakan kegiatan pembuatan transkrip

rapat;

4. mengidentifikasi kelengkapan bahan transkrip;

5. mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip;

6. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jvimlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

142



3) jumlah halaman txanskrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halamein; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

7. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija rumit:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jimilah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah hsdaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jimilah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;
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2) jumlah h£daman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

8. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Daerah dari alat keija sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jimilah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

9. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Daerah dari alat keija rumit:
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a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas;

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah hailaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman;

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

10. melakukan transkripsi rekaman suara berb£ihasa

Asing dari alat keija sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan
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5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat scunpai

dengan 50 halaman;

2)~3umlah halaman transkrip rapat 51~sanipal~

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

11. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Asing dari alat keija rumit:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah hal£unan transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;
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4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

12. melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil

transkrip rapat;

13. membuat klasiilkasi sederhana untuk

penyimpanan transkrip rapat;

14. melakukan penyimpanan transkrip rapat;

15. melakukan penyerahan hasil transkrip dilengkapi

beihan rapat dan data pendukung sebagai bahan

pembuatan risalah sementara;

16. menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; d£ui

d) tahunan;

17. menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

rapat per alat kelen^capan majelis atau alat

kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

18. menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

rapat yang dilaksanakan selama

1 (satu) tahun di seluruh alat kelengkapan majelis

atau alat kelengkapan dewan;

19. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;
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20. men3aisun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat per alat kelengkapan majelis atau alat

kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan; (lari" "" " ~ ~

c. Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, meliputi:

1. menentukan kualitas hasil rekaman dari alat keija

sederhana berdasarkan:

a) kualitas hasil rekaman jelas; dan

b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;

2. menentukan kualitas hasil rekaman dari alat keija

rumit berdasarkan:

a) kualitas hasil rekaman jelas; dan

b) kualitas hasil rekaman kurang jelas;

3. merencanakan kegiatan pembuatan transkrip

rapat;

4. mengidentifikasi kelengkapan bahan transkrip

rapat;

5. mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip

rc^t;

6. melakukan kegiatan penilaian terhadap transkrip

rapat berdasarkan tingkat kesulitan rapat:

a) tingkat kesulitan rendah;

b) tingkat kesulitan sedang; dan

c) tingkat kesulitan tinggi;

7. melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka

pelaksanaan tugas transkripsi rapat;

8. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;
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2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kueUitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

9. melakukan transkripsi rekaman suara berbahcisa

Indonesia dari alat keija rumit:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;
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b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halamsin;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

10. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Daerah dan alat keija sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jimilah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan
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5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

11. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Daerah dari alat keija rumit:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) juml£ih halamem transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

12. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Asing dari alat keija sederhana:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;
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3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kuraing

jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jimilah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halfunan;

13. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa

Asing dari alat keija rumit:

a) berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

b) berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang

jelas:
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1) jumlah halaman tr£Lnskrip rapat sampai

dengan 50 halaman;

2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai

dengan 100 halaman;

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai

dengan 150 halaman;

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai

dengan 200 halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200

halaman;

14. melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil

transkrip rapat;

15. membuat klasiiikasi sederhana untuk

penyimpanan transkrip rapat;

16. melakukan penyimpanan transkrip rapat;

17. melakukan penyerahan hasil transkrip rapat

dilengkapi bahan rapat dan data pendukung

sebagai bahan pembuatan risalah sementara;

18. menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

19. menjrusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

rapat per alat kelengkapan majelis atau alat

kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

20. menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman

rapat yang dilaksanakan selama

1 (satu) tahun di seliiruh alat kelengkapan majelis

atau alat kelengkapan dewan;
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21.menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

22. menjrusun laporan pelaksanaan tiigas tr^slcnp^

rapat per alat kelengkapan majelis atau alat

kelengkapan dewan yang meliputi:

a) bulanan;

b) triwulan;

c) semester; dan

d) tahunan;

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi

rapat bidang Risalah.

(2) Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan kegiatan

seb^aimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka

kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Keija

Passd 8

Hasil keija tugas jabatan bagi Jabatan Pungsional Asisten

Perisalah Legislatif sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Asisten Perisalah Legislatif Terampil, meliputi:

1. kertas keija penelaahan jadwal rapat-rapat dewjm per

masa sidang;
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2. kertas keija pengenalan lokasi dan fasilitas teknis

tempat rapat sebelum melakukan kegiatan perekaman

rapat;

3. laporsin data dan bahan untuk persiapan rekaman

rapat;

4. laporan penyusunan kodefikasi label per rapat dan

pemberian label pada kaset/corr^oct disk/media

rekam;

5. rencana keija sesuai jadwal rapat per masa sidang.

6. rencana kebutuhan media rekam dalam rangka

pelaksanaian rapat;

7. kaset rekaman hasil rapat dengan waktu

pendek/sedang/panjang;

8. file digital rekaman rapat dengan waktu

pendek/sedang/panjang;

9. file digital audio visual rekaman rapat dengan waktu

pendek/sedang/panjang;

10. file digital dan dokumen transkrip dari €dat voice to text

yang belum terkoreksi dengan waktu

pendek/sedang/panjang.

11. rekapitulasi nama pembicara rapat dengan waktu

pendek/sedang/panjang;

12. kertas keija validasi terhadap labeling rekaman rapat.

13. kertas keija validasi serta klarifikasi urutan dan nama

pembicara rapat;

14. kertas keija identifikasi waktu dan klarifikasi nama

pembicara rapat;

15. rekapitulasi kelengkapan tambahan data dan bahan

rapat tertulis;

16. tfinda terima penyerahan hasil rekaman rapat

dilengkapi bahan rapat dan data pendukung untuk

dilakukan transkrip;

17. dokumen digital alih media rekaman dari alat keija

rumit;

155



18. dokumen digital duplikasi hasil rekaman rapat;

19. dokumen digital penyimpanan hasil rekaman rapat;

20. kertas keija kelengkapan bahan transkrip;

21. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija sederhana;

22. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija rumit; ~

23. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah

dari alat keija sederhana;

24. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah

dari alat keija rumit;

25. laporan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip

rapat;

26. dokumen penyimpan transkrip rapat;

27. berita acara penyerahan hasil transkrip rapat

dilengkapi bahan rapat dan data pendukung sebagai

bahan pembuatan risalah sementara;

28. laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat

bulanan/triwulan/ semester/ tahunan.

29. laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/triwulan/semester/ tahunan;

30. laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan;

31. laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per

bulan/triwulan/semester/tahunan; dan

32. laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/ triwulan/ semester/ tahiman;

b. Asisten Perisalah Legislatif Mahir, meUputi:

1. kertas keija penentuan kualitas rekaman dari alat

keija sederhana dengan hasil rekaman jelas/rekaman

kurang jelas;
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2. kertas keija penentuan kualitas rekaman dari alat

keija rumit dengan hasil rekaman jelas/rekaman

kurang jelas;

3. laporan perencanaan kegiatan pembuatan transkrip

rapat;

4. kertas keija identifikasi kelengkapan bahan transkrip.

5. kertas keija pengumpulan kelengkapan bahan

transkrip;

6. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija sederhana;

7. lembeur transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija rumit;

8. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah

dari alat keija sederhana;

9. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah

dari alat keija rumit;

10. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing

dari alat keija sederhana dengan kualitas rekaman

jelas/rekaman kurang jelas;

11. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing

dari alat keija rumit dengan kualitas rekaman

jelas/rekaman kurang jelas;

12. laporan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip

rapat;

13. daitar klasiflkasi sederhana untuk penyimpanan

transkrip rapat;

14. dokumen penyimpan transkrip rapat;

15. berita acara penyerahan hasil transkrip rapat

dilengkapi bahan rapat dan data pendukung sebagai

bahan pembuatan risalah sementara;

16. laporan peiaksanaan tugas perekaman rapat

bulanan/ triwulan/ semester/tsihunan;

17. laporan peiaksanaan tugas perekaman rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/triwulan/semester/ tahunan;
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18. laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan;

19. laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per

bulan/triwulan/semester/tahunan; dan

20. laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/triwulan/semester/ tahunan;

c. Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, meliputi:

1. kertas keija penentuan kualitas rekaman dari alat

keija sederhana dengan hasil rekaman jelas/rekaman

kurang jelas;

2. kertas kerja penentuan kualitas rekaman dari alat

keija rumit dengan hasil rekaman jelas/rekaman

kurang jelas;

3. laporan perencanaan kegiatan pembuatan transkrip

rapat;

4. kertas keija identifikasi kelengkapan bahan transkrip.

5. kertas keija pengumpulan kelengkapan bahan

transkrip;

6. kertas keija kegiatan penilaian terhadap transkrip

rapat berdasarkan tingkat kesulitan rapat

rendah/sedang/tinggi;

7. laporan hasil koordinasi dalam rangka pelaksanaan

tugas transkripsi rapat;

8. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija sederhana;

9. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa

Indonesia dari alat keija rumit;

10. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah

dari alat keija sederhana;

11. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa daerah

dari alat keija rumit;

12. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing
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dari alat keija sederhana dengan kualitas rekaman

jelas/rekaman kurang jelas;

13. lembar transkripsi rekaman suara berbahasa asing

dari alat keija rumit dengan kualitas rekaman

jelas/rekaman kurang jelas;

14. laporan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip

rapat;

15. daftar klasiiikasi sederhana untuk penyimpanan

transkrip rapat;

16. dokumen penyimpan transkrip rapat;

17. berita acara penyerahan hasil transkrip rapat

dilengkapi bahan rapat dan data pendukung sebagai

bahan pembuatan risalah sementara;

18. laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat

bulanan/triwulan/semester/tahunan;

19. laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/ triwulan/semester/ tahunan;

20. laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan;

21. laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per

bulan/triwulan/ semester/tahunan;

22. laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan per

bulan/triwulan/semester/ tahunan; dam

23. laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan.

Pasal 9

(1) Dalam hal suatu unit keija tidak terdapat Asisten

Perisalah Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya

imtuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Perisalah Legislatif yang

berada di atas jenjang jabatannya dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis

dari pimpinan unit keija yang bersangkutan.

(2) Dalam hal suatu unit keija tidak terdapat Asisten

Perisalah Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya

untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Perisalah Legislatif yang

berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan

secara tertulis dari pimpinan unit keija yang

bersangkutan.

Pasal10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas

Asisten Perisalah Legislatif yang berada satu tingkat di

atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh

ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari

angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini; dan

b. Asisten Perisalah Legislatif yang melaksanakan tugas

Asisten Perisalah Legislatif yang berada di bawah jenjang

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling

besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir

kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yaitu pejabat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif dilakukan melalui;

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain;

c. penyesuaian (tnpasstng); dan

d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif melalui pengangkatan pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang

ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun

oleh Instansi Pembina; dan
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f. nilai prestasi keija paling sedikit bemiiai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

fomiasi jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif

melalui pengadaan Calon PNS.

(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang persiapan

penyusunan risalah legislatif.

(5) Asisten Perisalah Legislatif yang belum mengikuti

dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dan

jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang

ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
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Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun

oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang persiapan penyusvinan risalah legislatif paling

sedikit 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai balk dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhein untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

(3) Pangkat yang ditetapkeui bagi PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan

jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang menetapkan Angka Kredit.

(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian [Inpassing]

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

atau setara;

e. memiliki pengalaman d£dam pelaksanaan tugas di
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bidang persiapan penyusungin risalah legislatif paling

sedikit 2 (dua) tahun; dan

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturah Menteri

ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih

melaksanakan tugas di bidang persiapan penyusunan

risalah legislatif berdasarkan keputusan Pejabat yang

Berwenang.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan

yang akan diduduki.

(4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (tr^assin^)

dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif,

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpis£Lhkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian {inpassin^

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1

(satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing).

(6) Tata cara penyesuaian (inpassing ditetapkan lebih lanjut

oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf d hams memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
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Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun

oleh instansi pembina; dan

b. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk

jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

(3) Pengangkatan dedam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB vn

KOMPETENSI

Pasal 17

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif hams memenuhi standar kompetensi

sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Asisten Perisalah Legislatif meliputi:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural.

(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat

Fungsiongd Asisten Perisalah Legislatif wajib dilantik dan
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diambil sumpah/janji menurut agama atau

kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

(1) Pada awal tahun, setiap Asisten Perisalah Legislatif wajib

menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu)

tahun berjalan.

(2) SKP Asisten Perisalah Legislatif disusun berdasarkan

penetapan kineija unit kerja yang bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dan

kegiatan sebagai turunan dari penetapan kineija unit

dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat

kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat"

(1) hams mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh

atasan langsung.

Pasal 20

(1) Penilalan kineija Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif untuk menjamin objektivitas pembinaan yang

didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian kineija Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif dilakukan berdasarkan perencanaan kineija

pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi,

dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat

yang dicapai, serta perilaku PNS.

(3) Penilaian kineija Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transparan.
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(4) Penilaian kinerja Jabatan Pungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

oleh atasan langsung.

Pasal 21

(1) Penilsdan kineija sebagaimana dimaksud pada Pasal 19

ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap

tahun.

(2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai

salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau

kenaikan jabatan.

(3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan

pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

(1) Asisten Perisalah Legislatif setiap tahun wajib

mengumpulkan angka kredit dari unsiir diklat, tugas

jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang

dengan jumlah angka kredit paling sedikit sebagai berikut:

a. 5 (lima) untuk Asisten Perisalah Legislatif Terampil;

b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk untuk Asisten

Perisalah Legislatif M£Lhir; dan

c. 25 (dua puluh lima) untuk untuk Asisten Perisalah

Legislatif Penyelia.

(2) Jumlah angka kredit sebagaimsina dimaksud pada ayat (1)

huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Perisalah Legislatif

yang menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan

yang didudukinya.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai dasar untuk penilaian SKP.
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Pasal 23

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan

kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Perisalah

Legislatif dengan pendidikan Diploma III tercantiim dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkcui

dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai Asisten

Perisalah Legislatif, yaitu:

a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur

pendidikan formal; dan

b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunj£Lng.

Pasal 24

Asisten Perisalah Legislatif Mahir yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia, angka kredit yang dis3raratkan sebanyak 4 (»npat)

berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

(1) Asisten Perisalah Legislatif yang memiliki angka kredit

melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan

angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk

kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Asisten Perisalah Legislatif yang pada tahun pertama telah

memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa

pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan

seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20%

(dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit

yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
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pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas

jabatan.

Pasal 26

Asisten Perisalah Legislatlf Penyelia yang menduduki pangkat

tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh)

an^ca kredit dari kegiatan pembuatan transkrip, pelaporan,

dan pengembangan profesi.

Pasal 27

(1) Asisten Perisalah Legislatlf yang secara bersama-sama

membuat Karya Tulis/Kaiya Ilmiah di bidang persiapan

penjoisunan risalah legislatlf, dlberikan angka kredit

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh

persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh

persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen)

bagi penulis utama dan maslng-masing 25% (dua

puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh

persen) bagi penulis utama dan maslng-masing 20%

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu seb^aimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
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BABX

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kineija,

Asisten Perisalah Legislatif mendokumentasikan hasil

keija yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan

setiap tahunnya.

(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetap£in angka kredit,

setiap Asisten Perisalah Legislatif wajib mencatat,

menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan

mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan

Angka Kredit (DUPAK).

(3} DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai

bahan pertimbangan dalam penilaian kineija Asisten

Perisalah Legislatif.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT

YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan angka kredit Asisten Perisalah Legislatif

diajukan oleh:

a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
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Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membideingi risalah pada Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia untuk angka kredit bagi Asisten

Perisalah Legislatif Penyelia di Ungkungan Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perweikilan Ral^at

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Ralq^at Republik Indonesia, dan

Sekretariat Dewain Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

b. Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,

Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at Daerah

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

RalQrat Kabupaten/Kota di Aceh kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwsikilan Rakyat

Republik Indonesia untuk angka kredit bagi Asisten

Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan

Perwakilan Ral^at Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralq^at

Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Ral^at Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Raltyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
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Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

untxik angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif

Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir

di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia;

d. Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan

RalQrat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan

Raltyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Bsirat

kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit

bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan-

Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^^at Daerah Provinsi,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat

Dewan Perwakilan Ral^rat Papua, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan

e. Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralq^at Kabupaten/Kota di Aceh kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit

bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Ral^at Kabupaten/Kota di Aceh.
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Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yaing Berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah

pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menetapkan

an^ca kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Ralq^at Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan RalQ^at

Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralgrat Papua,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat,

Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at Daerah

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Raltyat Kabupaten/Kota di Aceh;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah

pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan RalQ^at Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi

Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Ral^rat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia;
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c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan angka

kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai

dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at Aceh, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan

an^ca kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil

sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir di

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Raltyat Daerah

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia untuk:

1) Angka Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Ral^rat

Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; dan

2) Angka Kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil

sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Ral^at Republik Indonesia.

b. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk

menetapkan angka kredit bagi Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Ral^^at

Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia.

(2) Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi untuk

menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif

Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahir

di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^at

Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Ral^^at Papua, dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

(3) Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi

Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan

Asisten Perisalah Legislatif Mahir di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Raltyat Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 32

(1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidangi risalah, unsur kepegawaian dan

organisasi, serta Asisten Perisalah Legislatif.
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(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orsing anggota.

(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus beijumlah ganjil.

(4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, paling rendah Asisten Perisalah Legislatif

Penyelia atau pejabat Administrator.

(5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada

instansi masing-masing.

(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten

Perisalah Legislatif.

(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

dari jabatan/pangkat Asisten Perisalah Legislatif yang

dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

kineija Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif; dan

c. aktif melakukan penilaian kineija.

(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten

Perisalah Legislatif, maka anggota Tim Penilai dapat

diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk

menilai kineija Asisten Perisalah Legislatif.

(9) Dalam hal Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 32 huruf b belum dapat terbentuk, maka

penilaian an^a kredit Asisten Perisalah Legislatif

Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif

Mahir dapat dilakukan oleh Tim Penilai di Instansi lain

terdekat atau Tim Penilai Pusat.
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(10) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat terbentuk,

maka penilaian angka kredit Asisten Perisalah Legislatif

Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif

Mahir dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain

terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(11) Dalam hal llm Penilai Kabupaten/Kota belum dapat

terbentuk, maka penilaian angka kredit Asisten Perisalah

Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah

Legislatif Mahir dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang

bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat, Tim

Penilai Instansi terdekat, atau Hm Penilai Pusat.

(12) Pembentukan dan susun£Ln anggota Tim Penilai Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

risaiah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

risaiah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal MajeUs Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Tim

Penilai Pusat;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai

Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai

Kabupaten/ Kota.

Pasal 33

Tata keija Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan oleh
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Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rai^at Republik

Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dilakukan sesuai

dengan ketentuan p)eraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan

kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 35

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Asisten

Perisalah Legislatif dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan

kebutuhan jabatan.

(3) Selain memenuhi syarat kineija, Asisten Perisalah

Legislatif yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih

tin^ harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
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BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

Asisten Perisalah Legislatif diikutsertakain pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau

pertimbangan dari Tim Penilai.

(3) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Perisalah Legislatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam

bentuk;

a. pelatihan fiingsional;

b. pelatihan teknis; dan

c. pelatihan manajerial.

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Asisten Perisalah Legislatif dapat mengembangkan

kompetensi melalui program pengembangan kompetensi

lainnya terkait bidang persiapan penyusunan risalah

legislatif.

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. maintain rating;

b. seminar;

c. lokakaiya; atau

d. konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusiman analisis

kebutuhan pelatihan fiingsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut oleh Sekretaiis Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan

Instansi Pembina.
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BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

PERISALAH LEGISLATIF

Pasal 37

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif dihitung berdasaxkan beban

keija yang ditentukan dari indikator antara lain:

a. jumlah alat kelengkapan majelis atau alat kelengkapan

dewan;

b. jumlah rapat;

c. jenis rapat; dan

d. volume waktu rapat.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif diatur lebih lanjut oleh

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah

mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

(1) Asisten Perisalah Legislatif diberhentikan dari jabatannya

apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tang^^ungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan

Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
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(2) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

huruf sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali

sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan men^unakan angka kredit terakhir

yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit

dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Bagian Kesatu

Instansi Pembina

Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tugas Instansi Pembina

Pasal 40

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang bertanggung

jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas seb^ai berikut:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif;
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b. menjnjsun standar kompetensi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

d. menyusun standar kualitas hasil keija dan pedoman

penilaian kualitas hasil keija Asisten Perisalah

Legisilftti^ — - —

e. men3rusun pedoman penulisan kaiya tulis/kaiya

ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

g. menyelen^arakan pendidikan dan pelatihan Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;

i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif;

j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan

fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif;

1. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Lembaga Administrasi Negara;
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q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif; dan

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna

dalam rangka pembinaan karier Asisten Perisedah

Legislatif.

(3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif setelah

mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

(4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, hxiruf c, hviruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf

1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r,

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif secara berkala

sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

(5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji

kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i,

diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Penvakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

(1) Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif wajib

memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
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(2) Asisten Perisalah Legislatif wajib menjadi anggota

organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.

(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah"

Legislatif sebagedmana dimaksud pada ayat (1) wajib

menjrusun kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten

Perisalah Legislatif setelah mendapat persetujuan dari_

Pimpinan Instansi Pembina.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif dan hubungan keija Instansi

Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif diatur dengan Peraturan

Sekretaris Jendersd Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

BAB xvni

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,

Asisten Perisalah Legislatif dapat dipindahkan ke dalam
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jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturein

perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina

Kepegawalan.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Pimgsional Asisten Perisalah

Legislatif berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat

dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS

dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),

Diploma I (D-I), dan Diploma II (D-II) yang dieingkat dalam

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif melalui

penyesuaian {inpassing) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 harus memiliki ijazah minimal Diploma in (D-III)

ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial

untuk paling lama 6 (enam) tahun.

(2) Asisten Perisalah Legislatif yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif melalui penyesuaian {inpassing) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk

paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini

diundangkan.
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Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan

Pungsional Asisten Perisalah Legislatif diatur dengan

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASl

REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESL\,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1418

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASl

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
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LAMPIRAN!

PERATURAN MENTERl PENDAYAOUNAAN APARATUR ffEOARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBUK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANO JABATAN FUNOSIONAL ASISTEN TORISAUVH L£OI8LATIF

RIHClAff KEOIATAIIJABATAH FUITOSIOIIAL

ASIBTBll PBRUALAH LBOULATIP DAH AlfOKA KKSDITHTA

IfO mmm HJB UHUK KSOIATAH BATOAlTHASa.
AJfOKA

KRBDIT
PBLAUAHA

1 a 3 4 6 7 8

I. ^ndkUkan A. tauUdikan sekolah dan

roendapat ijaaah
1. Diploma in Ijasah Yang

Terakreditasi

60 Sonua Jenjang

2. SLTA / Seder^jat (Untuk Inpassing) Seaiua Jei\jang

B. Pendidikan dan pelatihan
fungBional Aaisten taisalah
L«^latlf dan meodapat Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan

1. t amanya UKih tiari Ofirt jai^

Sertifikat

15 Semua Jenjang

2. LAinanya 641 - 960Jasi 9 Semua Jenjang

3. Lamanya 481 - 640 jam 6 Semua Jenjang
Pelatihan (STTPL)

4. Lamanya 161 - 480 Jam 3 Semua Joijang

5- Lamanya 81 - 160 jam 2 Semua Jenjang

6. Lamanya 30 - 80 Jam 1 Semua Jei^ang

7 Lamanya kurang dari 30 jam 0.5 Semua Jenjang

C. Pendidikan dan peiatOian
pr^abatan dan memperoleh
surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan PN8 Sertiflkat 2 Semua Jei^Jang

2. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas Golongan til Sertifikat Semua Jenjang

n. Perekaman Rapat A. Peraiapan Perekaman Rapat Melakukan k^iatan penelaahan jadwal rapat-rapat dewan
per masa sidang Kertas Ketja 0,0080 Ast. Perisalah Legislatif TerampU

Melakukan pengenalan iolcasl dan fasilitaa teknia tempat
rapat sebehiin meialcikan k^iatan perekaman rapat

Kertaa Keija 0,0080 Ast. Perisalah L^alatif Terampil

Mengumpulkan data dan bahan untuk peraiapan rekaman
rapat

Laporan 0,0080 Ast. Perisalah L^islatifTerHmpil

Melakukan kegiatan penyutunan icodefikaal dan pembeiian
l^>el padakaaet/tsmfNictdisk/niedia tekam Laporan Label per Rapat 0,0080 Ast. Perisalah Lc^latlf TerampU

Menyuaun lencana keqa sesual dengan jadwal rapat per
maaa sidang

Rencana Keija 0,0080 Ast. Perisalah Legislatif TerampQ

Mei^sun rencana kebutuhan media rekam datafn rangka
pplaVsanwan rapat Rencana Kebutuhan 0,0080 Ast Perisalah Legislatif TerampU
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B. MaluanaAfi Perekaman IbqMt Melakukan perekaman rapat dengan kaaet berdasailcan :

a. rapat dengan waktu sin^cat
Kaaet rekaman haail

rapat
o.oioo Aat. Periaalah L^alatif Terampil

b. rapat dengan waktu aedang
Raaet rekaman hasil

raoat
0,0120 Aat. Periaalah L^alatif Terampil

c. rapat dengan waktu lama
Kaaet rekaman haail

rapat
0,0140 Aat Periaalah L^alattfTerampil

Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam tuara digital
berdaaarkan:

a. rapat dengan waktu sin^cat
Pile Digital Rekaman

Rapat
0,0102 Aat. Periaalah Le^latif Terampil

b. rapat den^n waktu aedang
File Digital Rekaman

Rapat
0,0130 Aat Periaalah Leglalatlf Terampil

c. repat dengan waktu lama
Pile Digital Rrknman

R^wt
0,0140 Aat. toiaalah Legialatif Terampil

Melakukan perekaman rapat dengan alat rdcam audio visual
berdaaarkan :

a. rapat dengan waktu singkat
POe Digital Rekaman

Rapat
0,0160 AaL Periaalah Legialatif TerampQ

b. rapat dengan waktu aedang
Pile Digital Rekaman

Raoat
0,0200 Aat. Periaaiab L^alatif Terampil

c. n^>at dengan waktu lama
Pile Digital Rekaman

Rapat
0,0260 Aat. Periaalah L^ialatif TerampQ

Metakuican perekaman rapat dengan alat vtriea to tad
berdaaarkan :

a. r^Mt dengan waktu aingkat
Pile Digital dan

dokumen tranakrip yang
betum tericorekai

0,0102 Aat. taiaalah Legialatif Terampil

b. nqwt dengan waktu aedang
nie Digital dan

dokumen tranakrip yang
betum terkorekai

0,0120 Aat. Periaalah L^ialatif Terampil

c. rapat dengan waktu lama
File D^tal dan

dokumen tranakrip yang
belum terkorekai

0,0140 Aat. Periaalah L^ialatif Terampil

Melakukan kegiatan identifikasi berdaaarican urutan, nama,
dan Jumlab pembicara rapat berdaaarkan :

a. rapat dengan waktu aingkat
Rekapitulaal Nama
B«nhiron» Rariat

0,0120 Aat. Periaalah L^ialattfTerampil
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b. rapat den^n waktu sedang Rekapitulasi Nama
0,0130 Ast. Perlsalab Legislatif TerampU

c. rapat den^n waktu lama Rekapitulaai Nama
Pembicara Rapat

0,0151 Aat. Periaalah Le^slatlf Tenunpil

Ui>la1niVanvallHaai t^haHap lah^lHnp ivlniman Kertaa Keija 0,0200 Ast. Perisalah Legislatif TerampU

Melalcukan kegiatan valldaai Mrta klariiikasi unitan dan
nazna pembicara rapat Kertas Ketja 0,0200 Ast. Perisalah Legialatlf TerampU

Mengidentinkaai waktu dan klariflkaai nama pembicara
rapat

Kertaa Keija 0,0200 Ast. Perisalah Leglaladf TerampU

Menentukan kualltas hasU rekaman dart alat koja
aederhana berdaaarkan :

a. kualitas hasil rekaman jelos Kertas Keija 0,0300
Aat. Perisalah L^jalatlf Mahlr/Aat.

b. kuoUtaa hasU rekaman kurangjelaa Kertaa Ketja 0,0400
Ast. Poiaalah Legislatif Mahir/Ast.

Perisalah Legislatif Penyelia

Menentukan iniA»n« haail rekaman darl alat koja nimit
berdaaarkan :

1

a. kualitaa haaU rekamanJtiaa Kertas Keija 0,0175
Ast. Perisalah L^lslatif Mahir/Aat.

Perisalah Legialatlf Penyelia

b. kualitas haailirekaman kurangjelas

1

Kertas Koja 0,0316
Aat. Perisalah Legislatif Mahir/Ast.

Perisalah Legislatif Penyelia

c. Penyerahan dan foiyirnpanon
Perekaman Rapat

Menyusun serta meleagkapi tambahan data dan bahaa
rapat tertulia Rekapitului Data 0,0109 Ast. Perisalah L^islatif TerampU

Menyerahkan hasU rekaman rapat dilengkapi baban rapat
dan data pcndukung untuk dilakukan tranakrip TandaTerima 0,0061 Ast. Perisalah Legialatlf Terampil

^ A ^
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MelakiiVnn alih media rekaman dari alat koja rumlt Dokumen 0.0086 Ast. Periaalah legialatif TerampU

Mdakaanakan keglatan dupUkaai haail rekaman Dokumen 0.0113 Ast. Periaalah Legslatlf Terampil

Melakukan penyimpanan haail rekaman rapat Dokumen 0,0119 Aat. Periaalah Leglelatlf Terampil

m. PembuatAii Tnnskrip
Rapat

A. Pmiapan Tnnskrip Rapat Merencanakan kegiatan pembuatan tranakrip rapat Laporan 0,0159
Aat. Periaalah Legialatif Mahir/AsL

Poisalah Legialatif Penvelia

Mengidentifikaai kelengkapan bahan tranakrip rapat Kertaa Koja 0,0250
Aat. Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

PeriMiai^ i/>ffialatifP^Tiv*Hi«

Mengumpulkan kelengkapan bahan tranakrip rapat Kertaa Keija 0,0100 Semua Jenjang

Melakukan kegiatan penllalan terhadap tranakrip rapat
berdaaarkan tinitkat kesuUtan rapat:

a. Tingkat kesiilitan rendah Kertaa Keija 0,0i94 Aat. I^riaalah Legialatif Pei^Ua

b. nngkat keaulitan sedang Kertaa Keija 0,0319 Aat. Periaalah Legialatif PenyeHa

c. Tingknt keaulitan tinggi Kertaa Ketja 0,0562 Aat. Periaalah Legialatif Penyetia

Melakukan kegiatan koonlinasi dalam rangka pelaksanaan
tuftaa tranakripsi rapat

Laporan haail kordlnasi 0,0390 Aat. Periaalah Legialatif Penyelia

B. Pelaksanaan Tranakrip Rapat Melakukan transkripai rekaman suara berbahaaa Indoneaia
dari alat kerja aederhana :

a. Berdaaarkan kualitaa haail rekaman jelaa :

1) Jumlah halaman tranakrip rapat sampai dengan
50

Lonbar 0.0207 Semua Jenjang

2) Jumlah halaraan tranakrip rapat 51 aampai
dengan 100 halaman

Lembar 0,0247 Semua Jenjang

3) Jumlah halaman tranakrip rapat 101 aampai
dengan 150 hatflTTuiTi

Lembor 0,0287 Semua Jenjang

4) Jumlah halaman tranaloip rapat 151 iwmpai
dengan 200 halaman

Lenbar 0.0327 Semua Jenjang

5) Jumlah halaman tranakrip rapat diataa 200
Lembar 0,0340 Semua Joijang
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b.
Berdasarkan haail rdtainan kurang Jelaa:

1) Jumlah halaman transkrtp rapat aampai
50

L«mbar 0,0338 Semua Jenjang

2) Jumlah halaman tranakrip npat SI —mpai
dengan 100 halaman

Txnnbar 0,0280 Semua Jei^jang

3) Jumlah halaman tranalolp repat 101 aampai
dengan 1SO halaman

Lembar 0,0300 Semua Jenjang

4} Jumlah halaman transkrip n^t ISl aampai
dengan 200 halaman

Lembar 0,0340 Semua Jeiqang

5) Jumlah halaman tnuiakrip rapat diataa 200
halaman

Lembar 0,0380 Smnua Jenjang

MdaJcukan transkripaJ rekaman auara berbabaaa Indoneaia
dart alat keija nimit

a.

Berdaaarkan kualitaa haall rekaman jelas :

1) Jumlah halaman tranakrip rapat aampai dengan
50

I.<nnbar 0,0220 Semua Jenjang

2) Jumlah halaman tranaknp repat 51 aampai
dengan 100 halaman

Lembar 0,0260 Semua Jenjang

3) Jumlah halaman trenakrip rapat 101 aampai
dengan 150 halaman

Lembar 0,0280
1

Semua Jex^jang

4) Jumlah halaman tranakrip rapat 151 aampai
dengan 200 halaman

Lembar 0,0340 Semua Jenjang

5] Jumlah halaman trenakrip repM diataa 200
halaman

Lembar 0,0380 Semua Jenjang

b.
BerdMariuuiikualitaa haall rekaman kureng jelaa :

j

1| Jumlah halaman trenaloip rapat aampai dexigan
50

Lembar 0,0360l' Semua Jeqjang
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2) Jumloh halaman translcrip n^wt 51 aampal
dengan 100 halaman

l.fanbar 0,0300 Semua Jenjang

3} Jumlah halaman transkrip npat 101 winpai
dengan 150 halaman

Lembar 0,0340 Semua Jenjang

4) Jumlah halaman tranalalp npat ISl tampai
dengan 200 halaman

Lembar 0,0380 Semua Jenjang

5) Jumlah halaman tnuiakiip npat diataa 200
halaman

t«tnhar 0,0400 Semua Jenjang

Melakukan transkripai relcaman cuan bobahMa Daemh
dart alat keija Mderhana :

a.

Berdaaarkan kuaUtaa haail rdcaman jelat:

1) Jumlah halaman tranalolp n^t tainpal dengas
50

Lembar 0,0230 Srnnua Jenjang

2) Jumlah halaman tranalolp npat 51 aampal
dengan 100 halaman

Lembar 0.0240 Semua Jenjai

3) Jumlah halaman tranakrip rapat 101 sampai
dengan 150 halaman

Lembar 0,0300 Semua Jenjang

4) Jumlah halaman tnnakrip npat 151 aampai
dengan 200 halaman

Lembar 0,0340 Semua Jenjang

5) Jumlah halaman tranakrip rapat 200
halaman

Lembar 0,a-M0 Semua Jenjang

b.

Berdaaarkan kualitaa hasll rekaman kurang jelaa :

1}.liimUh halafnan i-apar ••fnpai drapan

SO
Lwnhar 0,0246 Remua Jenjang

2) Jumlah halaman tranakrip rapat SI aampai
den^n iOO h*lszBSB

Lembar 0,0281 Srmua Jenjang

3) Jumlah halaman tranakrip 101 aampai
dengan 150 halaman

Lembar 0,0339 Semua Jeqjang
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4) Jumlah balacnan transkrip r^Mt 151 aampai
dengan 300 halanuw

Lcmbar 0,0379 Semua Jeiuang

5) juoUah halamao tranakrip nqMt diataa 200

halaman
Lembar 0,0420 8emua Jenjaag

Melakukan transkripsl ^«kainansuara berbahasa Daereb
dari alat keija rumlt

a.

BerdaMrkan ini^Hf haail rekaman jelaa :

1) Jumlah halaman transkrip rapat sampal den^ut
50

Lembar 0,0220 Semua Jenjang

2) Jumlah halaman transkrip rapat 51 sampal
dengan 100 halaman

Lembar 0,0260 Semua Jenjang

3) Jumlah halaman transkrip rapat 101
dengan 150 halaman

Lembar 0,0300 Semua Jenjang

4) Jumlah halaman transkrip rapat 151
dengan 200 halaman

Lembar 0,0332 Semua Jenjang

5)Jumlahhalimentranskrip rapat 200
halaman

Lembar 0.0380 Semua Jenjang

1

b. Berdasarkan kualitaa haaQ rekaman kurang jdas : i

1) Jumlah halaman transloip rapat sampai dengan
50

Lembar 0,0257 [ Semua Jei\]ang

2) Jumlah halaman tranakrip rapat 51 Mmpai
dengan 100 haiaman

Lembar 0,0302 Semua Jei\jang

3) Jumlah halaman tranaloip r^>at 101
dBigan ISO haiaman

I.«mb«r 0.0347 Semua Jenjang

4) Jumlah halaman transkrip r^at 151
dengan 200 halaman

Lembar 0,0380 Semua Jeqjang

5) Jumlah halaman tranakrip rapat diatas 200
halaman

Lembar 0,0420 ' Semua Jenjang



«-r>

NO UMUR m Dmux KKMATAV MTOAaHABL pidiAinMifA

a 3
4 • 7 •

MelaJciiVnn txanstoipsl rekaman auan bobabaM Axing daii
alat keija aederhana

a.

Berdaiuirkan kuaUtaa haail rekaman jtim* :

1) Jumlah halaman tranakr^ rapat aampai deng»n
50

Lembar 0,0700
Aat. toiaalah LcglaUtif Mahir/Aat

Periaalah Legialatif Penyelia

2) Jumlah halaman traiwkrtp rapat 51 aampai
den^n 100 halaman

O.OMM
Aat. Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

taiaalah L^ialatir Penyelia

3) Jumlah halaman tranakrtp rapat 101 aampai
dengan 150 halaman

Lembar O.OSSO
Aat Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif Penyelia

4] Jumlah halaman tranakrip rapat 151 aampai
dengan 200 halaman

Lembar 0,0950
Aat. taiaalah Legialatif Mahir/Aat.

PeriaiUah Lc^islatif Penydia

5) Jumlah halaman tranakrip rapat diataa 200
halaman

Lembar 0.1050
Aat. taiaalah Legialatif Mahir/AaL

Periaalah T

b.
Berdasarkan kualltaa haail rekaman kurang Jelas :

1)Jumlah halaman tranakrip rapat aampai dengan
SO

I.nnbar 0,0750
AaL Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif Penyelia

2) Jumlah halaman tranakrip rapat 51 aampai
dengan 100 halaman

Lembar 0,0867
AaL Periaalah L^lalatif Mahir/AaL

Periaalah Legialatif Penyelia

3) Jumlah halaman tranakrip rapat 101 aampai
dengan 150 halaman

Lembar 0,0967
AaL Periaalah Legialatif Mahir/AaL

Periaalah L^ialatif Penyelia
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4) Jumlah halaaan tranalolp rapat 151
dengan 200 halaman

Lcmbar 0,1050
Aat. Periaalab Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif Patyelia

5) Jumlah halaman translaip rapat diata* 200
halaman

Lcmbar 0,1150
Aat. talaalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif PenyeUa

Melakukan trwiakripsi rekaman suara berbahaaa Asing dari
alat keija rumit

a. n<>rTlaaariran Inialitaa haaO twVnman jalaa •

1] Jumlah halaman tranakrip rapat aampai d«ngan
50

Lembar 0,0900
Aat. toisalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif PenyeUa

2) Jumlah halaman tranakrip rapat 51
dengan 100 halaman Lembar 0,1000

Aat. Periaalah Legialatif Mahir/Aat.
Periaalah Legialatif PenyeUa

3) Jiuilah halaman tranakrip rapat 101 aampal
dengan ISO hataman

Lembar 0,1100
Aat. Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif Penyelia

4) Jumlah halaman tranakrip rapat 151 Minpai
deagan 200 hdasuu

Lembar 0,1175
Aat. Periaalah Lepalatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif Penyelia

1

5) Jumlah halaman tranakrip rapat diataa 200
halaman

Lembar 0.1250
Aat. Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif Penyelia

b.
Berdaaarkan kuaUtas haail rekaman kurangjetaa :

1

1) Jumlah halaman tranakrip rapat aampai dengan
SO

Lembar

1

0,0950
Aat. Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah L^ialatif PenyeUa

2) Jumlah halaman tranakrip rapat 51 aampai
dengan 100 halaman

Lembar 0,1050
Aat. Periaalah Legialatif Mahir/Aat.

Periaalah Legialatif Penyelia
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3) Jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai
dengan 150 haiaman

Lembar 0,1150
Ast. Perisalah Legislatif Mahir/Ast

Perisalah L^;islatif Penyelia

4) Jumlah halaman tranakrip rapat ISl sampai
dengan 200 halaman

Lembar 0.1250
Ast. Perisalah L^ialatif Mahir/Ast.

Perisalah LegialatiT Penyelia

S) Jumlah halaman transkrip rapat dlatas 200
halaman

Lembar 0,1350
Ast. Perisalah L^slatif Mahir/Ast.

Perisalah Legislatif Penyelia

C. Pet^erahan dan Peayimpanan
MelaJcukan pemerikuan kelengkapan haail tranakrip rapat Laporan 0,0111 Semua Jer^jong

Membuat klasifUcaal aederhana untuk penyimpanan
tranakrip rapat

Daftar fOasifikasi 0,0277
Ast. Perisalah Legislatif Mahir/AsC

Perisalah Legtslatif Penyelia

p»nyifwj*aTi«n trnfiakriji rapat Dokumen O.OllI Semua Jenjang

MelcOcukan penyerahan hasil tnuiskrip rapat dilengkapi
Kghan rapat dan date pendukung Mbagal bahan pembuatan
risalah sementara

BoritaAcara 0,0113 Jenjang

IV. Pembuotan U^ran A. Pelaponui Perekaman Rapat Menyusun laporan pelaksanaan tugas perekanaa rapat yang
zneliputi:

a. laporan bulanan Laporan 0,0052 Semua Jenjang

b. laporan triwulan Laporan 0,0053 Semua Jenjang

c. laporan semester Laporan 0,0065 Semua Jenjang

d. laporan tahunan L^oran 0,0065 Semua Jenjang

M«nyusim laporan pdaksanaan tugas perekansan rapat per
alat kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan yang
mellputi:

a. laporan bulanan Laporan 0,0052 Semua Jenjang

b. laporan triwulan Laporan 0,0053 Semua Jenjang

c. laporan semester Laporan 0,0065 Semua Jenjang

d. laporan tahunan L^x>Tan 0,0065 Semua Jenjang

Menyusun laporan pelaksanaan tugaa perekaman rapat yans
selama I (satu) tahun di selxwub alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan
L^toran 0,0065 Semua Jef\jang

B. PeiapoTsn Tranakripsi Menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripai rapat yang
meliputi :

a. laporan bulanan Laporan 0,0060 Semua Jenjang
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b. laporen triwutaa Laporan 0,0060 Semua Jenjang

c. laporan semester Laporan 0,0073 Semua Jenjang

d. laporan tahtinan Laporan 0,0075 Semua Jenjang

Mogrusun laporen pelaksanaan tugaa tnmakrtpai mpat per
alat kelengkapan majelia atau alat kelcngkapan dewan yang
meliputi:

a. laporan bulanan Laporan 0,0060 Semua Jenjang

b. laporan triwulan Laporan 0,0060 Semua Jenjang

c. laporan semester Laporan 0,0073 Semua Jenjang

d. lapoian tabunan Laporan 0,0075 Semua Jeqjang

Menyusun laporen pelaksanaan tiigan tranakripai rapat jrang
dllakaanakan Mlama 1 (utu) tahun di sdunih alat
keiengkapan tnajelis atau alat kelengkapan dewan

Laporan 0,0375 Aat. Periaalah Lc^ialatif PeByelia

VI. Pengembangan Profesi A. Pembuatan Katya TuUs/Kaiya
Hmlah di btdai^ peni^Mn
penyusunan riaaUh.

1. Karya lulls Umiah haail peneUtian / pengk^ian / survd
/ evaluasi dl btdang persiapan penyutunan riaalah

a. rinlain bentuk buku yang diterbltkan dan diedarkan
secara nasional

Buku 12,5 Sennia Jer\)ang

b. dalam majalata iimiah yang diakui oleh letnbaga
pengetahuan Indonesia (LIPl)

Makalah 6

\

Semua Jei^lang

1

2. Kaiya tulie llmiah hasll peneUtian / pengkajian / aurvel
/ evaluasi di bidang persiapan penyuaunan riaalah yang
tldak dipublikaaikan:

a. dalam beotuk buku Buku 8 Srmi,Mi Jenjang

b. dalam bentuk makalah MakfiTih 4 Semua Jenjang

3. Kaiya tulis Umiah berupa tinjauan atau ulasan ibniah
basil gagasan sendiri dalam bidang persiapan
penyusiinan risaUh yang dipubUkaalkan

1
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a. bentuk buku yang diterbitkan dan diedarican
secara naaional

Buku 8 Semua Jenjang

b. dalam majalnh yang dlakui oleh lembaga
peneetahuan indoneaia (UPI)

Makalah 4 Sonua Jenjang

4. Kafya tulis iimiah berupa tinjauan atau xilaaan ilmlah
basil eaaasan aendiri dalam bidang peiaiapan

a. dalam bentuk buku Buku 7 Semua Jenjang

b. daJajn bentuk makalah Makalah 3,5 Semua Jenjang

5. TuUaan Umiah poputer di bidang peraiapan penyuaunan
risalah yang disebarluaskan melalui media niassa

Naakah 2 Semua Jenjang

6. Menyampaikan praaaran berupa tinjauan, gagaaan atau
ulaaan dalam pertemuan di bidang peraiapan
penyuaunan riaalab

Makalah 2.5 Semua Jenjang

B. Menteijemahkan/menyadur
buku dan bahan lalnnya di
bidang perai^>an penyuaunan
riaalah

1. Tetjemahan/ saduran di bidang perslapan penyuaunan
riaalab

a. dalam bentuk buku yang ditertritkan dan diedarkan
secara naaional

Buku 7 Rnnua Jenjang

b. dalam bentuk makaiah ilmlab tingkat naaional
Makalah

3.5 Sfrmua Jenjang

2. Meneijemahkan/menyadur di bidang peraiapan
ri^aioK

a. dalam bentuk buku Buku 7 Semua Jei^iang

b. Halam h^ntiiV innlfalnh y«nj Hinkiii Inatanni
yang berwenang

Makalah 2,5 Semua Jenjang

c. Membuat buku pcdoman,
ketentuan pelakaanaan, atau
ketentuan teknis terkait Risalah

1.
Membuat buku pedoman terkait bidang persi^Mn
penyusunan riaalah

Pedoman 6 Semua Jenjang

2-
Membuat ketentuan teknia terkait bidang peraiapan
penyiisunan risalah

Jiiklak 8 Semua Jetyang

3.
Membuat ketentuan pelaksatuutn terkait bidang
peraiapan penyuaunan riaalah

•Juknift 3
Semua Jeiyang

vn. Peauf\}uig kegiatan
taisalab

A. Pengajar atau pelatlh pada
pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknia bidang
peraiapan penyxisunan riacdah

Mengajar/metatih di bidang peralapao penyuaunan riaaJab
aetiap 2 jam pelatihan

0.4 Snnua Jeryang
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Penn Mrta dakm •emlnar,
lokakuya, fttAU konfCTcnai
terkoit bidang peraiapan
penyutunan risalah

Keanggotaan dalam organiaaal
prafeai

Keanggotaan dalam T!m Penilai

Memperoleb plagam peng^iargaan
atau tanda jaaa/keiiorniatan

KSOIATAH

Menglkuti kcgiatan semlnar/lokakaiya/konferenu
terkait bidang peniapan peiqruaunan riaalah.setiap kali,
sebagal;

Pemrasaran

Moderator/Pembahas/Naraaumber

ftserta

Men^kuti/berperan aerta sebagai delegaai ilmlah atau
del^aal dalam pertemuan naaional atau IntemaakMial
Mbagal;

Ketua

AnggDta

Menjadi anggota organlsaal profeai Naaional:

I^nguruB aJctif

Anggota aktif

Menjadi anggota Tim hnilai Kinoja Jabatan Pungakmal
Aaiaten Periaalah t^"'atlf.

Anggota

Tanda jaaa/kehonnatan aatyalaiwana kaiya

a. 30 (tlga putu>4 tahun

b. 20 (dua puluh] tahun

c. 10 (sepuhih) tahun

Tanda penghargaan

Regional/intemaaional

Naaional

Lokal

•ATDAa BASIL

Materi

Laporan

Laporan

Laporan

Lapoian

Tahun

Tahun

Suiat Keputuaan

Surat KeputuMo

Setiap piagam

Seti^ piagam

Setiap piagam

Setiap piagam

Setiap pingam

ANOKA

KXBDrr

1.5

0,75

0,7S

PSLAKSANA

Semua Jenjang

Semua Jepjang

Semua Jei\jang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jef\}ang

Semua Jepjaog

Semiia Jef^jang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jet^ang

Semua Jer^jang

Semua Jei^ang

Semua Jei\jang
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F. Memperoleh geUr IceMUjanun
lainnys

OeUr keMijaoaan laim^ y»ng tldak aemiai dengui Udang
tugM :

Diploma HI Setiap ijacab
3

Semua Jenjang

MENTBR) PBNOAYAOUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASl BIROKRASI RBPUBUK INDONESIA,

ttd

ASMANABmjR
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASl BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

JUULAH AROKA KREDIT KUMULATIF HnVTUAL

UlfTUK PBNGAHOKATA]! DAN KBNAIKAN JABATAN/PANOKAT
ASISTEN PERISALAH LBOI8LATIP DENGAN PENDIDIKAN DIPLOBIA m

NO UNSUR PBR8BNTASB

JBNJANO JABATAN/OOLONGAN RUANO DAN ANOKA KRBDIT

JABATAN FUNOSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

TBRAMPIL HAHIR PBNYELIA

n/c n/d m/a m/b m/e m/d

1 UNSUR UTAMA :

A. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 60 60 60 60 60 60

2. Diklat

B. Perekaman

C. Pembuatan Transkrip

D. Pelaporan

E. Pengembangan Profesi

280%
- 16 32 72 112 192

2 UNSUR PENUNJANG :

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tugas Asisten Perisalah Legislatif

s 20%
1

4 8 18 28 48

J U M LAH 100% 60 80 100 150 200 300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASl BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUK
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUALW

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

NO
GOLONGAN

RUANG

IJAZAH/STTB YANG
SETINGKAT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

< 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4TAHUN/LEBIH

1 II/c Diploma III 60 64 68 72 78

2 11/d Diploma III 80 84 88 92 98

3 m/a Diploma III 100 no 123 135 146

4 Ill/b Diploma III 150 161 172 184 195

5 III/c Diploma III 200 222 245 269 292

6 Ill/d Diploma III 300 320 343 366 389

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR





PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

PERISALAH LEGISLATIF



SEKRETARIS JENDERAL

DE^^AN PERVVAKIL-\N R\KVAT

REPUBLIK INDONESU

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat
(2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif perlu disusun Pedoman Pen>aisunan
Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaira
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia
Nomor 6037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Keija Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

205



f

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 43);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahtm i999-tentang-
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1418);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rak>'at Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan PerwakUan Rakyat ini
yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
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pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu
melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat APL adalah
PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif.

5. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya
disingkat JFAPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan
kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur
sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APL
dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

8. Jam keija efektif adalsdi jam kerja yang secara nyata digunakan
untuk menyelesaikan pekeijaan dari kegiatan unsur utama.

9. Alat Kelengkapan Dewan/Majelis adalah unit ke:tja dari struktur
organisasi Kesekretariatan Dewan/Majelis yang menyelenggarakan
rapat-rapat.

10. Jumlah Rapat adalah banyaknya rapat yang diselenggarakan oleh
setiap Alat Kelengkapan Dewan/Majelis dalam 1 (satu) tahun.

11. Instansi Pembina JFAPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

12. Pimpinan Instansi Pembina JFAPL adalah Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan Formasi JFAPL.
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Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rak>'at Republik
Indonesia ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan
JFAPL sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan
pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini meliputi:
a. tata cara penyusunan, penghitungan dan penentuan Formasi

JFAPL; dan
b. tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFAPL.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN
FORMASI APL

Pasal 5

(1) Formasi JFAPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan
dengan menghitung beban kerja organisasi.

(2) Pengangkatan PNS dalam JFAPL pada dasarnya disebabkan
lowongnya formasi jabatan tersebut sesuai jenjang jabatan.

(3) Lowongan formasi jabatan JFAPL teijadi apabila ada :
a. perubahan struktur organisasi;
b. kebutuhan formasi jabatan;
c. pejabat APL pindah, berhenti, pensiun, atau raeninggal dunia;

dan/atau
d. peningkatan volume beban keija.

Pasal 6

Penetapan kebutuhan PNS dalam JFAPL dihitung berdasarkan beban
kerja yang ditentukan dari indikator antara tain'
a. jumlah Alat Kelengkapan Dewan/Majelis;
b. jumlah rapat;
c. jenis rapat; dan
d. volume waktu rapat.

Pasal 7

Tata cara penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing
jenjang JFAPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal8

Tabel penghitungan Formasi masing-masing jenjang JFAPL
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
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tidak teipisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakiian
Rakj^at Republik Indonesia ini.

Pasal 9

Contoh format penghitungan Forraasi JFAPL sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat Republik
Indonesia ini.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JFAPL

Pasal 10

Tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFAPL sebagai berikut:
a. setiap instansi pengusul menyusun Formasi JFAPL.
b. PPK instansi pengusul mengajukan usulan Formasi JFAPL kepada

menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Pimpinan Instansi Pembina.

c. dalam hal pengajuan usul Formasi JFAPL, PPK instansi pengusul
dapat melakukan konsultasi dengan Pimpinan Instansi Pembina
JFAPL.

d. berdasarkan tembusan usul Formasi JFAPL sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Pimpinan Instansi Pembina JFAPL membuat surat
pertimbangan penetapan Formasi JFAPL kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi JFAPL
pada instansi pengusul.

e. Formasi JFAPL ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
berdasarkan usul dari PPK instansi pengusul, setelah
memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan
Pimpinan Instansi Pembina JFAPL.

f. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan Formasi
JFAPL yang disampaikan kepada PPK instansi pengusuL

g. PPK instansi pengusul setelah mendapat penetapan Formasi JFAPL
sebagaimana dimaksud dalam huruf f menyampaikan penetapan
Formasi JFAPL antara lain kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat Republik

Indonesia;
3. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
4. Pihak yang berkepentingem,.
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BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rak>'at Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

t5rtetaplcari di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei2018

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKIANDAR
NIP. 196611141997031001
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LAMPIR^N I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEm'USUNAN

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN FORMASI JFAPL

Penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing jenjang APL pada
setiap Alat Kelengkapan Dewan/Majelis di Instansi Pengusul dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menginventarisir seluruh kegiatan persiapan penyusunan risalah
legislatif yang terdiri dari unsur, sub tinsur, dan butir kegiatan
masing-masing jenjang jabatan APL, yang dapat dinilai dengan Angka
Kredit sebagaimana tercantum dalam kolom 2> 3, dan 4 Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakj-at Republik Indonesia ini.

2. Menginventarisir nilai Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan
masing-masing jenjang jabatan, yang besaran Angka Kredit tersebut
telah sesuai standar Jam Keija Efektif yang diperlukan untiak
menyeJesaikan setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Pen^^akilan Rakyat Republik Indonesia ini.

3. Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 2, ditetapkan
setahun sebesar 1250 jam, berdasarkan jam keija dinas 37 jam 30
menit dalam satu minggu dikurangi waktu luang.

4. Menghitung Konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan
berdasarkan standar Jam Keija Efektif, perlu diketahui terlebih
dahulu besaran Angka Kredit Tambahan (AKT), untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dengan tahapan
sebagai berikut:

a. Menetapkan Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk setiap Kenaikan
Jabatan dan/atau Pangkat.

1) APL Terampil, pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan
angka kredit 60, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur
Tingkat 1 golongan ruang Il/d harus mempunyai angka kredit
80, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
seban5'ak 20;

2) APL Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang Il/d
dengan angka kredit 80, untuk dapat naik jabatan dan pangkat
menjadi Asisten Perisalah Legislatif Mahir pangkat Penata Muda
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golongan mang Ill/a harus mempunyai angka kredit 100,
sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT) sebanyak
20;

3) APL Mahir, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan
angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata
Muda Tingkat I golongan ruang Ill/b hams mempunyai angka
kredit 150, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
seban3'ak 50; _ __ _ __

4) APL Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang
Ill/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan
pangkat menjadi Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang III/c harus mempunyai angka
kredit 200, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 50;

5) APL Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c dengan
angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata
Tingkat I golongan ruang Ill/d harus mempunyai angka kredit
300, sehingga diperlukan Angka Kredit Tambahan (AKT)
sebanyak 100;

b. Menetapkan Konstanta (Kt).

Berdasarkan besaran Angka Kredit Tambahan (AKT) untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka
dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang
jabatan yaitu dengan cara, An^ Kredit Tambahan (AKT) untuk
setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat dibagi hasil
perkalian antara standar jam keija efektif (1250 jam) dengan masa
kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut:

Kt » AKT: (1250x4)

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam
efektif dalam 1 (satu) tahun.

AKT = Angka Kredit Tambahan untuk setiap kenaikan
jenjang jabatan dan/atau pangkat.

1250 = Jumlah standar jam keija efektif dalam 1 (satu)
tahun.

4 = Jumlah tahun masa keija dalam pan^at secara
normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, yaitu 4 (empat) tahun.

Dengan demikian penghitungan Konstanta (Kt) untuk APL adalah
sebagai berikut:
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1) Konstanta (Kt) APL Terampil, pangkat Pengatur (II/c) sampai
dengan Pengatur Tingkat I (Il/dj = 20 : (1250 x 4) = 0»004;
(terdapat pada kolom 6 pada Tabel 1 Lampiran II)

2) Konstanta (Kt) APL Mahir, pangkat Penata Muda (Ill/a) sampai
dengan Penata Muda Tingkat I (Ill/b) = 50 : (1250 x 4) = 0,010;
(terdapat pada kolom 6 pada Tabel 2 Lampiran II)

3) Konstanta (Kt) APL Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai
dengan Penata Tingkat I (Ill/d) = 100 : (1250 x 4) = 0,020,
(terdapat pada kolom 6 pada Tabel 3 Lampiran II)

5. Menghitung Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) adalah
dengan cara membagi Angka Kredit Butir kegiatan (AKB) dengan
Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
standar jam keija efektif (terdapat pada kolom 7 pada Lampiran II),
atau dengan menggunakan formula sebagai berikut:

WPK = AKB : Kt

Keterangan:

WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan dalam 1 (satu)
tahun;

AKB = Angka Kredit Butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu)
tahun;

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan
berdasarkan standar jam kerja efektif.

6. Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang
jabatan APL dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-
masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan
penghitungan dari instansi. (terdapat pada kolom 8 pada Lampiran II)

7. Menghitung Waktu Penyelesaian Volume (WPV) masing-masing
kegiatan untuk setiap jenjang jabatan APL dengan cara mengalikan
Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (WPK) dengan volume (V)
masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan APL
(terdapat pada kolom 9 pada Lampiran II), atau dengan formula
sebagai berikut:

WPV = WPKxV

Keterangan:

WPV = Waktu Penyelesaian Volume masing-masing kegiatan
dalam 1 (satu) tahun
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WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir kegiatan dalam 1 (satu)
tahun.

V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

8. Penentuan Formasi setiap Butir Kegiatan (terdapat pada kolom 10
pada Lampiran II) dengan formula sebagai berikut:

Formasi JFAPL = ^WPV : 1250

Keterangan:

Formasi « Jumlah APL masing-masing jenjang jabatan yang
JFAPL diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan

di bidang risalah pada Instansi Pusat dan/atau
Instansi Daerah.

yWPV = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam
1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Jumlah standar jam keija efektif dalam 1 (satu)
tahun.

9. Penghitungan jumlah Formasi JFAPL didasarkan atas penghitungan
Formasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi jabatan
fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Formasi JFAPL) memperoleh
nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan Formasi untuk
jabatan APL.

b. Apabila berdasarkan penghittmgan tersebut Formasi jabatan
fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Formasi JFAPL) memperoleh
nilai dibelakang koma 0,50, atau lebih maka dapat ditetapkan 1
(satu) Formasi untuk jabatan APL

Contoh :

Kegiatan persiapan pen3nisunan risalah legislatif pada suatu Alat
Kelengkapan Dewan/Majelis dalam setahun adalah sebagai berikut:

1) Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan perekaman rapat,
pembuatan transkrip rapat, serta pembuatan laporan
perekaman dan transkripsi rapat dalara 1 (satu) tahun untuk
jenjang Terampil adalah 2.358. Maka Formasi Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif untuk jenjang Terampil
adalah :

=; y ^vpv 2.358
JFAPL X orang = = 1.88 orang

1.250 1.250
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= 2 orang (peznbulatan ke atas)

Jadi jumlah Formasi jabatan fungsionai Asisten Perisalah
Legislatif untuk jenjang Terampil adalah 2 orang.

2) Juinlah waktu penyelesaian volume kegiatan perekaman rapat,
pembuatan transkrip rapat, serta pembuatan laporan
perekaman dan transkripsi rapat dalam 1 (satu) tahun untuk
jenjang Mahir adalah 1.456. Maka Formasi Jabatan Fungsionai
Asisten Perisalah Legislatif untuk jenjang Mahir adalah :
^rmasi ^ y WFV 1.456
JFAPL X orang = =1.16 orang

1.250 1.250

- 1 orang (pembulatan ke bawah)

Jadi jumlah Formasi jabatan fungsionai Asisten Perisalah
Legislatif untuk jenjang Mahir adalah 1 orang.
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LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PERISALAH I.EGISLATIF

TABELI

PENGHITUNGAN FORMASI JFAPL TRRAMPIL

no l!NRl>K SllBUNSIIR
lir tm KW.IA IAN (O'lFNlIIKSN

BEKDASAHKAN UNSliU ITAMA)

ANr;KA

KKKDIT

lAKB)

KONSTANTA

(Kl)

n.004

WAKI1I

rRNYF.I.iKAiAN

RliTm
KF.(>IArAN

(HTK>

AKBiKt

vourMF.

KF.GIATAN

RAIAM 1

(SATI'J
TAHliN •)

WAKTl'

PE-NVKt-EKAIAN

VOI-UMK

Kr.(;tATAN

(wrv)

WPK » V

Pf3<rF?iTIJAN

JIIMIwSII

FORMASI

(Formui JFAPLI

vwpY
iJ5n

\ 2 y 4 5 6 7 n 9 fO

I. Pcrckaman Rapal A. i*craBpaR
Pcrclcaman Rapal

Melai:ukan kc^iatan penclaahan jadwAiniinl-
rapal dewan per nuisi sidang

A.OOIIO MM 2.000 0 OJKW

Mclakukan pcngcrulan lokostdan rastlita!(
lei-nifi icnipal ntpal !«bcl(ini mclakukan
kcgiaton perckatnnn rapeil

o.oaM) IkOCM 2.000 0 (MNKI 0^

Mctigumputkaii data dnnhalun iitiUtk
pmiapan rekainan rapal

fl.0Q8fl aoftt 2.000 0 U^WO 0.000

Mclakukan kcgiolan pcn>-iKunai) kndcllkasi
dan pcmlKrian liibcl fwla kaw(/(-onv«tf
lAntAnedia reknm |

0.0080 0.004 2.000 <1 u,onu flJNIU

Mcnyusunrcncanakctja sesuaidenganjailwal
Tupalper masa sidang

0.0080 OJXM 2.000 e 04M0 0.M0

McnyiBUii rencnnakchiitidtun inudia
dniani mngka pvlaksanaaiirafiai

aoM 2.000 0 Ajwn 0^

a.
Pcblisanasn
P»Qlcaman Rtqnt

Mclakukan pcrckoman rapol dcngtn k^fsei
bcrdaxtrfcan



to

•-J

NO UNMIR SUP IINSI'R
BIITiB KCCMTAN (OITRNTIikAN
BEROASAKKAN UNSl'R I'TAMA)

ANtiKA
KKr.Drr

(AKB)

KON-STANIA

(KO

0.004

WAK'Mi

PF.NYU.i;SAIAN
BliTIR

KK(;U1'AN

(WPK)

AKK:Kl

VOI.l'MK
ki:C!IA1AN

DAIAM 1

iSATt)
TAIUiN •)

(V)

WAKH'

PF.NVKI,»:SAIAN

VOl.tiMK

KKCIATAN

JWPV)

WPK*V

l>ENeNTt>AN

l-'ORMA.SI

V WPV

1 2 3 4 5 A 7 8 9 II)

a rapal dengiin wakiu singkai U.OIUO U.OIM ^500 0 0.000 U.<)OU

b. n^at denguii wuktu scdang u.ni20 0.004 j.oao 0 O.UIIO 0.000

c. nipaidcngun wuktu lama U.0I40 aou4 J.500 0 0.000 0.000

Mclakukan pct«kainan rapal dcngan alat rdoun
suara digital hcrdosarknn.

a ntput dcngan waklu singkat fl.ni02 0.004 2_S50 0 0.000 0.000

b. mini dcngfln \««ikiuscUang fl.0120 0.004 3.000 0 0^ 0.000

c rapui dcngan wiklu laina 0.0140 0.004 3.500 0 0^ 0,1100

Melakukan ptMCkoinan rapat dcngan aim rekam
audio visual bcrdasurkan'

a rnpai dcngan wakiii singkat 0.01A0 0.004 4.000 0 OJKKI 0.000

b. rapal dcngan \vaktu sedoiig 0.0200 0.004 S.000 0 0.000 0.000

c. mpat dcngan wuktu lama 0J)26U aoo4 6jsoa 0 0.000

Mclakukan pcrcknnvii) rnpal dcngan alai
la lexi bcrdasarksn

a repat dcngan waklu !«ingkut fl^t02 0.004 2350 0 0^ 0.000

b. rapat dcngun waklu scdang oj)i2n 0.004 3.00U 0 0.000 0.000

' c. rapaldcngan waklu Inmn 0.0140 0.004 3.500 0 0.000 0.000

Mclakukan kcgiaion tdenlinkasi beniasarkon
uniian. namn. danjtiiniah pcmbicara nipai
bcnlasarkan:

n repat dcngan waklu singkat 00120 0.004 3.000 0 ojmo 0.000

h rapal dcngan waklu ncdang 0.0130 0.004 3J50 0 0.000 0.000

c mput dcngan waklu lania 0.0151 0.0(M J.T75 0 0.000 0.000

Mclukukoii validasi tcrhadap Inbdltng rckanian 0.0200 0.004 5.000 0 0.000 0.000



to

oo

UNStiR SIJRIINSUR
BimS KKGIATAN (OIITNTI KAN
BKIinASARkAN (iNSi'R (TAMA)

AN<iKA
KRCniT

(AKB)

KONSTAN'IA

4Kt)

WAKTl'

rENVKI.ISAUN
BirnR

KKGIATAN

IWfK)

VOMIMi:

KE<;UTAN

OAI.AM 1

J.SAIT)
TAMlH>i*)|

(V)

WAKTl!

PeNYivLr.SAIAN
VOMIME

KEGIATAN

«WPV)

PEMEfSTl'AN

JIIMUAII

FORMASI

(Formnsi JFAPI.)

aoo4 AKII:Kl 1 WPK « V ?>TV
I.2.MI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Melakukun kcgialan validasi ftortaklaiNflkasi
uniUn <tannama pembicAni lapoc

0.0200 0.004 S.OOO 0 OMO 04100

McMgkJcntifikasi waktu <ten klartfikasi nnma
pcmbkara rapai

0.0200 0.004 5.000 0 OJtOO 04)00

C Peiiyerahaii <lan
fcnytmponan
Pcr^uinoii Rapot

Menyusun scflu mclcngkspi tiuiibahan datii dan
bahan rspal IcituMs

0.011)9 0.004 2.725 0 0.000 0,000

Mcnycrahkan hasil rckainan rapai dilongkxpi
haltan rapal dnn dnin pcndukung imiitk
dilakukan franskrip

0.0061 auM 1.525 0 0^ 0.000

Metakukflnalih modin rckamnndari nial kcija
lumit

0.tHHi8 0.U04 2.200 0 U4HW 04KIO

Mciak.vanakaii k^iatun duplikasi h{Ui|l
rckaman

0.0113 0.004 2.R25 0 1 A.000 0,000

Mclakukan pciiyinipaiuinhasil n$kan«in mpol 0.0119 OJMM 2.97S 0 1 0^ 0,000

II Pcmhuman

Irsfiskrip Kap«
A. Pcisiflpan1'nirakrit)

Kitpal
MengumtHilkun kclnigkapaii huban iraiwkrip
rapat

0.0100 0.004 2.500 0 ;i 0,000 U4I00

n f>claks*naiii
Trenskrip Kapm

Mclakukan Iranskripsi lekanuin sunrii
(x^^hasa Indnncsia aini kc(;|aM^dcrtvina'

a.

Berdasarkon kualilas hasil fekaman

jClflS

1) JtimiaJi hnlnmon tran«krip rapat
sompai dengan 51) 0.0207 0.004 5.175 0,000 ajm

2) Junilah habinuii iran^rip 51
sampai dcitgon 100 halaman 0.0247 0.004 6.175 0 r

L

0,000 0,1m

3) Jumlah hnlamait Imnskrip rapal tot
sainpai dengan l.^i)halamun 0.02S7 0.004 7.175 0 0,000 OJIOO

4} iumlati lialamnii Ininsknprapal ISI
soinixii Ocngon 200 hQlaman 0.0327 0.004 8.175 9 ' 0.000 aooo

5) Jumlah lialtimnntninskriprupal
diaias 200 halaman ' U.0340 0.004 8.500 0 0,000 04)00

b ncrdaMrkuii kualiiu.*: hoial rcilaman
kurang jclas :



to

vo

NO IINSIIK am UNSIJK
Krx;lATAN (DITT-NTHKAN

BKUUASARKAN UNMIR IITAMA)

ANGKA

Ktlta)IT

(AKB)

KONSTANTA

(Kl)

aoo4

WAKTli

PrjUVFJ.rXAIAN

NIT1R

KCCIATAN

CWPK>

ARB : Kl

VOt.UMF.

kk<;l\tan

DAIAM 1
(SATti)

TAHI.'N ')

(V)

WAKn:

PKNVKI>;SAIAM
voi.(iMr.

KECIATAN

WPK « V

IT-NRNTUAN

.KiMLAH

rORMASt

(Fi>nni.<iJFAP(.)

V WPV

l.25(l

2 3 4 5 6 7 s 9 10

i) Jumlah hataiiMii tnin<sknf»nipa(
SAmpaidcngan 0.02M 0.004 5.950 0 0.000 0,000

2) Jumlai\ iMlfltitsniniKskrtp rapet SI
sonipai dcngan 100 halaman ao2m 0.004 7.000 0 0.000 0.000

.1) iiimlah hnlamaii lim^rip rapni 101
sampai <lcngan 150 ttalaman O.OJOO 0.004 7.500 0 04NW 0,000

4) Jumlah halumantmnskripnipal ISI
Minpai (iengan 2IX) halaman (LtLMO 0.U04 •JtOO 0 OOOO 0,000

S) Jiimtah >ulaman iransknp rapal
dialas 200 halaman 0.03W 0.004 9„W 0 0^ 0,000

Mulakukun Iraiiskripsi rekaman suara
hertiahnsa Indnncsfli dari atat kcrja rumil

a. Hcrda^arfcan kuniitos hasil rckaman

Jclas

1) iuinlah iialamfui imnskrip rapat
sampai denpn SO 0.0Z2fl 0.004 Siwo 0 0.000 o.iMm

Jumlah hulaman Iransknp raput 51
sampai dcngan )0(i halaman

0.02M 0.004 6.500 0 OJWO 0,000

.1) .litmlali halnmnn Iransknp rapat lot
•uimpai dcngan 150 hnlnnun 0.02M 0.004 7.000 0 0^ 0,(100

4) Jumiali halumon lraiukriprapnU5l
ssnipoi dcngan 200 halaman 0J)34U OJNM iL500 0 0,000 0,000

S) Jumlah haluman Irantkriprapnt
dialas 200 halaman 0.0380 0.004 0 0.000 0,000

b. Iterdusarl-an kualilas hasil rckaman
kurang jclas.

1) Jumlah halaman Iranskrip rupat
sampai dcngnri 50 0.02M> 0.004 ftiSOO 0 0.000 0,000

2) JumlahlialanvmlninskrtprspstSI
sampai dcngan lOOhalainan 0.0Jfl0 0.004 7M0 A 0.000 0,000



to

o

NO (•NMIII SUB l>N$Uit
Rl'TIR KECIATAN (IM'irMTliKAN
BKROASARK AN (iNSl^K I'TAHA)

AN<iKA

KKKIHT

(AKK)

kONSIANIA

<Kl)

WAKTII
PKNVr.l.K8AIAN

m'TiR

KKfaATAN

(HTKJ

%OI4'Mr.

KKGIATAK

OAI^M i

tSATll)
TAIIIIN •)

m

WAKTl!

P»'.NYKI.I'SAIAN

KIXJATAN

wrv)

fKISEM'llAN

JtMtAII

K>RMA!«1

<|r«nna«i iFAPt)

0.001 AKB:Kl
1

WPKtV
V HPV

I.Z»

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3} Jumlah halatnan iranskrip mpui lUI
sampai dcngan 150 halaman 0.0340 OiKM 8J00 0 04NW U.OOO

4) JuiniDh Italaman ironskcip rupal 151
sampei dengan 200 Italaman (LUISO 0.004 9.500 0 0.000 OJWO

5) JumloJi haloman iraitskrip nipBl
(liatas 200 balamun aoiuo 0.004 lAjm 0 0.000 0.000

Melakukan irmiskhpxi cvkuman suuia
bohohasa Duerali dert alal kcria axlcrtoia

8. Benl&^rkan kualitas hasi! reknmsn
.icias:

1) Jumlah lulaman transkrip raffit
sampai dcngaii 50 0JI220 0.004 5JW0 0 04MI0 0.000

2} Jumlah hulamaii IransLnprapnl SI
sampui dciigan HK) halainw) 0.0240 0.004 6JKW 0 0.000 OiOOO

3) Jumlah halamiui iransknpripat 101
sampai cten^ ISOInlainiui 0.0300 0.004 7J00 0 0,000 0.000

4) Juntlah ha1am«t iranskriprapal 151
sampai dengan 200 Inlamai^ 0.0340 OJNM 8^ 0 OJNM) 04ra0

S) Jumlah halaman transkrip r^xu
diatns 300 haliunnn 0.0380 0.004 9.500 0 0^ 0^

b Berdasarkwi kualiKis liasil n*kninnn

kunuigjclas

') Jumlah hulaman iranskfip mpal
Msnpai dcncan 50

a0246 0.004 6.150 0 0.000 0.000

Jumlah luktiivui iransknpriipat 51
sampai drngan MX) halaman

0.028i 0.004 7.025 0 0^ 0.000

Jumlah lialaman trunskrip liipat 101
Mni{>ai licngon 150 lialanian

0.0339 0.004 KAffi 0 1 0.000 UJWO

Jumlah huluman Irainkhpmpai 151
sampai dciigan 200 huluinati

O-OJ-W 0.004 9,47S
1

0

1 i-

0.000 0,000



NJ
N3

NO IIN.SIIR S|iH IINKtIR
Bir nu l AN (linrN IHKAN
BKRl)ASAt<KAN(iNS(iR liTAMA)

4NGKA
KRKDIT

(AK8)

KONmNTA

(Kl)

0.004

WAKTli

Pi;NVi;i,e.SAiAN

DirilK

KKr;lATAN

(WPK)

AKB:Kl

VOt-UME

KERIATAN

DAlJkM 1

(SATl')
TAlllfN *1

(V)

WAKItl

PENYKt.»'.S.\tAN

VOI.lSMr

K»:(;UTAN

(WPV)

WfKtV

PKNENTIIAN

FOR»l.\SI

(VonnsM JFAPi.)

iWP\'

i.2sn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlali hulomon tronskrip rBpai
diatas 2tK} hulomun

0iM20 0.004 lamo 0 OfiOO 0.000

Mclakukoii iranNkripsi rekanian mara
hertiahva Uacrah Oari alat kcrja rwmil

a. l)cr<iasart(an kuatilos hsil rdcainan

jclfls:

1) Jumiali halaman traiiskrip rapai
•oinipai dengaii 50 0.0220 0.004 5.500 0 0.000 0.000

2) Jiimiah halaman tramkrip rapal 51
sampst UNl hahinnn 0.0260 0.0M «il00 0 0.000 0.000

3) Jumlah halainan iranskrip ropiU 101
sampai <lcn£an 150 halaman OJUOO 0004 7-WO 0 0.000 o.oon

4) Jumlah hiilnmanIranskrip nipal ISI
sampai <lengan 3X1hatanian Oi»32 0.004 fUOO 0 0,000 0.000

5) Jumlah halmwi imiskrip rspd
distas 200 luilamnn 0.fl3M 0.004 9J00 0 OJNNi 0,000

b. llcrdHsarkan kialitas hasil reljunan

kumngjclfls:

l> Jumluh haluman trunskrip rapei
.sampai dtntgoit SO n.0257 aoo4 *425 0 ojno 0,000

2) jumlah halaman Ininsknpmpat 51
sainpat dangan 100 halamai 0.03(12 OJMM 7J50 0 0,000 OJNXI

3) Jumtahhalamanlrenskripnipot 101
•iampai dengan I5<) lialaman a0347 0.004 S.675 0 njioo 0.000

4) Jumloh Iwtnman trnnskripropaS 151
sitnipaidengan 200 halamftn 0.0380 0.004 9sm 0 0.000 0,000

5) Jiimlali hnlamon tramkrip rapal
diatss 200 halaman 0.0420 0.004 10.500 0 0,000 0,000



to
to
to

NO UNSUK irntt i>NM!R
BiniR KKGIATAN (OITKNTUKAK
BRRDA.SARKAN IfNM'tt tiTAMA)

an(:ka

KKKDIT

(AKB)

K(X<tifTANTA

IKl)

WAKTir

PF;NY»:i.»:SAiAN

BliTtR

KK<;iArAN

(WPKJ

VOI.lfMC

KKGIATAN

DAt.AM 1

(.SAW)
TAHUN^

(V)

WAK-n!

PRI>IYKI.KKAIA?4
VOLIiME

KF.<;iATAN

tWPVI

PENKNU'AN

,l|!MI.Atl

FORMASf

(FarmMiJI'-APt.)

0M4 AKR:Kl WPK * V
v\yvv
LW

2 3 4 5 6 7 » ! <i 10

c. Penytrahan dim
l*envtmp«inaii

Mclakukan pcmcriksaon kciciigkapan luetl
lran<!knpmpat

0.01 II aoM 2.775 0

1

0,000 0,000

Mclakakan pciiyimpanan tnntskrip rupal 0.0111 0.0A4 2.775 0 0,000 0,<M)0

Mi'lakukiui pcnyorAhun IukiI Iran^np rapol
ditcngkapitnhan ni|»l dan diiui pendukimg
scbagai bahon pantHEiian risalah Sisnchtara

fl.OIIJ 0.004 2.^2.^ 0 0,000 0,000

IM Ponbualan IjafMrnn A I'doporan
f^rvkoman Ropri

MciiytBiin loporait pciuksaiiuan tugns
pcrckaman rapat ynng tnetipiUi:

a. Inporatt Ixjiaiian (1.0052 0.004 1.300 0 0,000 0,000

b. laporan inwiilan O.0053 0.004 IJ2S 0 0,000 0.000

c taponin semester 0.00«v 0.004 I.62S 0 0,000 0,000

d loporan lahunnn 0.0065 0.004 1.625 0 0.000 0.000

MonyB»in loporon peiQknnnan (ugos
pcrekanun rapai pcrfllal kclcrigkapanTnajcIu
alau alal kclcngkapon <}cw9n yangmcliputi

a. laporufl hilai^an 0.0BS3 0.004 IJOO 0 0.000 0.000

h Isporan triwulan 0.00S3 0.0M U25 0 o,oon 0,000

c. lapofBn semester 0.0065 0.004 1.625 0 0,000 0,000

d Upomn lahunon 0.0065 0.004 I.6U 0 1 0.000 11.000 •

McnyiBun laptmin pclaksanaan lugas
pcrdcamanrapatyutigdilaksanalai stil&ma 1
(saiu) (ahtin di sciiiruli alal kclcngkspin
nuielis atim ulul kckiigkapan dcwan

0.0065 0.004 1.625 0

1

0,000 0,000

B Petoporan
I'ransknpin Kapal

Mcnyiisun lapor^ pclaksanaan iliga<s
irunskripsi rufKil yang mdipiiti;

a IniMrnn hniaiian O.OOfiO 0.004 I.50A 0 0,000 0,000

b laporan (nwiilan U.0060 0.004 1.500 0 0,000 0,000



hJ
S)
U)

NO VNSUR SUB llNSitR
Bin iR KKGIATArt (DITKMIIKAN
RKHDASAHKAK DNKIIR (ITAMA>

ANCiKA

KRRDIT

(AKR)

KONSTANTA

IKi)

0.004

WAKIli
fKNYKLESAIAN

DIJTtR

KKGIATAN

OvrK»

AKRsKl

VOI.IIME

KF/:tAT,\N

OAU\M 1

ISATTI)
TAIIl'ff *)

»v»

WAKTV
PKNVM.tS>AIAN

VOt.llMK

Ke<;»A'rAN

r»pv)

WI>K t V

p»:N»;KTt'AN

JlilMUAH

f'ORMASI

(FsnnMi JFAft.)

>;>Yfv
i.25n

2 3 4 5 6 7 S 9 10

c. laporan scnicstar 0.t)073 0.004 IJI25 0 0.000 (KOOO

lapotan tuhuiiati 0.0075 0.004 l.»75 0 0.000 n.oou

M«tiyusun Inporan pelak^aiuun liig»
tmnskripst rapni per alat kclcngkapaii majelis
autu alfllkclcngkapan dcvvwi ymg mcliptNi:

a. lapinnn Inilaiuii 0.0060 0.004 1300 0 0,000 ft.fMK)

h. laponm Iriwulan O.U060 OJXM IJiOO 0 n.oon

c. laporan -scmcMer 0.007J 0.004 i.S25 0 0.000 n.000

<! laponin luhunun 0.0U7S 0.004 1.875 0 aooo 0,000

0^

vwrv

IX«(l

PflW
use

0

I'MiiiMibtaii

OAdMn

rcriialth

l.e|!iilaiir
Trroinpll

KETTERANGAN :

*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasairkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.
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TABEL 2

PENtiHITUNGAN FORMASt JABATAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MAHIR

NO UNSUR SlIB llNStlK
BdTia KF.<;UTAN (OrTEM'CKAN
RERDASARKAN UNSUR UTAKM)

ANCKA

KREDIT
KONSTANTA

WAKTU

PENYr.l.lCSAtAN

RtlTIR

KKGIATAN

VOLUME

KEGIATAW

DALAM 1
(S.Vni) 1

TAIHIN •)'

WAKTll
PENYKLESAIAN

VOl.ltMK
KECIATAN

PEKENTt'AN

JI'MUH

rORMASI

(AKB) <Kt)

aolo

OkTK>

AKBiKi

(WPV)

WPK t V

Faniiaii JfAPL)

ywn'
I.JJW

1 2 J 4 5 « 7 8 « 10

1. Podwrnan Rapot A. Pdaksanaan
Perekamon Rnpat

Mencniukan kuaiitos hasil rekaman dtli alat
kerja scderhora bcnfasarkan : i

a. kualitus hasil iduiitun jclas 0.0300 0.010 3.000 0 0.000 0.000

b. kualiios hasil nriaman kuning jelBS 0.0400 aolo 4.000 0 oooo 0.000

Menenmkon kuatiunhasilrekamcn <J^i ulat
k-eijammit bcidasnrkan

a kuilitas hasil rckamnnjclaii 0.0175 0.010 1.750 0 0,000 0.01)0

b kuaJitBshasil ivkamnn kiirang jelas 0.03I« 0.010 3.160 0 0,000 04)00

It. Pembualan

lYartskrip KapM
A. l*crsRipan Transkrip

Rapol
Mcicncanakan ki^iaun pcmhuaUn tninskrip
rapat

aoi59 0J>I0 iJ90 0 0.000 0.000

Mcrgktcntinkosj ketengkapun Mmi (rwukrip
mpal

0.0250 aoio 2.500 0 0.000 0.000

Mengumjiulkflnkelcngkaimnbahnn irarekrip
rapat

OJ)IOO 0.010 i.oon 0 OJIOO 0,000 -

B Pel^iLsaTiaaii

Tntnskrip KupM
Mdakukan tnmskripsi nikotnan suom
bcftnhasa Imlottenia dari nlai keija scderhona '

a. Bcrdostfian kiiatiue hasil trkaiMn jclas ;

i) iumlal) liBlanwn imnskripMpal
sampoi dengan SO

0.0207 OiOlO 2.070 . 0,000 0,000

2) Jumi^ haLainan(ransMpniniSI
sampai (kngan KKihalaman

0jr247 OlOIO 2.470 0 0,000 0.000



ro
K>

NO UNSim sun liNsim
Bl'TIK KWilATAN (DITENTltKAN
nCKDASAKKAIN li |AMA)

ANGKA

KBUMT

<AIUI)

KCWSTANTA

(Kt)

WAKTII
PIWVKIJ'^IAN

noTm

KKtilATAN

(wrK)

VOI.l>MF.

KKGIATAN

DAUM 1
(SATll)

TAIIW •>

(V)

WAKTll

PH'IYI-.I.I'.SAIAN

VOLUME

KrnUTAN

(WPV)

PRNRNTIIAN

JItMIAII
rORMASI

rnwaliJFAPL)

AOlO AKB:Kt wrK t V ^ \vrY
ijsn

1 2 3 4 5 « 7 S » 10

3) Jumlah halamantnuBknpnqitt iUI
itampaidcngaii l5Dha1aman

Qjrm 0.010 2.070 0 0^ aooo

4) Jumlah hatamaii iranskrip rapal tSI
samfni ckaigon 200 hatamiin

0J)327 0.010 3J70 0 0.900 04)00

5) Jumlah halaman ininskrip npat
dfaW 200 haiaman

0J»40 0.010 3.400 0 0^ 0,000

b ncrdftsarfcan kualiias Iiasil rtkaimn

kurang jola«;

1) Jumlah halaman tntnskrip iapa(
&ampaidcngan SO

0.023S 0.010 2J0e 0 0.006 0,000

2) Jumlah halamai) iranskrip rapat 51
sampai cfcngan 100 halaman

0.02SO OJ»IO 2J00 0 0.000 0.000

3) Jumlah halamiui tniiMkrip lapat 101
s(unpei iicng»i ISO halaman

0.0300 OlOIO 3JM0 0 0,000 0.000

4) Jumlah halaman iranskrip 151
sampai dcngai) 200 lulnman

0.0340 0.010 3.400 0 0.000 0,000

5) Jumlah halamw transkrip rapat
dialas 200 halaman

a03M 0.010 3J00 0 0.000 0,000

Mdakukm iriv»krit»i reknman sunre
beftK^tasa IniJoiKsia dari alal keija nitnit

u. lk:rdBsa?Uin kualiUis liosil rekamanjelas -

1) Jumlah halaman Itanskrip repBl
sampai dcngsri SO

O.OUO 04)10 2.200 0 0.000 04mo

2) Jumlah halaman Iranskrip mp°^^'
sampai dcngan 100 halaman

0.0260 0.010 2.C00 0 04100 0.000

?) Jumlah lialanian iranskrip rapat 101
sampaidcngan 150 halaman

0.02M 0.010 2J0Q 0 A4I00 0.000



S)
s>
On

I t

NO UNSUR Sim UNSUR
RimK KH.'UTAN (IHrKNTHKAN
nCHDASAKKAN liNStlK 1>TAMA)

ANGKA
KREorr

(AKO)

KONSTANTA

(M)

WAK'n^
PKNYKtrAAIA!^

RIJTIR
K»X;iATAN

(WPK)

vol.tiME

KKCilATAN

HAKAM 1
(SATli)

lAIUiN *)

a')

WAKTI)

PI»Yri.eSAIAN
VOLIIMK

KKCUTAN

p»:nkkti'ai<i

JliMU-tll

n>RMASt

rsmifijrArLi

0.010 AKB: Kl WfKiV 2.wn
I.2M

1 2 J 4 5 6 7 9 9 10

4) Jumtah liafainiantranskiip mpal 151
sampoidciigan20()halamaii 0.<U40 0.010 J.-fOO 0 0,000 0300

5) Jumlah halamnn iranskrip rnpai
(lialas hulumun i

D.(U80 0.010 i.800 0 0.000 0,000

Herdasaffcan kualitas h»il rcluimin

tcurangjclos: i

0 Jumlah habman transkrip ntpat
sampai dcngwi 5()

0^240 0.010 2.«00 0 0.000 aooo

2) Jumlah halanimi MnskHp rdpst 51
sampoi dengon 100 Imlnmari

O.eM0 OLOiO 3.000 0 OJNM) ojxm

3) Jumlnh lialnmnn tnmskrip rapai 101
Simpciidengan 150 lialflmAn 9.0346 0.010 3.400 0 0.000 0.000

4» Jumlah halaman mtmkrip rapai 151
sampai den^pin 2(K') halnmw^ 0ja390 0.010 J.WO 0 0.000 0,000

5) Jumioh ItalamonIniiukriprepat
(Itatus 200 hoiamati

00400 aoio 4JI00 0

*1

0,000 0^

Mclaioikan (niiukripiii (ekairuin siMra
bcibahasa Daerah dan atst kci^aKdcrtuma :

1 1

a. Bcrdasarkuii kualius ha5il rckaimn jclas;

1) Jumlsh hDlamaiiIniiuiknp ivpal
sampai limsiin 5'J a0220 aolo 2^ 0 0.000 OJMO

2) Jumlah iialamsn transkn}> rbpat 51
sampui doigan 100 Inbmiafi a0340 0.010 2.400 0 0,000 6.000

1
3) Jtmilati Iwlumttn iraasktlp rsfttt 101

sampai ckmgaii 130 halamar 0.0300 0.0>0 3.000 0 aooo 0.000
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NO tl.NSUR siinuNStiR
BtiTIK KeCIATAN (DrTErmtKAN
RKRDASARKAN IINSIIR t'TAMA)

ANGKA

uteorr

(AKI)

KONirrANTA

(Kl)

WAKTIi

PinVELeXAIAN
•irrnt

KCGIATAfi

(wni:»

VOl.tiMK

KIXilATAN

nAlj\M 1
(SATIt)

TAHIIN *)

(V»

WAKTt!

ri.NVKI.r.HAIAN

VOI.I^MK

KCfilATAN

tWTV)

PKNKNTtsAN
Ji'MUMI

n>ttMA.Si

Parmaii JFAPI.)

Q.0f0 AKB: M WfKnV
v>vrv

IJ<(0

I 2 3 4 5 « 7 t 9 10

4) JumMi taianuHi ininskrip rapat }SI
satnpaf dengm 300 halniTuin <U»40 0.010 3.400 0 0,000 0.000

5) Jumlah habman transkrip npal
diaias 200 hainran

0.0I9 3M0 0 0.000 0,000

b. BcrdaMirknn kualiua lissil rckaiiwii

kurangjclus

1) Jumlah hnlnmnn imnskrip rqni
Minipaj ctengan 50

0.0246 OJIIO 2.4M 0 0.000 0.000

2) Jumlah haiaman transkrip nipat 51
sampai dcngan 100 halanum

S.028I 0.010 2Jie 0 0.000 0;000

3) Jumlah hataman transkrip rnpat 101
sampai dung^n 130 haiaman

0.010 3J90 0 0.000 0.000

4) Jumlah haiaman transkriprapai ISI
sampai dcngan 300 halaiiun 0il379 OJIIO J.790 0 0,000 0.000

5) Jumlah haiaman transkrip rapat
(Jiaias 200 haiaman

0.0420 0.018 4JM 0 ojoe (1,000

Mclakukaii ifBciskripsi rckanvm suaro
bcrbaliasn Dacrah dan alat kcria nimit

a. Dcrdosatian kualiu^ hASil rcksman jdas :

» Jumlah haiaman transkrip mpot
sampai dcnpn 50

a0220 aoi0 2J00 0 aooo 0.000

2) Jumlah hakiman transkrip lapat 5!
sampai dcngan 100 haUonan

a02C0 OOIO 2.M0 0 0.000 0.000

3) Jumlah halamnn transkrip rapat 101
sampui dengun ISOhaiaman

0.0300 aote 3.000 0 0,000 Q.<KIO

4) Jumlah haiaman hanskrip lapat 151
sampai dcngan 200 haiaman

aM3Z MIt X32* 0 0.000 0.000



KJ
N>
OO

NO IINSUR SUB 1<NS(IR
BIITiR KIX^IATAN (OrmNTttKAN
BEKOASAKKAN tNSCR liTAMA)

AKGKA
KRKDn-

lAKB)

KON.STANTA

(K()

WAKTll

nAVKI.r.SAIAN

BfTIR

KECIATAN

nVHC)

V(U,IIMK
K^XilATAM
IIAI.AM 1

ISATI')
TAHl'N •)

«V)

WAKTl!

P»U«IVKI,rAA»AN

VOLUME

KEOIATAN

WPV>

rKNKNTUAPi
JI>MLAII

FOftMASI

fsnaatiJKAn.)

o.oin AKBlKl WPKtV
y.wrv

I.2!ta

1 2 3 4 5 6 7 H 9 10

5) Jumlab lifltaman transkrip raQat
Jmuu 2<K) hakMTian

aoMO 0.010 3.000 0 fum 04)00

b. Benfasarkan kualias hwri rvkjinian
kiirang jclas.

II Jumlah halamon Inmskr^i rapil
sampai ii(;ng»t 50 0.0257 0.010 2.570 0 aooo 0.000

2) Jiimtah hulaiiuii (tnnskrlp rapot SI
san^i dcngaii 100 fntamaii o.oMa 0.010 i.020 0 0.000 0.000

3) Jumtatihalamanlruiiskijprapal 101
saiT^i (k:nguii 1M) lutlanuiii'

aOJ47 0.010 3.470 0 0.000 0.000

4> Jumlah hiilainajt uaiiskdp rapcil 151
siimpsi clcngan 200 halainan, 0.0380 OJMO 3.M0 0 aooo 0.000

5) Jumlah halamanimnskripmpat
diatns 200 halaman

0.0420 aolo 4.200 0 OvOOO 0,000

Mclakukan trBnikripsi rekaman suan
hnhahasa Asing dari slat keija sedertratM

s. iJaibisarkan kiialitas liasiil nrkamrti jdas :

1) Jiiintah hitlaman ininskTip ra|wl
uimpai dcngan $0

0.0700 0^10 7.000 a , 0.000 0.000

2) Jumlah tialaman inmsknp rapal 51
sompai dcngan l(K)haisunan

O.OfNM 0.010 8.000 " i 0.000 0,000

3) Juniliili hulunuiniruiiskiip ia|«( 101
sanipai di-ngan I50lialamon.

001150 0.010 8.500 0 0.000 0.000

4) Jumlah halainan iranskrip ntpol 151
Minpoi dcngan ZfKt halaman

oii9ra 0.010 9.500

1

0 0.000 lUWO

5) Jumlah Ivilamnn tmaskrlp n^l
diaUB 200 halaman

0.I0JI0 0.010 10.500 0 1 0,000 OlOUO



K>
to

m I'NM-K SCR liNSliR
DltTIR KF.CtATAN (OrTRNTI'KAN
BCKUA.SARKAN ItNSliR (ITAMAI

ANGKA

KitKurr

tAKBj

K<^TANTA

(Kl)

aolo

PENYr.l.RSAIAN

BIITIR
KCOUTAN

(WPK)

AKB:Kt

RALAM 1

(((ATII)
TAIlUN •)

<V)

PRNVIXFAAUN

VOI.liME
KC<ilATAt>f

(WP\')

WPKtV

FORMAKI

Fprmari JFAFtA

s-WPV

uro

\ 2 3 4 5 6 7 n 9 10

b Dcrdasarkan kiialilas hasil rckaimm
kunngjcliu.

i) Jutnlah lialainan tninskrip rapal
sampai dengan 50

ojrm 0.010 7.500 0 aooo «.oao

2i iuntiab Iwlainan troRskripnipat 51
iwnpai doigai) tOOtwkminn

OMVJ aoto S.670 0 OJXW o.oon

3) iumiah halaman (Rinskrip rnpat lOi
sampoi dcngan IfOhaloinan

e.0%7 aoto »Ji70 0 0.000 n.oon

4) Jumlah hnhimtm ininsknp rupat 151
sampai dungiui200 halanian

ai058 0.010 i&500 0 CUNW 0.(100

5) Jumlah halanian transkrip mpat
diaiaii 2C0 lialanwn

aiim 0.010 lt.SOO 0 aooo 0.000

Me

bet

^iik

ahas

on iransknpsi rckainan suara
a Ajing dari afat kcria rumil

a. BcnJaurkan kuulitas hasil rckainan jdaa .

i) Jumluh Imlaman tmnslcrip rapal
sampai deneaii SO

0J)900 aoio 9.000 0 aooo 0.000

2) Jumlah halamon tninskrip r.ipa(51
sainpei dcugan 100 halainan

0.1000 04110 10.000 0 0.000 0,0410

J) JuniUihItalaman tninskrip iiipat 101
iianipaidcngon ISO halainan

0.1100 n.010 11.000 0 lUMO 0.000

4) Jumlah halainan transkrip nipat 151
sampai dcngan 200 haloman

aiiTS 0.010 ii.'nio 0 &eoe OJXW

5J Jumlah luteman transkrip lapal
(Jisias 200 holannn

0.1250 aoin 11900 0 OJBM 0.000

h. Her

kun

insnrkon kualilas hasil ickaman
ingjelas:



U)
O

NO ItNSIJII SUB lIVMiR
miTIR KICfilATAN (DmCNIUKAN
BERDASAKKAN UNSUR ITAMA)

ANUKA

KRCorr

(AKB)

ko>«Stanta

(KO

WAKri<

P^VKI^ISAIAN

Bt'TIR

KMJIATAN

JWPK)

VCM.liMP.

KrXilATAN

DAIAM 1

1SA11!) 1
TAIUIN •) 1

(V>

WAKTti
PENVKLKKAUN

V<)i.l?Me

KCCilATAN

(WP>)

P»(EKn'AN
JI'MIAil

PORMA5I

PannaiiJPAPl.t

0.010 AKB: Kl WPK*V >",wpv
un

1 3 i 4 5 6 7 R 10

n iumlah hnlaman iramkijip refnt
sainpai dengun 50 0.U9S0 0.010 9jm 0 1 0,000 0,000

2} iumlah hakiinan (ramkrip n^nt 5i
Ktmpai dcngan 100 hait^man e.l05D 0.010 laMO 0 0.000 0,000

3) Juioli^ liabumn tninrtdp rapal 101
saitqni dcngiin 150 Inlaman

0.1190 0.010 ItJtOO

1

0 0.000 0,000

4) Jumial) haiaman Iranskttp 151
sampai ilciigat 20() halaman

0.1250 0.010 ujm 0 D.00H 0,000

5) Jumlah lialaman transkrip n^pel
diMas 200 hutunmn

ai350 OJ>IO IJiWO 0 0.000 0^

c I*cnyenitnmdm
PenyimpanaB

Mclukukait pcmcriLuaii kclcngijipon Itasil
tnuiskrip rnpai aoiii 0.010 i.tio 0 0,000 OJMM)

Memtxial klosirikwii tictk-rlinrui uifluk
pcnyimpenan UBiukrip rapul 04077 0.010 2.770 0 0,000 04)00

Mclakiikan {Knytmpananininsknp ni[Bt o.oiii 0.010 I.IIO 0 0,000 6.000

Md^ukon pen>-crahiinhasil Iransknprapat
diicngkapi hahon rapnt dan dola pendiAung
sobagai tnihan pumbusitiin risalali scnwnlara

9^113 0,010 i.ijo 0 OJX« 0,000

iit Pcmbustnn (jqxtnn A. l>daporan
Perckanun Rapal

Meny-usun loponin pclaksainun
pcrekoimn r<^ yung mdipuli.

a laporen bulanan 0.0052 0.010 0.520 0 0.000 0,000

h laporan tnwiilan 9.mS3 0.010 OJDO 0 0^ 8,000

c. laporaii semmier 0.0U6$ aolo 0.650 0 0,000 0,000

d lapnren tahunan o.on«ft 0^10 0.«50 " i 0.000 O^NW

L



NO l<NSi<R SltR t'NJHiR
Ori'lR KF-GIATAN (nm^NI'I'KAN
DtCRUASARKAN I NSUK DTAMA)

AmSKA

KKKOTT

(AKB)

KONSIAfTTA

IKt)

aolo

WAKTtI

PENVKI.fSAIAN

liVTm

KKUIATAN

(WPK)

AKB:K<

VOI.IIMK

KRUIATAN

DAtAM 1

(SATtl)
TAIIIIK»)

O'l

WAKTii

PrNYnXSAIAN

VOI.irMK

KFXilATAN

(wrv)

WfK t V

PENVJVTl'AN
JIIMIAII
I'ORMASI

FsrmiiiJFAri.)

>;nrv
1.250

1 2 3 4 5 6 7 R 9 10

Mcnyusunlaponinpelaksanoantugas
perekoinan rapal per a!u kclcngkapan majetis
atiuiaiai kclen[^^»n dewan yoitg mcliputi:

a laporan bulanan 0.0053 0.010 0.S20 0 0.000 0.000

b laptMinIriwuian o.mi53 0.010 9S3a 0 0.000 0.000

c iaporen semester 0.0065 0.010 0.650 0 0,000 0.000

d tapnran Udiunan OL006S 0.010 0.650 0 0.000 0.000

M«si)-unjn laporwi pclaksanaan uigns
pcrukaman ropal yang dilaksanakon sclama 1
(satti) tahun di Klunih alai kckngkapan
mnjelis auui alai kdciigkapan dewun

0.0066 0.010 0.650 0 a650 0.000

B. IVtapuron
Transkripiil Kainl

Menyusun laporan pclaksanaan tugas
Unnskripsi rtipaiyang mdipuli;

a. laporan butonan 0.0060 0.010 0.600 0 0.000 0.000

b. iaponin iri^vulan 0.0060 0.010 0.600 0 0,000 0,000

C- laporan semester 0.0073 0.010 0.730 0 0,000 0,000

d laporan lahunan 0.0075 0.010 0.750 0 0^ 0.000

Met

per

dew

yusun Icponii pclakumun higvs trandchtui
nict keleiitfkBinniniOcluaUn alMkclcifk«|»m
an yangmelipati:

a tapoTKn bulMim 0.0060 •.IH« lUOA 0 0.U00 0^

h. lopnim triwttlan 0.0060 OJ>IO Bjtm 0 0.000 0,000



to
w
ls>

NO t'NSI'R SliB irNKCn
BimR KEGIATAN (DtTENTHKAN
BKRHASARKAN IWMIH IfTAMA)

ai>k:ka

KRRorr

(AKB)

konstaptta

(Ko

tuiio

WAKTU

rRN¥r.t.l»AIAN
ttUIIR

Kr.CUTAN

(WPKJ

AKB:KI

VOU'MR
KEGIATAN

l>AUMI

(SATII)
TAHUN •)

m

WAkTt'

PENVrMXAUN

VOLl'ME
KEGIATAN

(WPV)

WPK*V

miKvniAN
JIJMIAII

roRmsi

farmttl JMPl.t

rwrv
usn

1 2 3 4 5 6 7 » 9 in

6 Iqnnn asfiettfi flJKITJ •Jiiii aT90 n 0^ 0^

d. ItportnahunM | 0.imTS SJHU a750 0 1 <KO(K> U,OflO

JtlMIAII 1 aooo

> wpv
UM 1.250

»

IVmbuIaten

AAtlMCfl
Pcrinlib

UttUiifr
Mahlr

KETERANGAN ;

*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh.instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.



to
OJ

TABELIII

PI:N<;HH UNGAN FORMASI JABATAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PENYELIA

NO llNHtR SUB UNSIIR
miTIR KU;i\TAN (IMTKNTIIKAN
BKRDASARKAN l^NStR ITTAMA)

AN«KA

KRRIMT

(AK8)

KONKTANTA

(KO

0.020

WAKIT

rFr<YKI.F,SAiA

ISBI'TiR
K»:r;iATAN

(WPK)

AKH t K1

VOt.tlMK

Kf.OIATAN

PALAM 1

(SAll'J
TAMUN *)

(V)

WAKTl'

P|iV*V»;i,rj5A»AN

VUUIMC
KECIATAN

OVPVJ

WPK t V

PK^ENT^1AN

FORMASI

(MrnBS J FAPI,1

r\vpv

I 2 i 4 s 6 7 ft 9 10

1 Pcrekanun Rapat A. Pclaksanaan

Perukanion Kopal
Mcncnlukan kualibu hcil rckamnn dari alM
kerja scdcrhnna bcnJuurkan;

& kiialilas hasil rckutiutn }clas 0.0300 n.02<i is 22.500 0.0180

b. kualitas husil rckantan kurangjclas 0.0400 0.020 2.000 K 5aooo 0.0400

Men

kerji
ciitukan kinliins hostl rckaman dari alat
rumil berdasnrkan .

a. kuBlilas hoxil rckanian jelas aOJ75 0.020 0.875 5 4J75 0.0035

b. kualtlas ha^il rckaman kurangjclas 0.0316 0.020 1.580 4 6J20 0.0051

n. Pentbuatan

Trai»krj|> Rapa(
A. Pctsiapan Traiukrip

Rapat

MeRUHKiniikiiii kcgiflUin pcmbuston tninsktip
rapot

ani59 0.020 0.795 50 39.750 0.03i8

Mciigidenlirikasi kelcngkapsnholvm iramkrip
0.0250 0.02V 1.250 50 62.500 0.0500

MenguiTipuikaii ki^lcngkapan bahan uaiiskrip 0.0100 0J)20 0.500 50 25.000 0.0200

Mclakukun kcgialanpcnilaiantcrhadapirensknp
nipat bcixiasRilcan lingkmkcsuHton rapM:

a Tingkul kcmlitanrondah 0.01M 0.020 a»70 M 5&200 n.0466

b rintckat k«itiiliian sctkmg (U1319 04120 1.595 25 J9.875 0.0319

c. I'lngkal kcsuliton Itnggi 0.0562 %020 2.SI0 15 42.150 0.0337

Ill

akukankcgiatankoordinasidoSain tangka
^imisn tiigas traiiskripsi repot

0.0390 0.020 1.950 100 195.000 0.1560

B Pelaksanaan

'l>nnskrip Kapat

Mclakukan intnskripsi rcknman suara bcrbahasa
Indonesia cinri niai kcrj;! scilcrtiiinii:



N»

4^

NO UKSltR SUBIlNSim
Dl'TIK KEGIATAN (DlirNTCKAN
Kt:KDASAKKAN IINSilK 11TAMA)

ANGKA

KREDIT

(AKB)

KONiHANTA

(Kl»

WAKTI<

PKNVKI.KKAtA

N Btil'IR

KEGIATAN

(WPK)

VOLUME

KKOIAIAN

DAI.AM 1

(SATl')
TAiniN*} '

(V)

WAKTll

l»KNVKl,»X.\UN

Nmi'MtC
KKGIATAN

PKNtNTliAN

JliMIAII

roRMASt

(rDnn»<ii JKAn.)

0.020 AKB:Kl WPK«V > >vrY
1.250

1 2 J 4 S 6 7 8 9 10

a. Bcrdasart.aR kuaiiUii hasil (ckaman jcias:

I) Juinlah halaiiiun itansknpiapat
sompsi Ocngaii 50 9Mm ao2e i.ej5 4 4.140 0.0033

2) Juinlah halainen transknp rapal 51
sampoidcntum (X) halamiin fl.0247 0.020 i.2JS 8 9JI80 0.0079

.^) Jumlah halaman Eran!A.ripra;nt 101
s«mpai dcngar>1M)halatnan

0.0287 0.020 10 14.350 0.0115

4) Juinlah liatsman transkri|i ropal !SI
sampai dcngiv 200 h(ilam^n 0.020 3 4.90S 0.0039

5) JiHnlah haiaman tran^kriivrapa! dialas
2f)0 halamaii

ftOMO e4>20 1.700 0 0.000 0.0000

b. Bertiosurkan kinlitas lunil rekaman kurang
.icios.

f

]

1) Junrtali Inlaman traiukrin rapal
sampai dengan SO OOIM 0.020 I.IM 0 0.000 OJWOO

2) Jumlah Italamantranskri{)rvp8i SI
sampal dengan 100 halanian

0.0280 0.020 1.400 3 4J100 OJMKM

3) Jumlah halamon ironakrip rspat 101
sanipai rtcngon 150 halanian 0.0900 0.020 litOO « 1.500 0.0012

4) Juinlah hiilamun uaiiikrif) nipal 151
sompat (icngan 200 hnlaniun 0.0340 0.020 1.700 0 0.000 0.000l>

3) Juinlah haiaman iramikrip rspsi diMas
200 hataman

0U>20 1.900 0 O.UQO aoooo

Melakukan irensknpsi reksnum suara bcrhaliasa
liidortcsia don afal kc^a nimit i

fl l{crda.iarkttn kualtUu hasil rekamunjdas;



SJ
Ui
L/1

NO UNSUR SUB UNSltR
BUTIH KEUIATAN (OmiNTtlKAN
BSRUAiiAIIKAN IINSI^R irTAMA)

ANGKA
KREDtl'

MKB)

KONKTANTa

<KI)

a»3«

WAKTll

PCNVKLCiiAIA

N IHITIK

KCGIATAN

(HTK)

AKB t Kt

voi.uMr.
KKGIATAN

DAIAMI

(SAW)
TAIIl'l**)

(V)

WAKTlt

PKNVELKSAIAN
X'OLUMr

KEGIATAN

(WPVJ

wrKxV

rENEMTl'AN

rORMASI

(FnmariJPAPI.)

\>fY
i.2sn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Jumlah lialnnian (ranskrip rapsl
sonipai dengan 50 0.022A a020 l.lOO 1 1.100 0.0009

2} Jumlah halaman (ranskriprapot 51
sampai dcngun UX> halamon 00260 ao2o IJOO 2 1600 0.002 i

3) Jumlah halaman iran^np rapat 101
swnpai dciigan I^Ohalotnan 0.02W 0.020 t.400 i o.oon

4) Jumlsh haianian tnnsknprapal ISI
swnpoi doigan 200 lataman OXtMO 0.020 1.700 0 0.000 0.0000

5) Juniluh lialamon iraiiskrip rapet dintos
200 halaman

O.OMU 0.020 1.900 0 oooo 0.0000

b. Hcrdasarktui kuatilas hnsil rekamaii kurang
jclas:

1) Jumlah haluman traiKkrip rapat
Munpai dctigan 50

n.02fi0 0.020 IJOO 1 0.650 O.OOOS

2) Jumlah IntainantraiBkriprnpet 51
sampai dcnicnn IIX)halaman 0.0300 0.020 liWO ] 0.0012

3} Jumlah halaman iranskrip rapol 101
sampai dcngiin 1.^ lulamiin

U.0340 0.020 1.700 2 3.400 0.0027

4) Jumkih Italaman traitsknprapal ISI
sampai dcngaii 200 Ivlnmtm

(I.03M 0j)20 1.900 1 1.900 0.0019

5) Jumlah haluman transkrip rapel diatas
200 Italaman

0.0400 0.020 lOOB 0 0.000 O.OODO

Mciaktikan iraiKknpsi rcknnwinsuaru bcrbuhasa
Dacrah dan alal kerju scdcrhana

a. l)crdasaH(an kuulitas tiasil ivkmnanjdas ;

1) Jumlah hatainoii ttsinskiip rapal
sam^wt dcngat) 50

0.0220 0.020 l.lOO 0 0.000 0.0000



OS

NO tlNSlIK suBVNsmi
BirnR KMJATAN (l)m:NTI<KAN
BKItlMMMKAN (INSIIR tifAMA)

1

AN(»CA

KRrj>tT

(AKIt)

KONSTANIA

(Kt)

0.020

WAKTll
rt?ir»:Le!>AtA

NRUTIR

KKGIATAN

(WfK)

AKB:Kl

KKOIATA

DALAM 1
(KATIIJ

TAIIDN •

(^1

«l'

1

WAKIU

PKNVT.I.i»,\Un
VOL11MK

KIXIIATAN

(WPV)

WMC t V

Pr.NFNTllAN
jrMi.Aii

FORMASt

r^p>-
<.2M>

t 2 3 4 5 6 7 9 9 io

2> Jumlah huluman uaatkrip rajvn SI
sompai dengan i(Xl haluman

aOZ4D 0.020 1.200 0 0.000 OJWOO

3) Jiimlah hulamun innuknp ntpoi 101
Munpoi (<L'n|»n 50 hulumVn

aejoo 0.020 IJtOO 0 0.000 aoooo

A) JumUih lalainan uanskrip rapal >SI
sampai dengan 200 httaman 0.IU40 0.020 1.700 0 0.000 OJKN»

5) Jumlali Italnintin transknpraiMdisUB
200 holaiTKin

o.o;MU 0.0^1 1.900 0 0.000 aoooo

b. Oenfaisarkan kualiias liasil rckaniaii kurang
jeies :

1) Jumlalt halainun IraiMkripTapol
iivfipai dctigon SO

0.0246 0.020 t.2J0 0 i 0.000 aoono

Jumlah hnlamnn trdfiskrip rapal 51
.inmpRi ilciigan MKl halamon

aozsi 0.020 I.40S 0 aooo aoooo

3} Jumlah hatumunIranskrip rapot 101
sompai (lungaii 150 halumuii

njnii39 0.020 1.695 0 aooo 0.0000

4) Jumlah halamon iranskrip rapa( 151
sampai dcngaii 2lX)halainsi

0J0379 0.020 i.«95 0 ojKm aoooo

5) Jumlali hobmon transknp rttpai diaias
200 halarnaii

n.0420 0.02(1 2.100 n aooo aoooo

Melskukaii Inmskripsi rckaman suaroibertnhasa
Ducnh dari nlnt kcqa nimit

a. Ikrdasarkan kualitos hosil rckaman icios .

1) Jumlali halaman Ininikrip rapsi
sampai dcncan 50

0.0220 0.020 1.100 0 aoue &VUI0

2) Jumlah lialanuin tninskrip rapat SI
sampai dengan 100 halaman

0.02M a020 IJOO 0 aooo aoooo

_

3) Jumlah hfllaman nnnsknp rapol 101
sampai dengan I50halaman

0.0900 0.020 1.500 0 aooo 0.0000



to

-J

NO UNSIIR .Sl'B (INSIIR
RU nK KKUiATAN (nn'ENTIIKAN

RKKOASAHKAN UNMIR IITAMA)

ANGKA

KKKDH'

(AKB)

KONCTAfTTA

(Kt)

0.020

WAK11I

PKNVKtXSAiA

N DI!TIR
K»:tilATAN

(WPK)

AKR: Kl

VOI.IIMK

Kr.(;iATAK

IUIjVM I

(.SATI')
TAIIl!N •!

CV)

WAKTl-

PCMYELESAIAN

voi.UM»;
KKt^ATAN

tWPV)

WPK j V

TENtNTllAN

.IHMLAII

FOKMAM

<raraia»iJKAPI.)

^•\VP\

1050

i 2 J 4 5 6 7 8 9 10

4) Jumlah halamnn Iranskrip 151
^iimpai dciigan 2U0 hataman

0.0332 0.020 1.660 0 0.000 0.0000

5) Jumluh haiainon liunskrip nipa( diaus
200 hulaimn

0.0380 0.020 1.900 0 0.000 0.0000

b Bctdasarkan kualilas hasil rckaman kurang
jclas:

1) Jumlah hatanian transkrip raint
sampai den{»n 5()

o.ra57 0.020 1.285 0 o.ooo 0.0000

2) Jumlah habiman (ranskrip raput SI
sampoi dciip^n loO halainan

0.0JO2 0.020 I.5t0 0 0.000 O.WKH)

3) Jitmlah h.'Uainaii transkrip mpal 101
.sampai dcngati 150 hnlaman

0.0347 0.020 1.735 0 0.000 0.0000

4) Jumlah Italamtin tronsknp rapat ISI
sampui dcngan 200 halaman

0.0380 0.020 1.900 0 0.000 0.0000

S) Jumlah halaman iraaskrtp rapol diatas
200 halaman

0.0420 0.020 2.100 0 0.000 0.0000

Mclakukun traiisknpsi rckaman suara bcrbahasa
Asing duri »t«t kctja sotcrhana

8. Bcrdosarkan kiiaiilii^ Iia^ii ickuman jclas :

11 Jumlah halamm inuukrip ni{Bt
sanipai dengnii .SO

0.0700 0.020 3.509
"

3JiOO 0.0028

2> Jumlnh lialatnnn Iranskrip ni(&t SI
sampni dcngan IIK)halainiin

0.080K 0.020 4.040 1 4.040 0.0032

3} Jumlah halaman iranskrip rape) U)l
sampai dcngan 150 hahiman

0.0850 0.020 4.250
'

4.250 0.0034

4) Jumlah halaman iranakrip rapat 151
sam|.iai licn^n 200 Ivilnnwn

0.0950 0.020 4.750 0 U.000 0.0000

5) Jumluli liaianian tramkrip rapat diotas
200 halaman

ai050 0.020 5^50 0 0.000 0.0000
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oe

NO Stw imHiR
MITIR KECIATAN (DlTKN'lliKAN
BKRRASAKkAN UNSttR UrAMAI

Bcnfasartoin kuBiiiat hiisil rtkairfcin kurang
jslas :

I) Jiimiah haluman iranskrip mpal
sampni (kn{<?iti 50

2) iumlah lialaman inuuknp mpal 51
umpai dcngon 100 haiamisi

3) Jumlah hfllAnian Imnskrip Bipat tOI
smpai (kngan IW halAman

4) Jumlah halainan traTKfcrip lapQl 151
sainpai dcngwi 200 baiuinsi

5) Jumlah halainaniranskriprapoidiatas
300halftmnn

McMcukaninmskniKi nskamonswira herbuliasa
Asingdvi alal ka>a rumil

licnlasBrkan kualitas hasil Kkaman Mus.

I) Jumlah hnhfwi inBnkrip ropnt
sampai dcngiui 50

2) Jumlah hBlamanlranikriprapat SI
sampsi ilcngan 100 halainan

3) Jumlah liatainan Iranakrip mpal 101
sampoi dcngan l.^haloman

4) Jumlah halamatitraii^nprBpal 151
soinpQidcDgan 200 halomon

5) Jumlah halamanUunskripirepatditilas
200halanuin

Ueniiisarian kualilas hasil r«ka(nafl kurwg
jciss:

ANf;KA

KRKDIT

(AKB)

ao:^

a0M7

0.0%7

aio»

aiiso

00900

olfloe

OtIOO

OII75

0.1290

KONSTANTA

(Kt)

0020

0^

0^

&020

0.020

ao»

0.020

omo

0020

0J>20

0020

WAK'lt)

pr.Nvri.F.<iAiA

NDtrriR

KF.GIATAN

{WPK)

J.750

4JJ5

4JJ5

!tJUO

&750

4500

5.000

fL^

5J75

6JZS0

voiAiivii:

KK(ilA1'AN :
DAl^M 1

tSA-nij
TAIIL'N •) '

(V>

WAKIt)
PKNTKI.FSAtAN

VOI,UMK
KKCIATAN

fwrv»

WPk t V

J.750

4JJ5

4A}5

0.000

0.000

4„<00

5.000

5.500

OOOO

OOOO

p£m:ivtiian

I'dUMASI

(Vonniri 4t''APL)

rwpv

1JM

10

00030

0.0035

0.0039

ooooo

0.0000

00036

o.nMo

fl4)(M4

0.0000

OOOOO



U>
vO

NO UfvSVR SV6 UNSUR
niTiR KEr;uTAN (nrrcNTiiKAis
OERDASARKAN liNSUM I1TAMA)

ANCiKA

KREDtT

(AKO)

KONSTArrrA

(KtJ

0.020

WAKTI!
rrNvei.FAAU

N BtlTIR

KKGIATAN

(WMi)

AKBsKi

VOIAIMR

KKUIATAN

DAtAM i

<SAni>
TAIHW <)

(V)

WAKTli

PtrNY rj,K.SAIAN

VOI.ItMF.

IU:OIA'IAN

(WPV)

wrKiV

JI'MI^AH

rORMAiil

{Fnr«*<i JFAri.)

ywr\-
I.L'H)

1 2 3 4 5 « 7 8 9 io

t) jliimlali Italantan transkhp lapai
sompai dengan 50 00990 0.020 4.750 1 4.750 0.0038

2) Jumlah halaman irnnskrip nipat .SI
sampoi dcn|!^n l(X)halaman

O.IQS{l 0k020 5050
'

5.250 0.0042

3) Jumlah halanwn iranskrip raput 101
ssmpai dcngan 150 Iwlaman

O.IISO ao2o S.7S0 I 5.750 0.0046

4) Jumlah hulamaii Inmsknp rapat 151
sampai dcngan 200 halamsi

0.I2SV 0.020 (L250 0 0.000 0.0000

5) Jumlah holainan Iranskriprajn' (^iatas
200 halaman

0.1350 0.0^ S.750 0 0.000 OJKMO

C. I>ciiycrahan dan
ncnyimpanan

Md

Iran.

tkukan puinerik<iaan kcietigkapun hasil
krip lapnl

0.01 II oj)2n 0J(55 50 27.750 0.0222

Mcinhuac klasirtkast scdcfliana unltik
pcnyimpananinuiskrip mpDt

0.02T7 0j)20 50 69.250 0.0554

Melflkukanpunyimiraiiantrunsluip rapal O.AI 11 0.020 OiiW 50 27.750 0.0222

Mcinkukan penyemlun hmil Iranskrtp rapol
ditcngkat)i balun rapaidan data pendukung
sehngai tuhan pembtialan nsalotisctncmara

0.0I1J OJOO Q.565 50 2IU50 0.0226

Hi Pumbuaum Laponui A. Pclnporan Pcrekamun
Kafwt

Menyiisiin Inporw pckksanaan lugas perckaman
rafKti yanp, mcliputi.

a. lapoian bulanon 0.0052 ao2o 0J«0 12 3.120 0.0025

U laporan trtwiibin 0.0053 0.020 0.265 4 1.060 0.0008

c. lapwan semester 00065 0.020 0J25 2 0.650 0.0005



N»

O

NO UNKI« SUB liNSUK

1

uiim KKJiATAN iitirrNniKAN
BERDAiMRKArx I'NSIiR UTAMA)

ANCKA

KRRDrr

(AKB>

KONSTANTA

IKI)

WAKTtI
PKNYr.l.»iAIA

N Bl.TIR
KKi;iATAN

(WTK)

VOIAiMF.

KKfilAIAN

DAIAM i
(SA11I)

TAIHiN*)

(V>

WAKlti

rRMVKUiSAIAN

VOI.liMK

KKCIATAN

(WTV)

PKNKHniAV
JliMUII

ntRMASI

(rvnnMt JFAn.)

0.020 AKB; K« WPK * V
V Wpv

IXMI

1 i 3 4 1 5 A 7 R Q 10

d. luporan laliuiui) a0065 0.020 ftJ25 1 0J25 0.0003

Menyusun laporan pclaksanann tugn pet^uittun
rapai per alat kelengkapaii majcJisOUku 4ai
kcfcnskapan dewan yang mehpiAi.

0

8. lapofan buianan ' (L0Q52 0.020 0.260 12 3.120 0.0025

b. laporun Iriwubin i a.ous3 aeie 0.265 4 1.060 0.000)1

c laponin semester &00M 0J)20 aJ2.< 2 0.650 0.0005

d. laponin lahunan 0.0065 0.020 OJ25 1 (U25 0.000J

Mcnyintin laponin pelnksanran ni^ pdrekamsn
rapalyangdilAksaiMkansctama 1(tatu>'t>hun di
sdiiruh alal kelcngkapan inajclis alsu allil
tce(en{ikapon dewnn

e.oo6s ojns 0J2.1 1 0J25 OiNMU

B. Pelaponn
TtwtAripsiR^

Menyusun luporan pelaksannan tufps tnmkripsi
rapolyanginclipiili' '

a. laporan bulonan •.0060 0.02* 0.300 12 3.600 0.0029

b. laporan triwuian ' 0.0060 0.020 OJOO 4 UOO 0.0010

c. lapomn semester I 0.0073 0^ 0J65 2 0.730 0.0006

d. laporan uhunun QMrrs 0.020 0J75 OJ75 0.0003

i

Mcnvmun tapwan pciokiisuaii Ui|as l^rekripsi
rapal per alat kelengkapan mmclisaUHj.akn
kclcn^apan duwan yangiiKliputi': |

0.0000

a hiporan bulanan ^ 0.0060 0.020 ojoe 12 3.600 0.0029

b. laporan Iriwitlan | OJKM 0.020 0300 4 1.200 0.0010

c. lapomn semester 0.007J 0.020 0J65 2 0.730 0.0006

d tapocon lahtHuii aU075 ojno 0J75 0J75 0.0003



NO iiNsim SUB tiNSl'R
Bi: I IH KIC(;i.\ I AN («>riKN ITIKAN
KKKItAiiAKKAN UNSPR t'TAMA)

ANRKA

KBRorr

<AKB)

KONSTANTA

(Kt)

WAKTl)

PCNVfcLIUiAiA
NM'TIR

KKGIATAN

(wnc)

AKB: Kt

\-OI.|tME

KKGIATAN

IIAMM 1
(SATll)

TAIIIfN^J

(V)

WAKTI>
n;NveLi:5iAiAN

%mrME

KKGiATAN

(wr\')

WPK 1 V

r>KNKNt1>AN
JI'Ml.MI

rCIRMASI

(FarniMi
J»API.)

V- WPV

IJSO

1 2 3 4 5 fc 7 8 9 10

Mcnyiistm taponin pclaksaruun tiiBasiranskripsi
rapal ysng dilaL^iaiuikan selama I (satu) lahuiidi
sclurulialal kclcngkapon mujclisatauulut
kdttngkapan dewan

a(»7s ft.029 IJ7S i IJi75 aoAis

JUMMII 0.000

rwrv
1.ZS0

tt

PewbdtotoB

OAiMsIni
PeriMlah

l^daiir
PwiTeBt

KETERANGAN :

*) Volume kegiatan daJam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

SEKRETARIS JENDERAL,

\J
INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114199701001



g

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

ASiSTEN PERISALAH LEGISLATIF

CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JFAPL TCRAMPIt

NO UNSUR SUBUNSIIB
BirriR KCCUTAN (DITKNTIIKAN

BKRDASAIIICAN IIN.SUR UTAMA)

AWiKA

KRFJirr

(AKB)

KONSTAHTA

<KI)

aoM

WAKni

rKNVKI.KSAtAN

BUnR

Krx;iATAN

(wrK)

AKBiKl

VOI.IIMB

KECIATAlit
DALAM 1j
(SATtll 1

TAIII'N

(Vt '

1

WAKTU
ri!»vr.i.rjiAiAN

VOI.(iMK

KKCIATAN

(wrv)

WPK 1 V

PENl^NTtlAN
JUMMH

rORMASi

(Formiti
jfArt)

iLy-n
I2sa

1 2 3 4 s « 7 8 9 10

1. Pcfckaman Kiipal A. Persinian
Perckaman RapM

Melakuksn kcgialan pcficlaahan Jndwit rapat-raput
dewan per man .lidmg

aonm 0^ 2.1100 loaooo 200.000 0.160

Mclakditan pcngcnalan lokasj dan iKilfiM Idinis
tetnpni nipat scbelum meiakukan keflatan
pcrckaman rupai |

(MNWO OMM 2^ too-ona ZOOJXM 0.l«0

Mci^umpuikan dau dan hahan umuk peniapwi
rukamtm raput

Qioaw 9M4 2.00(1 loo.ooq
L

200.000 O.IM

Mclaknkan kogiatsn penyusunan kodeflkasi dan
pemberian label pada kasct/compdcv tfftiJmtdia
rekam

OiO0M aoo4 2.000 iflo.ond 200.000 0.160

Menyiciun rtncana kerja scsuai dcneon jadmS
rapd per masa .lid^g

oinom 04104 zoos loaooQ 200.000 o.i«e

Mcnyiisim rencaiia kctHMuhan tnodia rQkam dalam
raitgka pdoksanaan rapat

9.mo 0.0M 2.000 100.00(1 200.000 ai6o



to

w

r«) (iNfiliR
BUTtR KF.GIATAN (OITRNTIIKAN
U&HDA.SAKKAN UNSliK ITAMA)

ANGKA
Kiirj>tT

(AKK)

KOKSTANTA

(K«>

0.004

WAKTtl

P£NYKlJtSAlAN

BtiTIR

KEGIATAN

OVPK)

AKB! Kt

VOi.DMC
KRUIATAN

DAIv^M 1

(SA1\:)
TAIIDN *)

(V»

WAKTI'

TRNVKIXKAIAM

vm.tmiK

KKGIATAN

(wrvi

WPK * V

PEN^-NTIiAlN

Jl'KILMI

njKMA.SI

(Furmau
jrAPi.)

" y^ry
\.w

1 2 3 4 5 6 7 li 9 to

a Pciaksanson

I'civkaniaii Ko(inl
Mclakukan pcrckamai) mpal dcngan knset
Imdosarkaii;

ti rapal dcngan waktu singkM aolop 0.004 Z300 2aooo 50.000 0.040

b rapM dcngan waktii sednng OlOIJO 0.004 3.000 4U.0U0 i»».ono 0.0%

c. rapaf dcngan waklu tama afti40 OJ004 3.500 2aooo mooo 0.05A

Meiakidiiinpcc^mnaii nipat dcngun afal rekan
suara digital berdasuHtaii:

a.

h

rapat dcngan wokiusingkat aoio2 0.004 2^ 3.000 7.650 0.006

rapat dcngan waklu scdang 0.0120 04104 3.000 5.000 15.000 0.012

c. rapul daigan waktu laina afli4o 0.004 3i(00 2.000 7.000 0.006

Melakukan petckamatt rapal dcngan ala( rdom
oifdw visual bcrdasarkun

a. lapat dciigim waklti sin^at afli«o 0.004 4.000 OJWO 0.000 0.000

b taput dcngan xvakttiscdang 0.0200 0.004 5.000 0.000 0.000 0.000

c. rapat dcngan wnktu tnma 0.fl2«0 aoo4 fL500 0.000 0.000 0.000

Mclakukaii pufcknnian mpatdcngan ulot*w'ce/»
lejti bcrdasarkaji.

0.000

a. rspul dcngan waklu singtcot aoio2 0.004 2350 3.000 7.650 0.006

b rapal dcngnn waktu scdang aui2o 0.004 3J)00 5.000 15.000 0.012

C- rapiu dcngan waktu lama 0.0140 rUKM 3.500 XOOO 7.000 0.006

III

akiikan kcgiaian idcnlinkasi bcrdasartian
nn, nnnia. dnn jumlah pcmbicara rapal
asarknn .

a. rapat dcngan wnklu siiigkat n.0120 0.004 3.000 26.000 7&000 0.062



I

NCI |iN!n<B .Sim I'NStiR
RimR KECIATAN (DtTKNTllKAN
BFJtDASAHKAN (IVSIIR t'TAMA)

ArVGKA

<AKB)

KONifTANTA

IKI)

0.00i

WAKTl!

PENYCLF^AIAN

BIIT1R

KKCfATAN

(WPK)

AKO : Kt

voi.rMR
KF.CIATAN

OAI^M 1

(SATil)
TAIIliN*)

(V)

WAKTIf

PRNVIXtSAIAN

VOl.tiME

KrcaATAN

(wrv)

WPK*V

fKIHRfmiAN
JI'MIAII

FORMASI

(ronnari

JFAPI.)

IJSO

1 2 J 4 5 6 7 8 V 10

b rapai ilcngun wuktit scdaiig; iLAliO 0.004 J.2S0 .^ora 162.500 01JO

c. tapal dcngan wakbi lama aoisi 0.004 3.775 24.000 9OM0 0072

Mctakukoii v&Iidasi icrhadap labullingickmnan an2oo OiNM S.OOO IVOOU^ 500000 0.400

Metakukan kugiatan validasi scria klorifikasi
unitan dan nama pmnbicara npat

aoieo 0.M4 S.000 iooooi> .W.000 0.400

Mengidentirikasi waklu don klarifikav itamu
pcn4>icafa rafwi (tozm 0004 .5.000 loo.oob 5O0.OBO 0.400

c. Penycruhafldan
Pcnym^man
Per^ainanRapM

Mcn>'usmiscna mdengkopi lambohan data dan
hahan rapai tertulis

0.0109 0.004 1725 loonob 272JIOO U.2I8

Mcn>-crahkan >esil ickamun rapal dilen^^ twiian
nipal dan data pendiikung imtiik dilakpkan
transkrip

aoo6i 0.004 IJ$2S looooje 152.500 U.I22

Meb^ukan alih media rckamar) dari <rint kcrja
nimit

aoon OJKM 2J00 20.0fl« 44.000 0035

Melaksamkan kcgiabn duplikas) hosil rekantan aoiij 0.004 2.«25 5OU00 MIJ50 OIIJ

Melakuksn punyinipuuni hasil rekanHii)rapol aon9 0.004 2.975 IOOOC|0 297.500 0JJ8

Fi. PembuMtm

TranskripRapot
A. PersiaiMflTianskrip

Rapal
Mcngumpulkan kdcngkapan bahan lunsknp rapoi

aoioo 0.0(M 2.500 onoit 0.000 0.000

B Pehiksanaan

Tnnskrip Riqxn
Mdakukan iraiukripiti nduinian suaru beiliahau
Indonesia dari alat kcriu sctkriiuaa;
a. Berdasarfcan kualiias tiasil rckafw.fdos :

1

U Jumlali hulainaii (lanskrip rapatsampai
dcngany) a0207 0.0M s.i'ni 0

i
ooee 0.000

2) Jumlah tulaman Iranskrrp rapat 51
sampei dcngan lUOhalaman a0247 0004 0 oooo OOOO

-A) jumlah hulamaii transkrip rapat 101
sampai dcngan ISOHulamoi U.02]r7 0004 7.175 u oooo 0.000

4) Jumlah halaman irareskrip rapat 1? 1
sampoi dcngan 200 h^ainan 0.0327 0004 ai75 0 0.000 0.000



to

Ln

NO CINSdR S|IB ONSIIR
HUTIK KKIJIATAN (OITKNTUKAM
BERDASARKAN TNSIIR l>TAMA)

ANUKA

KRrjirr
KCmSTANTA

(Kt)

WAKTV
fENVRLCSAIAN

B|IT!R

Kr/iUTAK

fWPKt

VOU<ME
KK(;tATAN
OAl«VMi

(SATli)
TAIUIN*)

(>1

VVAKTl'
PEWrj,E.S.VIAN

VOl,IIMK

KKGIATAN

(nT\>

Jt'MLAII

FOHMA.SI

(Famuti
JFAPI.)

aoo4 AKB : Kl WPKxV
VWPV

IX'W

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5) Jumlah hatamaii tran^hp repot diatiB
200 twlaman aoMo O.M)4 a.son 0 (uno OJNN)

b. Bcrdasarkon kualitas hasil tckaman kucang
jetas:

1) Jumiali Iwlaman tnuiskrip repol sainpai
densan.'H) 0.0238 aoo4 •L9SQ 0 U.OOU fl.0(m

2) iumlah hatamati tnuiskrip rapnl 51
sampai dengan !00 halaman a02S0 0.0D4 7.000 0 U.000 n.uou

3) Junitah halamoii iramkrtp rapal IOI
.umpai dengaii ISOhukitnan aojM aoo4 7500 0 0.000 ojwn

4) Jumlah halaman uanskrip rapat 151
»unpai dengan 200 holurnan aoMo 0.004 0 0.000 0.000

S) Jiimlah halaman iraiskrip rapal diatas
200 halnmnii aoMO 0.004 9.»in 0 0.000 0.000

Mctakukari trarakripi>i rcLaimn suaro befhahasa
Indonesia dnri alal kcija ruintt

a. Bcrdasarkan kualitas hasil rckaman jclas ;

1) Jumlnh hataman tnuiskrip rapul sampai
dcngiin 50 a022<l 0 oono OJNW

2) Jumlah halaman transkrip raput 51
sompRidciigan lOU haluinon 0.02M) 04)04 6J(on 0 ojmo 0.000

3) Jumbh haitiman Inuisknp rapal lOi
•unipai dcngan 150 Italnman a(i2S0 &004 7.000 0 0.000 0.00U

A) Jumlah lialaman iranskrtpnipat ISi
sampai dcngan 200 halmnan aiu4u U.OM 8.S0D 0 aooo 0.000

5) Junilah Itaioman(raiHkrip rarm diatas
2flO halaman

ao3M 0.094 9.SU0 0 0.000 0.000



Jfr

to

f»0 UMUK nwuNstw
Btrrm KKGIATAN{DITKNr|iKAN
BKRDASARKAN tiNSUR I'TAMA)

ANCKA

KREDIT

(AKB)

KONSTANTA

(KO

WAK11I

P»^«VKI.KSAIAN

8(>TIR

ki:gutan

JWPK)

VOI.liMI
Krx;iAiAN

nAi.\M i

(KATII)
TAIH!N'l

(V)

WAKIli

FUNVKl-ESAIAM

VOI-UMC
KFX;iATAN

(WfV)

PliNE!iT|lAN

FOKMASI

(K«r«iail
JFAPL)

aoo4 AKB:K(
1

WPK*V rwr\
use

i 2 3 4 5 6 7 « 9 10

b Bcfdasaikan kualitas hasi! itkantan kiining
jelas;

1) Jumiah lialaman transicrip f^ni sampai
dcngan50 , ft02«e aoM 6.500 0 aooo OJIOO

2) Jumi^i lulaman transkripnpalil
sanqMi dcogiai {(X)halam8n ftojae aoo4 7..'»0 9 0.000 aooo

3) Jumlah hulaman Irarakripraptii 101
sampsi dctigai I50halan«n auMe 0.0M asos 0 aooo aooo

4) Jumlah halaman iranskripiapot 151
sampai dcnsgm 200 hstaman ansse 0.004 9.500 6 aooo aoon

5) Jumlah halamBn iiansknp lafKitdiatos
200 halaman 0.0400 aoo4 taooo 0 auoo o.oon

Mclakukan traiskripsi nrkamanaiam:borhahus8
Daerah dari slat kcija sederfiana :

1 B. Hcrdasarkan kualKis hosii ickaman jclas :

1
1) iuiTiiali halaman trenskrip rapal sampai

dengsn SO a0220 aoM SJIOD aood. 0.000 aoon

2) Jumlah halaman tranikrip rapal 51
umpai dcngan lUOhalaiitan 0.tfZ4Q 0.004 6J00 0.001^ aooo 0.0UU

^) Jumlah hfllanwn tninsknp rapal 101
sampai dcngan 130 halaman U.0300 aoo4 7.500 aooli aooo aooo

4) Jumlah halaman iranRknp raful 15t
sampai dengan 200 hulaiBon 0,0340 0.004 ILSOO aooo aooo

5) JumlahhalamantnmskriprapAt dialas
200 halaman ^0380 aCNM 9jao aou aooo 0.000

b. JJenJaurkan kualtBs basil jeka|im lumg
jolos. 1



to

I I

NO IINSDK S(IB IfNSliR
BimB KKGUTAN (nnTNIllKAN
BKHDASAttKAN UNSUR TTAMA)

ANfiKA

KKEOn'

<AK8)

KONSTANTA

(Kt)

0.004

WAkin:

Pe^VKI>J^AIAN

01) HR

KECJATAN

JWPK)

AKH:K1

VOI.IMK

kim;ia'ian

l>AU\M 1

(SAIT)
TAIICN »)

(V)

WAKHI

PFN^ K.MSAtAN

VOI.UMK
Kl^ilATAN

(WPV)

wrK«V

PF.NF.NTIIAN

JVMI.AII

FORMASt

(Fenna>!
JFAPt)

rwi'v

1 2 3 4 5 6 7 » 9 10

1) Jumb^ halanian rraiuknp mptit sampei
deiigan 50 0.024A aoo4 6.150 aoon o.ono 0.000

2) iuiniah IwlainHn transkrip rapat SI
satiipai ilengao lot) halaman a028l aoo4 7.025 0.000 0.000 0.0U0

?) Jumlnh iialaman transkrip npat lrt(
xampai ricngan t50 hnlaman (16339 0.004 8.475 o.(mo aooA o.mw

4) JumlahhalanumimvHkriprB|ial ISi
sampftt dcngaii 2()0 haliiman IUI379 0.004 9.475 0.000 0.000 0.000

5> Jumlah Iniatnan transkrip repal diatas
200 hiiliunan 0.0420 OJKM I0.S00 0.000 0.000 0.000

Mel

Dac

akuksi

mti da

n iransknpsi rckaman suam bertuliasa
n alaikci]animi< 0.004 04Kn 0.000 0.000

a. Her«lu58rt>a» kualims liasil rekamun jdas : OJKNI

1) Jumlah halaman transkrip mpat satnpai
denganSO 0.0220 0.004 5500 0.000 aooo 0.000

2) iumtah haiaman transkrip rapni 51
sumpui dcngan lOOholamaii 0.626V 0.U04 «.500 0.000 0.000 0.000

3) Jumlah halaman transkrip mpat 101
sampai ilengiui 15(1 halaman 0.0300 0.004 7.500 0.000 0.000 0.000

4) Jumlah lialamon transkrip rapal 151
•urnipai dcngan 2()0halaman 11.0332 OiXM 8J00 0.000 0.000 OJMO

5) Jumlah liatamnn Inircikriprapaldotas
20(1 halaman &OMO 0^ 9jm 0.000 ojwe 04W0

b. Ben

jdn
iasarkan kualit» hasil rckaman kunnig

1) Jumlah hatamon Ininskrip rapnt ssmpai
dcngan 50 a02S7 0.MU 6.425 a«oo 0.000 0.000
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NO IW2i|)R SUB VNSliR
BIITIR KEOUTAN (Drrr.NTIlKAN
HFJIDASARKAN liNMIR I'TAMA)

ANRKA
KRMin

(AKB)

KOimANTA

tKO

0.004

WAKIT
PKNVKI>:SAUN

OtiTTR

KFiVIATAN

mvK)

AKH:Kl

VOI.IlMti

Kr/;iATAis

UAIjVM I

tSATti)
TAHliN ^

(V)

WAK'ni

PKNVCLr.SAIAN

VOI.IIMC

KEGIATAN

(WPVi

\VI«K « V

PENKNn»AN

JtMIAII

rORMASI

(FnrmatI
jFAri.)

rwr'-
Ufa

1 2 J 4 $ 6 7 8 Ifl

1

1

]

1

2) Jumiah halaman tnirakrip (apat 51
sampsi dcngan 100 hatairufii

a03Q2 aoo4 7^*50 0.000 0.000 OJ»U

3) Jumtah luilsmiin (nirskrip rapat 101
sampai dcngun ISOhatanun

0.0347 0.004 8.67S 04)00 aooo 0.000

<) Juralah halamnn intnsknp rnpai 151
sampai dcngan 200 hfllaman

0.0380 o.n(u 9i(00 aooo OJMO OJNM

5) Juml^i hulainuii iransknp rapni diaUis
300 lialanan

ao»o 0.fl04 10.500 (UMW aooo 0.000

C Patyenihan dan
Pcn>'tnipanii

Mel^ikan iKmcriksaan kclaigkaixih liasil
irsnsknp nipal

Q.0I1I OJXM 2.775 aooo' O.OOU 0.000

Mtilakukafi pcnytmpuimn tninskrip rapat 0.01 M aoo4 1775 aoont auoo 0.008

Mclakukon pcnycrahan fuuil tniiwkriil rapal
(likngkapi bahan rnpat dan data pcndukung seh^i
hahan peinbuaun risalah !H.-mcniara

aOM3 0.004 uas 0.000 aooo 0.000

lil Pembwdai Laponn A. Pdaporan
Perdiumon Rapnt

Mcnyusun laporon peluksnnoanlugaspockaman
rnpat yang inclipuli

a. Igpuran Nilamin 0.0052 OJNM IJOO 12.001 15.600 0.012

h laporan (riwulan 0.00S3 0.004 U25 4.ooq 5JOO 0.004

c. laporan semester u.oe(is 0.0M 1.625 2.00(j i.ZSO 0.003

d lapnron lohtimin 0.00(k<( 0.004 U25 I.OOf 1.625 aoot

Menytmin laportm pclaksonaan (ugas iierekaman
rdpalperalat kclciigkapinmajcllsaliu otal
kelcn^pan dewan >-ang mdiptRi;

a. lapomnNiianan ' 0.0052 0.004 I.JDO 12 1.^600 0.012

t> laiHH^n triwulfln 0.0053 0.(104 I.J25 4 5J00 0.004

c. laponin semester 0.0065 0.004 1.A25 2 r
3.250 0.003
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NO UNSI'R Sim IINSI>R
BliTIK KKUtATAN (DITKNTUhLAN
UKKUASARKAN I'NSl'R irTAMA)

ANGKA
KKKDIT

(AKB)

KONSTANTA

(KO

0.004

WAKTII

PKKV|f,I.KSAIAN

HIiTIR
KEGIATAN

(WPK)

AKIl: Kl

VOJ.IIMF.

KCUfAl'AN
DAI^M 1

(SAID)
TAIU'N «)

(V>

WAK ni

P^J'VKLi'.KAIAN

VOM'MK

KECIATAN

(WPV)

WPK » V

PKNKNIIIAN

JttMI..\ll

FORMASI

(Kurinau

V WPV

1.25(1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d. Inponin uhunan 0.0065 aoo4 IMf. 1 1.625 0.001

Men

rapn

sclu

kcic

yiisuii laporwi pciaksaitaan Itigas pcrekaman
t yang dilaksanakansekima I (satu) lahundi
ruh alot kclaigkapan majclts atau alat
ngkupandcwan

a0065 0.004 1.625 1 1.625 0.001

B Pdaponin
I'nnskripsi R^wi

Mciiyumn laponin peiaksnnnan t^ss transkripsi
rnputyang mcliputi'

a. laponin hulannn amMO 0.004 ij>no 0 0.000 0.000

h lapotan (riwulan 0.0060 n.004 0 0.000 0.000

c. laponin scnwstcr 0.0073 0.004 0 o.mio H.OOO

d liiporai) tahurvin 0.007fl aoo4 1.875 0 0.000 0.000

Mcr

nipo

kcit

yiisun luporun pclnksanaan tugasInm^ripsi
(per aimkctengkaport matelisatau«lM
ngkapandcu'an yang nKliputi:

0.0IM)

8. lapuian bulaiwn n.wi60 0.004 1.500 0 0.000 0,000

f> luporan (riwuluit fl.(NM0 0.0M I.SOO 0 0.000 0.000

c. lupuraii scmeslcr 0.0073 0.0M ija5 0 0.000 0.000

d. laporan tnhunan U.OU75 0.004 \XTS 0 0.000 0.000

Jnnriah
4.291.325

I.2.VI
3.43

Total Formasi JFAPLTerampil pada AKD*) untuk Tahun 2018 adalah
Fon&asi _ y
JFAPL X orang = ,

1.250 1-250

4.291.325
= 3.43 orang

« 3 orang (pembulatan ke bawah)

disesuaikan dengan AKD yang akan dihitung kebutuhannya



Jika pada tahun 2018 terdapat 3 orang Asisten Perisalah Legislatif
Terampil, 1 orang akan masuk menjadi Asisten Perisalah Legislatif
Terampil melalui perpindahan dari jabatan lain pada tahun 2019, serta
diperkirakan ada 1 orang akan naik menjadi Asisten Perisalah Legislatif
Mahir, dan 1 orang akan pensiun dari Jabatan Asisten Perisalah
Legislatif Terampil pada tahun 2019. Dengan demikian jumlah
Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
(LFJFPL) Terampil pada tahun 2019 adalah;

LFJFAPL - TFJFAPL - (JAPLT + APL Masuk - JAPLT Naik - JAPLT
Berhenti)

-3-(3+1-1-1)
» 1 orang

LFJFAPL ; Lowongan Formasi JFAPL
TFJFAPL ; Total Formasi JFAPL

JAPLT : Jumlah Asisten Perisalah Legislatif Terampil
APL : Asisten Perisalah Legislatif

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRAISKANDAR j
NIP. 196611141997010017
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI FENYESVAlAWINPASSING



SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWUOLAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN//iVPASS/iVG

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a.

b.

Mengingat 1.

2.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif, perlu disusun Pedoman
Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif Melalui
Penyesuaian//npassing;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Penvakilan Ralq^at Republik Indonesia
tentang Pedoman Pengangkatan Ke dalam
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif Melalui Penyesuaian/Inpassing;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penibahan Kedua atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

5. Peraturan Presiden Repubhk Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Pungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1418);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Ral^at Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2018;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH

LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/JiVPASSZTVG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fiingsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Asisten perisalah legislatif yang selanjutnya disingkat APL adalah
PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif.

4. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya
disingkat JFAPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanging jawab, wewenang 6an hak untuk melakukan
kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.

5. Kegiatan Persiapan Penyusunan Risalah Legislatif adalah kegiatan
yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan
hasil transkrip legislatif.

6. PenyesuaianZ/npossing JFAPL adalah pengangkatan ke dalam
JFAPL dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu
tertentu.

7. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh instansi
Pembina JFAPL yang bertugas melaksanakan seleksi administrasi
dan wawancara.

8. Angka Kredit dalam Penyesuaian//npossing JFAPL adalah satuan
nilai kumulatif yang diperoleh seorang calon APL dari hasil seleksi
yang ditetapkan oleh Tim Penguji untuk Penyesuaian//npassin^
JFAPL.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
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pengangkataii, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10.Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. - _

11. Instansi Pembina JFAPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Se^'en dan BK DPR RI.

12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman Halgm
melaksanakan Penyesuaian/inpassinfii JFAPL.

Pasal 3
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepubUk
Indonesia ini bertujuan agar proses Penyesuaian/Inpassing JFAPL
beijalan secara efektif, teratur dan profesional.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini meliputi:
a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian//fy?assm^ JFAPL;
b. prosedur Penyesuaian//npassmg JFAPL; dan
c. pengangkatan.

BABIU

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEmESUAlAN/INPASSING JFAPL

Pasal 5
(1) Pelaksanaan Ptnyesuaian/ Inpassing JFAPL hams didasarkan pada «

ketersediaan formasi JFAPL. i
(2} Penghitungan ketersediaan formasi JFAPL mengacu pada Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Ral^^at Republik Indonesia
mengenai Pedoman Penyusunan Formasi JFAPL. ^
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Pasal 6

Penyesuaian/Jnpossin^ JFAPL ditujukan bagi:
a. PNS yang pernah memiliki pengalaman dan/atau masih

menjalankan tugas di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
dan Pejabat Pelaksana yang memiliki kesesuaian antara jabatan
terakhir yang diduduki dengan JFAPL yang akan didudukinya.

Pasal 7

Pengangkatan melalui Penyesuaian//npassing JFAPL harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijasah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara;
e. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
f. memiliki pengalaman dalara pelaksanaan tugas di bidang persiapan

penyusunan risalah legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai baik tingkat

sedang maupun berat;
h. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu lainnya;
i. nilai prestasi keija paling sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan
j. mengikuti dan lulus seleksi administrasi dan wawancara.

Pasal 8

(1) PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing JFAPL harus
melengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:
a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah

dilegalisir;
c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir

yang telah dilegalisir;
d. fotokopi penilaian kineija 2 (dua) tahun terakhir yang telah

dilegalisir;
e. daftar riwayat hidup;
f. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai

pelaksanaan tugas di bidang persiapan penyusunan risalah
legislatif secara kumulatif paUng sedikit selama 2 (dua) tahun
dan ditandatangani oleh PyB;

g. surat pemyataan yang menyatakan:
1. bersedia diangkat menjadi APL;
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
4. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang persiapan

penyusunan risalah legislatif secara aktif.
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h. Surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak
sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun
berat.

(2) Fonnat surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e,f,g, dan h
dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II,
III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Raltyat Republik Indonesia
ini.

BAB IV

PROSEDUR PEmESVMAN/INPASSINGJFAPh

Pasal 9

Prosedur Penyesuaian/Inpassing JFAPL terdiri dari:
a. pengusulan oleh instansi pengguna; dan
b. seleksi administrasi dan wawancara.

Bagian Kesatu
Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 10
(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan Penycsuaian/Inpassing

JFAPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh PPK
Instansi Pengusul kepada Sekretaris Jenderal Deu-an Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina
JFAPL.

(2) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi PNS yang
diusulkan untuk diangkat melalui Penyesuaian/Znpassin^ JFAPL.

(3) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
membentuk Tim Penguji untuk melakukan seleksi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi dan Wawancara

Pasal 11

(1) Seleksi administrasi dan wawancara dilakukan oleh Tim Penguji.
(2) Jumlah Tim Penguji disesuaikan dengan kebutuhan

penyelenggaraan seleksi administrasi dan wawancara, dengan
susunan sebagai berikut:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.

(4) Anggota Tim Penguji terdiri dari unsur kepegawaian, organisasi dan
tata laksana, persidangan, serta unsur jabatan fungsional.
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(5) Dalam kondisi tertentu, Tim Penguji dapat melibatkan pihak di luar
Instansi Pembina.

(6) Tugas Tim Penguji meliputi :
a. melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian berkas

usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul dengan
persyaratan Penyesuaiaxi/Inpassing JFAPL;

b. melakukan wawancara terhadap PNS yang aikan dilakukan
Penyesuaian//npossing JFAPL;

c. memberikan penilaian terhadap hasil seleksi administrasi dan
wawancara; dan

d. melaporkan hasil penilaian seleksi administrasi dsin wawancara
terhadap PNS yang mengikuti PenyesuRian/Inpassing JFAPL
kepada Sekretaris JenderaJ Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina JFAPL.

Pasal 12

Tim Penguji melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian
persyaratan berkas usulan yang diajukan oleh Instansi Pengusul
dengan hasil verifikasi sebagai berikut:
a. Jika tidak memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFAPL,

maka Tim Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan
kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak
memenuhi persyaratan Penyesuadan/Inpassing JFAPL.

b. Jika memenuhi persyaratan Penyesuaian/Inpassing JFAPL, maka
Tim Penguji melalui Instansi Pembina akan memberitahukan
kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan memenuhi
persyaratan Penyesu.aian/Inpassing JFAPL, dan akan diproses
untuk mengikuti wawancara.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan wawancara JFAPL dilaksanakan oleh Instansi
Pembina secara mandiri atau bekeijasama dengan instansi lain.

(2) Wawancara diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun.

Pasal 14

PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi dan
wawancara Penyesuaiaxi/Inpassing JFAPL, dapat diusulkan menjadi
APL melalui proses pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Setelah peserta mengikuti seleksi administrasi dan wawancara,
Instansi Pembina akan mengumumkan hasil seleksi administrasi
dan w^awancara melalui website www.dpr.go.id.
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(2) Instansi Pembina menyampaikan surat rekomendasi pengangkatan
bagi PNS yang dinyatakan lulus kepada Instansi Pengusul.

(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan seleksi administrasi dan wawancaf^
ditanggung oleh Instansi Pengusul berkoordinasi dengan Instansi
Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Jenjang APL ditetapkan setelah PNS lulus seleksi administrasi dan
wawancara serta ditetapkan Angka Kredit oleh Instansi Pembina.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
pendidikan, masa keija dalam pangkat dan golongan ruang
terakhir.

(3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada tabel angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1
{satu} kali pada saat Penyesuaian/Zrysassmg JFAPL.

BAB VI

PENGANGKATAN

Pasal 18

Pengangkatan PNS dalam JFAPL melalui Ptnyesuaaan/Inpassing JFAPL
dilaksanakan sebelum berakhimya masa Penyesuaian//npossin^
JFAPL.

Pasal 19

(1) PPK Instansi Pengusul menetapkan keputusan pengangkatan
PenyesuaianZ/npossingf JFAPL PNS.

(2) PPK Instansi Pengusul menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina serta
ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) PPK Instansi Pengusul menyampaikan rekapitulasi pengangkatan
Penyesuaian//ryjassing JFAPL kepada Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Sekretaris JenderaJ Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERAL,
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INDRAISKANDAR
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LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH

LEGISLATIF MELALUI

PBNYESVALMijmPASSING ^

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

3x4

Data Pribadi '

1. Nama lengkap

2. NIP

3. Pangkat/GolonganRuang

4. TMT pangkat

5. Tempat dan tanggal lahir

Jenis kelamin Laki-laki/Perempuan *

7. Instansi

8. Alamat rumah

Kode Pos:

9. No. Telepon
•

Rumah:

Kantor:

HP:

10. B-mail :

Pend dikan

NO. JENJANG

NAMA SEKOLAH/ i
UURUSAN/PROGRAM

PERGURUAN j STUDI
TINGGI

TAHUN

LULUS

1 2 3 4

1

2
i !
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3. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.
NAMA KURSUS/

PELATIHAN

LAMANYA

KURSUS/
PELATIHAN

TEMPAT

KURSUS/
PELATIHAN

TAHUN

I • 2 3 4 5

1

2

3

4

4. Riwayat Jabatan Stniktural

NO.
NAMA

JABATAN
ESELON

NOMOR

KEPUTUSAN

T.M.T

JABATAN

URAIAN

TUGAS

JABATAN

1 2 3 4 5 6

1

2

3

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO. NAMA JABATAN
NOMOR

KEPUTUSAN

T.M.T

JABATAN

URAIAN

TUGAS

JABATAN

1 2 3 4 5

1

2

3

Tanda Jasa/Penghargaan

NO.

NAMA TANDA

JASA/
PENGHARGAAN

NOMOR

KEPUTUSAN

TAHUN

PEROLEHAN

INSTANSI

YANG

MEMBERIKAN

1 2 3 4 5

1

2

6.
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NO.

NAMA TANDA

JASA/
PENGHARGAAN

NOMOR

KEPUTUSAN

TAHUN

PEROLEHAN

INSTANSI

YANG

MEMBERIKAN

3

7. Pengalaman Keija di Bidang Risalah I/Cgislatif

NO.

PEKERJAAN/KEGIATAN DI BIDANG
PERSIAPAN PENYUSUNAN RISALAH

LEGISLATIF

JABATAN TAHUN

1 2 3 4

1

2

3

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenamya
sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian
hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima
segala tindakan yang ^ambil oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Asisten perisalah legisiatif.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001

262



LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI PEmESVMJ^/INPASSING

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang/TMT
Unit Keija

Yang bersangkutan memiliki pengalaman keija atau jabatan di bidang
persiapan penyusunan risalah legislatif selama { ) tahun,
yaitu pada tahun .... s/d .... pada *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,

Pvb

Diisi sesuai dengan unit keija.
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LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN -RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI PENYESUAIAN//iVPASSOTG

KOPSURAT ~

SURAT PERm'ATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Bersedia diangkat dalam JFAPL.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang risalah

legislatif.
4. Bersedia melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan

risalah legislatif.

Demikian aurat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimaina mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pemyataan,

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung^

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

SEKRETARIS JENDERAL,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARiS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH

LEGISLATIF MELALUI

PENYESUAIAN/ INPASSING

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang/TMT
Unit Keija

Yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dengan
tingkat hukuman disiplin sedang, maupun berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Jabatan Atasan Langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001
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LAMPIRAN V

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
MELALUI PENYESVAlAli/INPASSING.

KOP SURAT

REKOMENDASI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK FEmESVAlAN/INPASSING
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

NOMOR :

Berdasarkan surat -usuian dari nomor tan^al
, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

hai

NO NAMA
„ 1 PANGKAT/

i GOL.RUANG
JENJANG

JABATAN
ANGKA

KREDIT
1. 1

2.
— — -

- -

3. i

dapat disesuaikan/diinpassing dalam JFAPL.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk
sebagaimana mestinya.

dapat dipergunakan

SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

TEMBUSAN ;

1. Kantor Regional BCT yang bersangkutah;
2. Kepala BKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang ben^-enang menctapkan angka kredit;
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4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian
Keuangan daerah yang bersangkutan;*)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Coret yang tidak perlu atau disesuaikan.

SEKRETARIS JENDERAL,
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LAMPIRAN VI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PERISALAH LEGISLATIF MELALUI

PENYESUAIAN/ INPASSING.

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN//iVPASS/A'G DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

NO.
GOL.

RUANG

IJAZAH/STTB
YANG SETINGKAT

ANGKA KREDIT DAN KEPANGKATAN

< 1

TAHUN

1

TAHUN

2

TAHUN

3

TAHUN

4

TAHUN

/LEBIH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 II/c SLTA/D.I/D.U 60 65 70 75 80

Saijana
Muda/D.in

60 66 72 78 80

2 n/d SLTA/DJ/D.n 80 83 87 91 95

Saijana
Muda/D.ra

80 85 90 95 100

3 lU/a SLTA/DJ/aH 100 110 120 130 140

Sarjana
Muda/D.m

100 111 122 133 145

4 Ill/b SLTA/D.I/D.n 150 160 170 180 190

Saijana
Muda/D.III

150 161 172 183 195

5 III/c SLTA/D.I/D.n 200 222 244 267 290

Saijana
Muda/D.III

200 223 247 271 295

6 Ill/d SLTA/D.I/D.U 300 300 300 300 300

Saijana
Muda/D.m

300 300 300 300 300

SEKRETARIS JENDERAL.

1/
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 11 TAHUN

2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

MELALUI FEmESVAlAWINPASSING



SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAWLAN RAKYAT

REPUBUK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 11

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MELALUI

PENYESUAIAN / INPASSJNG

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penetapan angka kredit
untuk penyesuaian jabatan fungsional Asisten
Perisalah Legislatif dan untuk
menindaklanjuti ketentuan dalam Lampiran
III Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Lampiran VI Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan ke Dalam Jabatan
Fungsional Asisten Perisalah Legislatif melalui
Penyesuaian/ /npassing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - —^

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1418);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilem Rakyat Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia, sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
7Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN

2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

PERISALAH LEGISLATIF MELALUI

PENYESUAIAN / INPASSING.

Pasal I

Mengubah Lampiran VI Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif melalui Penyesuaian//npassing sehingga menjadi
sebagaimana tercantura dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus2018

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001



LAMPIRAN

PEI?ATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR II TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

PERISALAH LEGISLATIF MELALUI

PEmESVAlAN/INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESVAIAN/INPASSING DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

NO.
GOLONGAN

RUANG

IJAZAH/STTB
YANG

SETINGKAT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

< 1

TAHUN

1

TAHUN

2

TAHUN

3

TAHUN

4

TAHUN

/LEBIH
1 2 3 4 5 6 7 8

1 II/c Diploma III 60 64 68 72 78

2 Il/d Diploma III 80 84 B8 92 98

3 Ill/a Diploma III 100 110 123 135 146

4 in/b Diploma III 150 161 172 184 195

5 m/c Diploma III 200 222 245 269 292

6 Ill/d Diploma III 300 320 343 366 389

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001


